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B. [bookmark: _Ref256080128][bookmark: _Ref263768206]BAGAN ALIR TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD
Gambar. G-V.A.1 [bookmark: _Ref258439751]
Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi



Gambar. G-V.A.2 
Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten/kota





C. [bookmark: _Ref263675898][bookmark: _Ref256080634]PERSIAPAN PENYUSUNAN RKPD
Tahapan persiapan penyusunan RKPD meliputi: pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

B.1. Pembentukan Tim Penyusun RKPD
Bappeda menyiapkan rancangan surat keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD provinsi dan kabupaten/kota. Anggota tim berasal dari pejabat dan staf SKPD yang memiliki kemampuan dan kompetensi dibidang perencanaan dan penganggaran, serta dapat mencurahkan waktu dan konsentrasinya untuk menyusun RKPD. 
Guna efektivitas proses penyusunan dan kedalaman kajian maupun rumusan dokumen, tim penyusun dapat dibagi kedalam beberapa kelompok kerja (pokja) berdasarkan urusan atau gabungan beberapa urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, atau menurut klasifikasi lainnya yang dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan pelaksanaan tugas dan fungsi tim.
Tugas tim penyusun RKPD selanjutnya dijabarkan kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari tahap persiapan sampai dengan ditetapkannya rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD tahun berkenaan
Struktur tim penyusun RKPD sekurang-kurangnya sebagai berikut: 
Penanggungjawab	:	Sekretaris Daerah
Ketua Tim	:	Kepala Bappeda
Wakil Ketua	:	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Sekretaris	:	Sekretaris Bappeda
Anggota	:	Kepala SKPD sesuai dengan kebutuhan.
Tim penyusun RKPD provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

B.2. Orientasi mengenai RKPD
Orientasi mengenai RKPD kepada seluruh anggota tim dilakukan untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan kebijakan pemerintah berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya utamanya RPJMD, teknis penyusunan dokumen RKPD, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun RKPD.
Bahan orientasi mengenai RKPD, antara lain:
· Peraturan perundang-undangan tentang keuangan negara; sistem perencanaan pembangunan nasional; pemerintahan daerah; pengelolaan keuangan daerah; pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota; pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD); tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
· Panduan atau pedoman teknis terkait penyusunan RKPD dan penyusunan anggaran.
· Buku-buku literatur tentang perencanaan dan penganggaran.

B.3. Penyusunan Agenda Kerja

Jangka waktu dan kegiatan penyusunan dokumen RKPD sangat ketat dan padat, untuk itu perlu disusun agenda kerja tim yang merinci setiap tahapan kegiatan penyusunan dokumen RKPD dengan satuan waktu sejak persiapan sampai dengan penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD. Agenda kerja tersebut dapat dituangkan dalam sebuah matrik kalender kegiatan.
Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi setiap SKPD provinsi dan kabupaten/kota dalam penyusunan rancangan Renja SKPD.
Dalam rangka menerapkan perencanaan partisipatif, rancangan awal RKPD provinsi dibahas bersama pemangku kepentingan dalam forum musrenbang RKPD provinsi dan menjadi acuan dalam membahas Renja SKPD dalam forum SKPD provinsi.

Demikian halnya rancangan awal RKPD kabupaten/kota selain dibahas bersama dengan pemangku kepentingan dalam forum musrenbang RKPD kabupaten/kota juga dibahas dalam forum musrenbang di kecamatan dan menjadi acuan dalam membahas Renja SKPD dalam forum SKPD kabupaten/kota.

Mempertimbangkan terbatasnya waktu dan adanya keterkaitan hubungan antar satu kegiatan dengan kegiatan lainnya dalam proses penyusunan RKPD dan Renja SKPD diharapkan penyusunan rancangan awal RKPD provinsi dan kabupaten/kota sudah harus dimulai dari bulan Desember tahun sebelumnya

Contoh agenda kerja penyusunan dokumen RKPD provinsi dan kabupaten/kota sebagai berikut:




Tabel. T-V.B.1 
Contoh Agenda Kerja Penyusunan RKPD, Renja SKPD dan APBD Kabupaten/Kota
	NO
	Tahapan Perencanaan dan penganggaran Tahunan Daerah
	Desember
	Januari
	Februari
	Maret
	April
	Mei
	Juni
	Juli
	Agustus
	September
	Oktober
	November
	Desember

	
	
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV

	A.
	PenyusunanRKPD dan Renja-SKPD (s/d Rancangan Akhir)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Pembentukan tim penyusun RKPD/Renja-SKPD Kab/Kota
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Penyusunan rancangan awal RKPD dan rancangan Renja-SKPD Kab/Kota
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Musrenbang desa/kelurahan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Lanjutan penyusunan rancangan Renja-SKPD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Musrenbang Kecamatan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Pembahasan rancangan Renja SKPD pada Forum SKPD kabupaten/kota
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Penyusunan rancangan RKPD kabupaten/kota
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Pelaksanaan Musrenbang RKPD kabupaten/kota
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Perumusan Rancangan Akhir RKPD kab/kota
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B.
	Penetapan perkada RKPD dan Renja SKPD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Penetapan perkada RKPD kabupaten/kota
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Penetapan Renja SKPD kabupaten/kota
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	Penyusunan KUA dan PPAS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. 
	Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13. 
	Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS kepada KDH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14. 
	Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS kepada DPRD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15. 
	Pembahasan KUA dan PPAS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16. 
	Nota Kesepakatan KUA dan PPAS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.
	Penyusunan RAPBD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17. 
	Penyiapan SE tentang pedoman penyusunan  RKA-SKPD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18. 
	Penetapan SE tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19. 
	Penyusunan RKA-SKPD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20. 
	Pembahasan RKA-SKPD oleh TAPD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21. 
	Penyempurnaan RKA-SKPD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22. 
	Penyiapan Raperda APBD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	E.
	Pembahasan dan Penetapan APBD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23. 
	Penyampaian Raperda APBD beserta kampirannya oleh Kepala Daerah kepada DPRD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24. 
	Pembahasan Raperda APBD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25. 
	Persetujuan Bersama antara DPRD dan KDH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26. 
	Evaluasi oleh Mendagri bagi APBD provinsi dan oleh Gubernur bagi APBD kabupaten/kota
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27. 
	Penyempurnaan Raperda APBD berdasarkan hasil evaluasi 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28. 
	Penetapan Perda tentang APBD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






Tabel. T-V.B.2 
Contoh Agenda Kerja Penyusunan RKPD, Renja SKPD dan APBD Provinsi
	NO
	Tahapan Perencanaan dan penganggaran Tahunan Daerah
	Desember
	Januari
	Februari
	Maret
	April
	Mei
	Juni
	Juli
	Agustus
	September
	Oktober
	November
	Desember

	
	
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV

	A.
	Penyusunan RKPD dan Renja-SKPD (s/d Rancangan Akhir)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Pembentukan tim penyusun RKPD/Renja-SKPD Prov
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Penyusunan rancangan awal RKPD dan rancangan Renja-SKPD Provinsi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Musrenbang desa/kelurahan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Musrenbang Kecamatan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Forum SKPD kabupaten/kota
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Musrenbang RKPD kabupaten/kota
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Pelaksanaan Forum SKPD provinsi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Penyusunan rancangan RKPD provinsi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Pelaksanaan Musrenbang RKPD provinsi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Perumusan Rancangan Akhir RKPD provinsi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B.
	Penetapan RKPD dan Renja SKPD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Penetapan perkada RKPD provinsi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. 
	Penetapan Renja-SKPD provinsi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 C.
	Penyusunan KUA dan PPAS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13. 
	Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14. 
	Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS kepada KDH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15. 
	Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS kepada DPRD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16. 
	Pembahasan KUA dan PPAS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17. 
	Nota Kesepakatan KUA dan PPAS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	E.
	Penyusunan RAPBD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18. 
	Penyiapan SE tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19. 
	Penetapan SE tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20. 
	Penyusunan RKA-SKPD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21. 
	Pembahasan RKA-SKPD oleh TAPD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22. 
	Penyempurnaan RKA-SKPD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23. 
	Penyiapan Raperda APBD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	F.
	Pembahasan dan Penetapan APBD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24. 
	Penyampaian Raperda APBD beserta lampirannya oleh Kepala Daerah kepada DPRD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25. 
	Pembahasan Raperda APBD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26. 
	Persetujuan Bersama antara DPRD dan KDH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27. 
	Evaluasi oleh Mendagri bagi APBD provinsi dan oleh Gubernur bagi APBD kabupaten/kota
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28. 
	Penyempurnaan Raperda APBD berdasarkan hasil evaluasi 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29. 
	Penetapan Perda tentang APBD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





B.4. Pengumpulan Data dan Informasi
Data dan informasi merupakan unsur penting yang harus tersedia dalam penyusunan RKPD, karena selain akan mendukung kelancaran penyusunan juga akan menentukan kualitas dokumen RKPD yang akan disusun. Untuk itu, perlu dikumpulkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
Pengumpulan data dan informasi dapat dilakukan denganlangkah-langkah antara lain sebagai berikut:
1. Menyusun daftar data dan informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan RKPD dan disajikan dalam bentuk matrik (check list) untuk memudahkan dalam analisis.
2. Mengumpulkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.
Data dan informasi yang perlu dikumpulkan antara lain bersumber dari:
1. Peraturan perundangan terkait;
2. Kebijakan-kebijakan nasional yang terkait;
3. Dokumen-dokumen:
a.	RPJMN, RTRWN, dan RKP untuk penyusunan RKPD provinsi;
b.	RPJMD dan RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD kabupaten/kota; dan
c.	Hasil evaluasi RKPD periode lalu.
4. Dokumen-dokumen RPJMD, RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan;
5. Dokumen RPJMD dan hasil evaluasi pelaksanaannya;
6. Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun-tahun sebelumnya;
7. Dokumen APBD tahun berjalan dan realisasi APBD tahun-tahun sebelumnya; dan
8. Data pokok statistik daerah sampai dengan versi terakhir;
9. Data lainnya dari laporan kinerja SKPD.

D. [bookmark: _Ref263676125]PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD
Penyusunan rancangan awal RKPD provinsi dan kabupaten/kota dilakukan melalui 2 (dua) tahapan kegiatan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, yaitu:
1.Tahap perumusan rancangan awal RKPD; dan
2.Tahap penyajian rancangan awal RKPD.
Bagan alir tahapan penyusunan rancangan awal RPJPD provinsi dan kabupaten/kota, masing-masing dapat dilihat pada Gambar. G-V.A.1 untuk provinsi dan Gambar. G-V.C.2 untuk kabupaten/kota sebagai berikut:




Gambar. G-V.C.1 
Penyusunan Rancangan Awal RKPD Provinsi


Gambar. G-V.C.2 [bookmark: _Ref264017463]
Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten/kota






C.1. Tahap Perumusan Rancangan Awal RKPD
Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD provinsi dan kabupaten/kota menyusun rancangan Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. 
Dokumentasi perumusan dan keseluruhan tahap perencanaan pembangunan daerah daerah dijadikan sebagai kertas kerja (working paper). Suatu kertas kerja perumusan dan keseluruhan tahap penyusunan RKPD merupakan dokumen yang tak terpisah dan dijadikan sebagai dasar penyajian (dokumen).
a. Perumusan rancangan awal RKPD Provinsi dilakukan melalui serangkaian kegiatan berikut:
1. Pengolahan data dan informasi;
2. Analisis gambaran umum kondisi daerah;
3. Analisis ekonomi dan keuangan daerah;
4. Evaluasi kinerja tahun lalu;
5. Penelaahan terhadap kabijakan pemerintah nasional;
6. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD provinsi;
7. Perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
8. Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah;
9. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif;
10. Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif;
11. Pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
12. Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif;

b. Perumusan rancangan awal RKPD kabupaten/kota dilakukan melalui serangkaian kegiatan berikut:

1. Pengolahan data dan informasi;
2. Analisis gambaran umum kondisi daerah;
3. Analisis ekonomi dan keuangan daerah;
4. Evaluasi kinerja tahun lalu;
5. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah nasional dan provinsi;
6. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD kabupaten/kota;
7. Perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten/kota;
8. Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan Kebijakan Keuangan daerah;
9. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif;
10. Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif;
11. Pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
12. Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif;


C.1.1. Pengolahan Data dan Informasi
Pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan, informasi, hasil analisis, resume/notulen-notulen pertemuan, bahan paparan (slide atau white paper), hasil riset dan lain-lain, menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait ditiap tahap perumusan penyusunan rancangan awal RKPD. 
Mengingat pentingnya kesiapan data dan informasi dalam proses perumusan RKPD dan bagaimana data itu harus diperoleh, perlu ditunjuk anggota tim yang secara khusus ditugaskan  bertanggungjawab terhadap pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah harus dikompilasi secara terstruktur. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pengolahan serta analisis secara sistematis, sehingga secara akurat dapat memberikan gambaran perkembangan pembangunan daerah.
Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan yaitu bahwa pengolahan data dan informasi hendaknya tidak dilakukan hanya disaat dimulainya perencanaan, tetapi kegiatan ini harus berlangsung terus menerus setiap hari, seiring dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berhubung pengolahan/tersedianya data dan informasi yang akurat merupakan salah satu kelemahan atau kurang mendapat perhatian hampir diseluruh lingkungan kehidupan kita, maka dilingkungan SKPD perlu ditingkatkan/ditumbuhkembangkan kesadaran betapa pentingnya data dan informasi utamanya untuk penyusunan rencana pembangunan daerah.
Untuk efektifitas dan efisiensi pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang disiapkan, tim penyusun harus menyusun terlebih dahulu hasil pengolahan data dan informasi yang diperlukan kedalam kertas kerja (worksheet), bisa dalam bentuk grafis maupun dalam bentuk tabel. Tidak semua data dan informasi dapat disajikan dalam dokumen RKPD, karena tergantung pada urgensi data dan informasi apa saja yang paling signifikan untuk disajikan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan sistematika penulisan RKPD yang dtetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Dalam rangka penyusunan RKPD diperlukan data dan informasi tentang gambaran umum kondisi daerah dan pengelolaan keuangan daerah 
C.1.1.1. Data dan Informasi Gambaran Umum Kondisi Daerah
Data dan informasi gambaran umum kondisi daerah mencakup aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. 
Analisis data dan informasi pada beberapa aspek tersebut diperlukan untuk memperoleh gambaran tentang pengaruh dari kebijakan pembangunan daerah yang dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya sekurang-kurangnya selama setahun terakhir dalam rangka mengidentifikasi sasaran prioritas yang belum tercapai, permasalahan yang harus diatasi dan isu-isu penting untuk segera ditangani dalam rancangan awal RKPD yang akan disusun.
Data dan informasi sebagaimana dikemukakan tadi dapat disajikan secara deskriptif atau dalam bentuk tabel, grafik, peta dan sebagainya. 
Sumber data dan informasi gambaran umum kondisi daerah dapat diperoleh dari:
1. Data primer: diperoleh dari kegiatan penelitian, monitoring dan evaluasi serta kegiatan sejenis lainnya yang dilaksanakan secara periodik oleh SKPD.
2. Data sekunder: diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), baik ditingkat pusat maupun daerah, dari instansi pemerintah pusat atau pemerintah vertikal, maupun data lainnya dari berbagai sumber lainnya.
C.1.1.2. Data dan Informasi Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah
Data dan informasi gambaran pengelolaan keuangan daerah mencakup data pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah dan neraca daerah. 
Sumber data dan informasi gambaran pengelolaan keuangan daerah diperoleh dari:
1. Data primer, dari anggota tim penyusun RPJMD yang berasal dari Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
2. Data sekunder, dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau instansi pemerintah pusat yang membina keuangan daerah.
Pengolahan data dan informasi pembangunan daerah yang dibutuhkan, sekurang-kurangnya mencakup data setahun terakhir sebelum masa RKPD/Renja SKPD yang direncanakan. 
Sehubungan dengan hal tersebut, berikut ini akan diberikan beberapa contoh pengolahan data dan informasi yang diperlukan dalam menyusun RKPD provinsi dan kabupaten/kota yang selanjutnya dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah.
C.1.2. Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
Gambaran umum kondisi daerah akan menjelaskan tentang kondisi geografi dan demografi serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Adapun indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang penting dianalisis meliputi 3 (tiga) aspek utama yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. 
Analisis gambaran umum kondisi daerah memberikan pemahaman awal bagi tim tentang apa, bagaimana, dan sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang dilakukan selama ini dan/atau mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang nantinya perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan daerah provinsi dan kabupaten/kota.
Gambaran umum kondisi daerah memberikan basis atau pijakan dalam proses perumusan perencanaan pembangunan daerah, baik dari aspek geografi dan demografi serta capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah beserta interpretasinya. Mengingat perbedaan dari karakteristiknya maka dalam analisis gambaran umum kondisi daerah harus disesuaikan dengan struktur kewenangan dan tingkatan pemerintahan antara provinsi dan kabupaten/kota. 
Hal yang perlu diperhatikan bahwa sumber data dan informasi yang akan diolah untuk mengevaluasi capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, merupakan data dan informasi yang menggambarkan keadaan senyatanya pada setiap kabupaten/kota. Sedangkan, data dan informasi yang diolah untuk kabupaten/kota, menggambarkan keadaan setiap kecamatan di wilayah masing-masing.
1. Aspek Geografi dan Demografi
Analisis pada aspek geografi provinsi dan kabupaten/kota perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan gambaran kondisi demografi, antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu pada provinsi dan kabupaten/kota.
Secara rinci analisis geografi daerah untuk provinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan antara lain terhadap:
1. Karakteristik lokasi dan wilayah, mencakup:
0. Luas dan batas wilayah administrasi;
0. Letak dan kondisi geografis antara lain terdiri dari:
0. Posisi astronomis;
0. Posisi geostrategis;
0. Kondisi/kawasan, antara lain meliputi:
2. Pedalaman;
2. Terpencil;
2. Pesisir;
2. Pegunungan;
2. Kepulauan;
0. Topografi, antara lain terdiri dari:
2. Kemiringan lahan;
2. Ketinggian lahan;
0. Geologi, antara lain terdiri dari:
3. Struktur dan karakteristik;
3. Potensi;
0. Hidrologi, antara lain terdiri dari:
4. Daerah aliran sungai;
4. Sungai, danau dan rawa; 
4. Debit;
0. Klimatologi, antara lain terdiri dari:
5. Tipe;
5. Curah hujan;
5. Suhu;
5. Kelembaban
0. Penggunaan lahan, antara lain terdiri dari:
6. Kawasan budidaya;
6. Kawasan lindung; dan 
1. Potensi pengembangan wilayah
Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwasata, industri, pertambangan dan lain-lain dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.
1. Wilayah rawan bencana 
Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang berpotensi rawan bencana alam, seperti banjir, tsunami, abrasi, longsor, kebakaran hutan, gempa tektonik dan vulkanik dan lain-lain.


1. Demografi
Memberikan deskripsi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah dari waktu ke waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk pada komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau entitas tertentu.
2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.
Untuk menganalisis gambaran umum kondisi daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat dalam menyusun rancangan awal RPJPD provinsi terlebih dahulu disusun tabel capaian indikator setiap variabel yang akan dianalisis menurut kabupaten/kota di wilayah provinsi. Sedangkan untuk penyusunan RPJPD kabupaten/kota, terlebih dahulu disusun tabel capaian indikator setiap variabel yang akan dianalisis menurut kecamatan di wilayah kabupaten/kota. Indikator variabel aspek kesejahteraan masyarakat dimaksud terdiri dari:
2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator-indikator: pertumbuhan PDRB, laju inflasi provinsi, PDRB per kapita, indeks gini, pemerataan pendapatan versi Bank Dunia, indeks ketimpangan Williamson (indeks ketimpangan regional), persentase penduduk diatas garis kemiskinan, angka kriminalitas yang tertangani.
Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, sebagai berikut:
a. Pertumbuhan PDRB
Hasil analisis pertumbuhan PDRB, dapat disajikan dalam contoh tabel, sebagai berikut:

Tabel.T-V.C.1 
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun .... s.d ....
Atas Dasar Harga Konstan Tahun .....
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)
	NO
	Sektor
	(n-5)
	(n-4)
	(n-3) 
	(n-2)
	(n-1)**)

	
	
	(Rp)
	%
	(Rp)
	%
	(Rp)
	%
	(Rp)
	%
	(Rp)
	%

	1
	Pertanian
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Pertambangan & Penggalian
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Industri Pengolahan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Listrik,Gas & Air bersih
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Konstruksi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Perdagangan, Hotel & Restoran
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Pengangkutan & Komunikasi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Jasa-jasa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PDRB
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*) 	Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) 	Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-V.C.2 
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun .... s.d ....
Atas Dasar Harga Berlaku
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

	NO
	Sektor
	(n-5)
	(n-4)
	(n-3) 
	(n-2)
	(n-1)**)

	
	
	(Rp)
	%
	(Rp)
	%
	(Rp)
	%
	(Rp)
	%
	(Rp)
	%

	1
	Pertanian
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Pertambangan & Penggalian
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Industri Pengolahan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Listrik,Gas, & Air bersih
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Konstruksi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Perdagangan, Hotel, & Restoran
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Pengangkutan & Komunikasi angangkutan & Komunikasi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Jasa-jasa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PDRB
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*) 	Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) 	Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-V.C.3 
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun .... s.d ....
Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) 
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)
	NO
	Sektor
	(n-5)
	(n-4)
	(n-3) 
	(n-2)
	(n-1)**)

	
	
	Hb
	Hk
	Hb
	Hk
	Hb
	Hk
	Hb
	Hk
	Hb
	Hk

	
	
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

	1
	Pertanian
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Pertambangan& Penggalian
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Industri Pengolahan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Listrik,Gas&Air bersih
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Konstruksi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Perdagangan, Hotel, & Restoran
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Pengangkutan & Komunikasi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Jasa-jasa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PDRB
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*) 	Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) 	Diisi sesuai dengan ketersediaan data. 



Tabel.T-V.C.4 
Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb)
dan Harga Konstan (Hk) Tahun ..... sampai dengan Tahun...
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)
	NO
	Sektor
	Pertumbuhan

	
	
	Hb
	Hk

	
	
	%
	%

	1
	Pertanian
	
	

	2
	Pertambangan & Penggalian
	
	

	3
	Industri Pengolahan
	
	

	4
	Listrik,Gas & Air bersih
	
	

	5
	Konstruksi
	
	

	6
	Perdagangan, Hotel & Restoran
	
	

	7
	Pengangkutan & Komunikasi
	
	

	8
	Keuangan, sewa, & Jasa Perusahaan
	
	

	9
	Jasa-jasa
	
	

	
	PDRB
	
	


*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.


Tabel.T-V.C.5 
Perkembangan PDRB provinsi/kabupaten/kota Tahun .... s.d ....
Atas Dasar Harga Konstan dan Harga Berlaku 
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)
 (dalam jutaan rupiah)
	NO

	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)
	PDRB

	
	
	(n-5)
	(n-4)
	(n-3) 
	(n-2)
	(n-1)**)

	
	
	HB 
	HK
	HB 
	HK
	HB 
	HK
	HB 
	HK
	HB 
	HK

	1
	Kabupaten/Kecamatan***)…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Kabupaten/Kecamatan***)…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Kabupaten/Kecamatan***)…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Kota/Kecamatan**)…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Dst …
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Standar provinsi/kabupaten/kota****)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Standar Nasional/Provinsi****)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Standar Internasional/Nasional****)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*) 		Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) 		Diisi sesuai dengan ketersediaan data. 
***) 		Jika tabel provinsi, isi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan, dan apabila tabel kabupaten/kota diisi 	dengan nama kecamatan berkenaan.
****)		Coret sesuai dengan kebutuhan (untuk kabupaten dapat dibandingkan dengan standar provinsi, jika 	kecamatan dapat dibandingkan dengan standar kabupaten/kota dst....)

b. Laju Inflasi
Hasil analisis nilai inflasi rata-rata, dapat disajikan dalam contoh tabel, sebagai berikut:
Tabel.T-V.C.6 
Nilai inflasi rata-rata Tahun.... s.d ....
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

	Uraian
	(n-5)
	(n-4)
	(n-3) 
	(n-2)
	(n-1)**)
	Rata-rata pertumbuhan

	Inflasi
	
	
	
	
	
	


*) 	Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) 	Diisi sesuai dengan ketersediaan data. 

Analisis terhadap indikator kinerja lainnya pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi provinsi dan kabupaten/kota, dapat disajikan kedalam bentuk grafis atau tabel sesuai dengan kebutuhan daerah seperti contoh diatas, dengan merujuk pada Lampiran I Peraturan Menteri ini.
2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial
Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator-indikator: angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, rasio penduduk yang bekerja.
Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kesejahteraan sosial sebagai berikut:
a. Angka melek huruf
Hasil analisis angka melek huruf, dapat disajikan dalam contoh tabel, sebagai berikut:
Tabel.T-V.C.7 
Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun .... s.d ....
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)
	NO
	Uraian
	(n-5)
	(n-4)
	(n-3) 
	(n-2)
	(n-1)**)

	1
	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis
	
	
	
	
	

	2
	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas
	
	
	
	
	

	3
	Angka melek huruf
	
	
	
	
	


*) 	Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) 	Diisi sesuai dengan ketersediaan data. 


Tabel.T-V.C.8 
Angka Melek Huruf Tahun .... 
Menurut Kabupaten/Kota/Kecamatan
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)
	NO
	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)
	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis
	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas
	Angka melek huruf

	1
	Kabupaten/Kota/Kecamatan......**)
	
	
	

	2
	Kabupaten/Kota/Kecamatan......**)
	
	
	

	3
	Dst .....
	
	
	

	
	Jumlah
	
	
	


*) 	Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) 	Jika tabel provinsi, isi sesuai dengan nama kabupaten/kota berkenaan, dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan.

b. Angka rata-rata lama sekolah
Hasil analisis angka rata-rata lama sekolah, dapat disajikan dalam contoh tabel, sebagai berikut:
Tabel.T-V.C.9 
Rata-Rata Lama Sekolah Tahun .... s.d ....
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

	NO
	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)
	(n-5)
	(n-4)
	(n-3) 
	(n-2)
	(n-1)**)

	
	
	L
	P
	L
	P
	L
	P
	L
	P
	L
	P

	1
	Kabupaten/Kota/Kecamatan......***)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Kabupaten/Kota/Kecamatan......***)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Dst .....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Jumlah
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



*) 	Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) 	Diisi sesuai dengan ketersediaan data. 
***) 	Jika tabel provinsi, diisi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan, dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan.

Analisis terhadap indikator kinerja lainnya pada fokus kesejahteraan sosial sesuai dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, dapat disajikan kedalam bentuk grafis atau Tabel sesuai dengan kebutuhan daerah seperti contoh diatas, dengan merujuk pada Lampiran I Peraturan Menteri ini.
2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga
Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator-indikator: jumlah grup kesenian, jumlah klub olahraga, dan jumlah gedung olahraga.
Penyusunan tabel hasil analisis capaian indikator seni budaya dan olahraga dengan merujuk tata cara pengolahan sumber data dan informasi kondisi umum daerah pada Lampiran I Peraturan Menteri ini, kemudian dibuatkan tabel antara lain sebagaimana contoh berikut:
Tabel.T-V.C.10 
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun .... s.d ....
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

	NO
	Capaian Pembangunan
	(n-5)
	(n-4)
	(n-3) 
	(n-2)
	(n-1)**)

	1
	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.
	
	
	
	
	

	2
	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.
	
	
	
	
	

	3
	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk.
	
	
	
	
	

	4
	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk.
	
	
	
	
	


*) 	Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) 	Diisi sesuai dengan ketersediaan data. 


Tabel.T-V.C.11 
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun .... 
Menurut Kabupaten/Kota/Kecamatan
Provinsi/Kabupaten/kota .....*)
	No
	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)
	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk
	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk
	Jumlah  klub  olahraga  per  10.000 penduduk
	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk

	1
	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)
	
	
	
	

	2
	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)
	
	
	
	

	3
	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)
	
	
	
	

	4
	Dst ......
	
	
	
	

	
	Jumlah
	
	
	
	


*) 	Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) 	Jika tabel provinsi, diisi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan, dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan.
3. Aspek Pelayanan Umum
Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundan-undangan.
Untuk menganalisis gambaran umum kondisi daerah pada aspek pelayanan umum dalam menyusun rancangan awal RKPD provinsi terlebih dahulu disusun tabel capaian indikator setiap variabel yang dianalisis menurut kabupaten/kota di wilayah provinsi. 
Sedangkan untuk penyusunan rancangan awal RKPD kabupaten/kota disusun kedalam tabel capaian indikator setiap variabel yang dianalisis menurut kecamatan di wilayah kabupaten/kota.
Indikator variabel aspek pelayanan umum terdiri dari:
3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib
Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika dan perpustakaan.
Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus layanan urusan wajib pemerintahan daerah sebagai berikut:
a. Angka partisipasi sekolah
Hasil analisis perkembanganAngka Partisipasi Sekolah (APS) lingkup provinsi dan kabupaten/ kota, dapat disajikan dalam contoh tabel, sebagai berikut:
Tabel.T-V.C.12 
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
 Tahun .... s.d ....
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)
	NO
	Jenjang Pendidikan
	(n-5)
	(n-4)
	(n-3) 
	(n-2)
	(n-1)**)

	1
	SD/MI
	

	1.1.
	jumlah murid usia 7-12 thn
	
	
	
	
	

	1.2.
	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun
	
	
	
	
	

	1.3.
	APS SD/MI
	
	
	
	
	

	2
	SMP/MTs
	

	2.1.
	jumlah murid usia 13-15 thn
	
	
	
	
	

	2.2.
	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun
	
	
	
	
	

	2.3.
	APS SMP/MTs
	
	
	
	
	


*) 	Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) 	Diisi sesuai dengan ketersediaan data. 

Tabel.T-V.C.13 [bookmark: _Ref265062536]
Angka Partisipasi Sekolah (APS)Tahun .... 
Menurut Kabupaten/Kota/Kecamatan
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)
	NO
	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)
	SD/MI
	SMP/MTs

	
	
	jumlah murid
usia 7-12 thn
	jumlah penduduk usia 7-12 th
	APS
	jumlah murid usia 13-15 thn
	jumlah penduduk usia 13-15 th
	APS

	1
	Kabupaten/Kota/Kecamatan......**)
	
	
	
	
	
	

	2
	Kabupaten/Kota/Kecamatan......**)
	
	
	
	
	
	

	3
	Kabupaten/Kota/Kecamatan......**)
	
	
	
	
	
	

	4
	Dst ......
	
	
	
	
	
	

	
	Jumlah
	
	
	
	
	
	



*) 	Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) 	Jika tabel provinsi, diisi sesuai nama kabupaten/kota dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan.

b. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah
Hasil analisis rasio ketersediaan sekolah/penduduk usai sekolah se-provinsi/kabupaten/kota, dapat disajikan dalam contoh tabel, sebagai berikut:
Tabel.T-V.C.14 
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Tahun .... s.d ....
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)
	NO
	Jenjang Pendidikan
	(n-5)
	(n-4)
	(n-3) 
	(n-2)
	(n-1)**)

	1
	SD/MI
	

	1.1.
	Jumlah gedung sekolah
	
	
	
	
	

	1.2.
	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun
	
	
	
	
	

	1.3.
	Rasio
	
	
	
	
	

	2
	SMP/MTs
	

	2.1.
	Jumlah gedung sekolah
	
	
	
	
	

	2.2.
	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun
	
	
	
	
	

	2.3.
	Rasio
	
	
	
	
	


*) 	Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Tabel.T-V.C.15 
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun .......
Menurut Kabupaten/Kota/Kecamatan
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)
	NO
	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)
	SD/MI
	SMP/MTs

	
	
	Jumlah gedung sekolah
	jumlah penduduk usia 7-12 th
	Rasio
	Jumlah gedung sekolah
	jumlah penduduk usia 13-15 th
	Rasio

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5=3/4)
	(6)
	(7)
	(8=6/7)

	1
	Kabupaten/Kota/Kecamatan......**)
	
	
	
	
	
	

	2
	Kabupaten/Kota/Kecamatan......**)
	
	
	
	
	
	

	3
	Kabupaten/Kota/Kecamatan......**)
	
	
	
	
	
	

	4
	Kabupaten/Kota/Kecamatan......**)
	
	
	
	
	
	

	5
	Dst ......
	
	
	
	
	
	

	
	Jumlah 
	
	
	
	
	
	


*) 	Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) 	Jika tabel provinsi diisi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan berkenaan.



c. Rasio guru/murid
Hasil analisis rasio jumlah guru/murid se-provinsi/kabupaten/kota dapat disajikan dalam contoh tabel, sebagai berikut:
Tabel.T-V.C.16 
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Tahun .... s.d ....
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)
	NO
	Jenjang Pendidikan
	(n-5)
	(n-4)
	(n-3) 
	(n-2)
	(n-1)**)

	1
	SD/MI
	

	1.1.
	Jumlah Guru
	
	
	
	
	

	1.2.
	Jumlah Murid
	
	
	
	
	

	1.3.
	Rasio
	
	
	
	
	

	2
	SMP/MTs
	

	2.1.
	Jumlah Guru
	
	
	
	
	

	2.2.
	Jumlah Murid 
	
	
	
	
	

	2.3.
	Rasio
	
	
	
	
	


*) 	Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) 	Diisi sesuai dengan ketersediaan data. 

Tabel.T-V.C.17 
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Menurut Kabupaten/Kota/Kecamatan
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)
	NO
	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)
	SD/MI
	SMP/MTs

	
	
	Jumlah Guru
	Jumlah Murid
	Rasio
	Jumlah Guru
	Jumlah Murid
	Rasio

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5=3/4)
	(6)
	(7)
	(8=6/7)

	1
	Kabupaten/Kota/Kecamatan......**)
	
	
	
	
	
	

	2
	Kabupaten/Kota/Kecamatan......**)
	
	
	
	
	
	

	3
	Kabupaten/Kota/Kecamatan......**)
	
	
	
	
	
	

	4
	Kabupaten/Kota/Kecamatan......**)
	
	
	
	
	
	

	5
	Dst ......
	
	
	
	
	
	

	
	Jumlah
	
	
	
	
	
	


*) 	Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) 	Jika tabel provinsi diisi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan berkenaan.

Analisis terhadap indikator kinerja lainnya pada fokus layanan urusan wajib sesuai dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, dapat disajikan kedalam bentuk grafis atau tabel sesuai dengan kebutuhan daerah seperti contoh diatas, dengan merujuk pada Lampiran I Peraturan Menteri ini.
3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan
Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah, yaitu bidang urusanpertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian.
Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus layanan urusan pilihan pemerintahan daerah sebagai berikut:
a. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
Hasil analisis jumlah investor PMDN/PMA di provinsi dan kabupaten/kota dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:


Tabel.T-V.C.18 
Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun .... s.d ....
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)
	Tahun
	Uraian
	PMDN
	PMA
	Total

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5=3+4)

	n-5
	 Jumlah Investor
	
	
	

	n-4
	Jumlah Investor
	
	
	

	n-3
	Jumlah Investor
	
	
	

	n-2
	Jumlah Investor
	
	
	

	n-1
	Jumlah Investor
	
	
	


*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.


b. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
Hasil analisis nilai PMDN/PMA di provinsi dan kabupaten/kota dapat disajikan dalam tabel, sebagai berikut:
Tabel.T-V.C.19 
Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun .... s.d ....
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)
	Tahun
	Persetujuan
	Realisasi

	
	Jumlah Proyek
	Nilai Investasi
	JumlahProyek
	Nilai Investasi

	n-5
	
	
	
	

	n-4
	
	
	
	

	n-3
	
	
	
	

	n-2
	
	
	
	

	n-1
	
	
			
	


*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

c. Rasio daya serap tenaga kerja
Hasil analisis rasio daya serap tenaga kerjadi provinsi dan kabupaten/kota, dapat disajikan dalam contoh tabel, sebagai berikut:
Tabel.T-V.C.20 
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun .... s.d ....
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)
	NO
	Uraian
	(n-5)
	(n-4)
	(n-3) 
	(n-2)
	(n-1)**)

	1
	Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN
	
	
	
	
	

	2
	Jumlah seluruh PMA/PMDN
	
	
	
	
	

	3
	Rasio daya serap tenaga kerja 
	
	
	
	
	


*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Analisis terhadap indikator kinerja lainnya pada fokus layanan urusan pilihan sesuai dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, dapat disajikan kedalam bentuk grafis atau tabel sesuai dengan kebutuhan daerah seperti contoh diatas, dengan merujuk pada Lampiran I Peraturan Menteri ini.
4. Aspek Daya Saing Daerah
Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional.
Aspek daya saing daerahterdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.
Untuk menganalisis gambaran umum kondisi daerah pada aspek daya saing daerah dalam menyusun rancangan awal RPJPD provinsi, terlebih dahulu disusun tabel capaian indikator setiap variabel yang akan dianalisis menurut kabupaten/kota di wilayah provinsi. Sedangkan untuk kabupaten/kota disusun menurut kecamatan diwilayah kabupaten/kota masing-masing.
Indikator variabel aspek daya saing daerah terdiri dari:
4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani.
Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kemampuan ekonomi daerah sebagai berikut:
a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Angka konsumsi RT perkapita)
Hasil analisis konsumsi RT perkapita dapat disajikan dalam tabel, sebagai berikut:
Tabel.T-V.C.21 
Angka Konsumsi RT perkapita
Tahun .... s.d ....
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)
	NO
	Uraian
	(n-5)
	(n-4)
	(n-3) 
	(n-2)
	(n-1)**)

	1.
	Total Pengeluaran RT
	
	
	
	
	

	2.
	Jumlah RT
	
	
	
	
	

	3.
	Rasio (1./2.)
	
	
	
	
	


*) 	Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) 	Diisi sesuai dengan ketersediaan data. 

Tabel.T-V.C.22 
Angka Konsumsi RT perkapita
Menurut Kabupaten/Kota/Kecamatan Tahun ....
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)
	NO
	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)
	Total Pengeluaran RT
	Jumlah RT
	RASIO

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5=3/4)

	1.
	Kabupaten/Kota/Kecamatan......**)
	
	
	

	2.
	Kabupaten/Kota/Kecamatan......**)
	
	
	

	3.
	Dst ......
	
	
	

	
	Jumlah
	
	
	



*) 	Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) 	Jika tabel provinsi diisi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan berkenaan.

b. Nilai Tukar Petani 
Untuk hasil penghitungan terhadap Nilai Tukar Petani (NTP), dapat disajikan kedalam contoh tabel, sebagai berikut:
Tabel.T-V.C.23 
Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun .... s.d ....
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)
	NO
	Uraian
	(n-5)
	(n-4)
	(n-3) 
	(n-2)
	(n-1)**)

	1.
	Indeks Yang Diterima Petani (lt)
	
	
	
	
	

	2.
	Indeks Yang Dibayar Petani (lb)
	
	
	
	
	

	3.
	Rasio
	
	
	
	
	


*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.


Tabel.T-V.C.24 
Nilai Tukar Petani (NTP)Tahun ....
Menurut Kabupaten/Kota/Kecamatan
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)
	No
	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)
	Indeks Yang Diterima Petani (lt)
	Indeks Yang Dibayar Petani (lb)
	Rasio

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5=3/4)

	1.
	Kabupaten/Kota/Kecamatan......**)
	
	
	

	2.
	Kabupaten/Kota/Kecamatan......**)
	
	
	

	3.
	Dst ......
	
	
	

	
	Jumlah
	
	
	


*) 	Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) 	Jika tabel provinsiisi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan berkenaan.

c. Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (persentase konsumsi RT untuk non pangan)
Untuk menghitung jumlah konsumsi non pangan perkapita, dapat disajikan kedalam contoh tabel, sebagai berikut:
Tabel.T-V.C.25 
Persentase Konsumsi RT non-Pangan
Tahun .... s.d ....
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)
	NO
	Uraian
	(n-5)
	(n-4)
	(n-3) 
	(n-2)
	(n-1)**)

	1.
	Total Pengeluaran RT non Pangan
	
	
	
	
	

	2.
	Total Pengeluaran
	
	
	
	
	

	3.
	Rasio
	
	
	
	
	


*) 	Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) 	Diisi sesuai dengan ketersediaan data. 

Tabel.T-V.C.26 
Persentase Konsumsi RT non-Pangan
Menurut Kabupaten/Kota/Kecamatan Tahun ....
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)
	NO
	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)
	Total Pengeluaran RT Non Pangan
	Total Pengeluaran
	Rasio

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5=3/4)

	1.
	Kabupaten/Kota/Kecamatan......**)
	
	
	

	2.
	Kabupaten/Kota/Kecamatan......**)
	
	
	

	3.
	Kabupaten/Kota/Kecamatan......**)
	
	
	

	4.
	Kabupaten/Kota/Kecamatan......**)
	
	
	

	5.
	Dst ......
	
	
	

	
	Jumlah
	
	
	


*) 	Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) 	Jika tabel provinsi diisi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan berkenaan.

Analisis terhadap indikator kinerja lainnya pada fokus kemampuan ekonomi daerah sesuai dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, dapat disajikan kedalam bentuk grafis atau tabel sesuai dengan kebutuhan daerah seperti contoh diatas, dengan merujuk pada Lampiran I Peraturan Menteri ini.
4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
Analisis kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur dilakukan terhadap indikator-indikator:rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun, ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah kebanjiran, luas wilayah kekeringan, luas wilayah perkotaan, jenis dan jumlah bank dan cabang, jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang, jenis, kelas, dan jumlah restoran, jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel, persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik, dan persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon.
Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus fasilitas wilayah/infrastruktur sebagai berikut:
a. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Untuk menghitung ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dapat disajikan dalam contoh tabel, sebagai berikut:
Tabel.T-V.C.27 
Rasio Ketaatan terhadap RTRW
Tahun .... s.d ....
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)
	NO
	Uraian
	(n-5)
	(n-4)
	(n-3) 
	(n-2)
	(n-1)**)

	1.
	Realisasi RTRW
	
	
	
	
	

	2.
	Rencana Peruntukan RTRW
	
	
	
	
	

	3.
	Rasio (1./2.)
	
	
	
	
	


*) 	Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) 	Diisi sesuai dengan ketersediaan data. 

b. Luas wilayah produktif
Untuk menghitung luas wilayah produktif dapat disusun tabel, sebagai berikut:
Tabel.T-V.C.28 
Persentase luas Wilayah Produktif
Tahun .... s.d ....
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)
	NO
	Uraian
	(n-5)
	(n-4)
	(n-3) 
	(n-2)
	(n-1)**)

	1.
	Luas Wilayah produktif
	
	
	
	
	

	2.
	Luas Seluruh Wil. Budidaya
	
	
	
	
	

	3.
	Rasio (1./2.)
	
	
	
	
	


*) 	Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) 	Diisi sesuai dengan ketersediaan data. 


Tabel.T-V.C.29 	
Persentase luas Wilayah ProduktifTahun ....
Menurut Kabupaten/Kota/Kecamatan
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

	NO
	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)
	Luas Wilayah Produktif
	Luas Seluruh Wil. Budidaya
	Rasio

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5=3/4)

	1
	Kabupaten/Kota/Kecamatan......**)
	
	
	

	2
	Kabupaten/Kota/Kecamatan......**)
	
	
	

	3
	Kabupaten/Kota/Kecamatan......**)
	
	
	

	4
	Dst ......
	
	
	

	
	Jumlah
	
	
	


*) 	Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) 	Jika tabel provinsidiisi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan berkenaan.

Analisis terhadap indikator kinerja lainnya pada fokus fasilitas/infrastruktur sesuai dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, dapat disajikan kedalam bentuk grafis atau tabel sesuai dengan kebutuhan daerah seperti contoh diatas, dengan merujuk pada Lampiran I Peraturan Menteri ini.


4.3 Fokus Iklim Berinvestasi
Analisis kinerja atas iklim berinvestasi dilakukan terhadap indikator-indikator: angka kriminalitas, jumlah demo, lama proses perijinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, jumlah perda yang mendukung iklim usaha, persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa.
a. Angka kriminalitas
Untuk menghitung angka kriminalitas dapat disajikan dalam contoh tabel, sebagai berikut:
Tabel.T-V.C.30 
Angka Kriminalitas
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

	No
	Jenis Kriminal
	(n-5)
	(n-4)
	(n-3) 
	(n-2)
	(n-1)**)

	1.
	Jumlah kasus Narkoba
	
	
	
	
	

	2.
	Jumlah kasus Pembunuhan
	
	
	
	
	

	3.
	Jumlah Kejahatan Seksual
	
	
	
	
	

	4.
	Jumlah kasus Penganiayaan
	
	
	
	
	

	5.
	Jumlah kasus Pencurian
	
	
	
	
	

	6.
	Jumlah kasus Penipuan
	
	
	
	
	

	7.
	Jumlah kasus Pemalsuan uang
	
	
	
	
	

	8.
	Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun
	
	
	
	
	

	9.
	Jumlah Penduduk
	
	
	
	
	

	10.
	Angka Kriminalitas (8)/(9) 
	
	
	
	
	


*) 	Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) 	Diisi sesuai dengan ketersediaan data. 

b. Jumlah Demonstrasi
Untuk menghitung jumlah demontrasi,dapat disajikan dalam contoh tabel, sebagai berikut:
Tabel.T-V.C.31 
Jumlah Demo
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)


	No
	Uraian
	(n-5)
	(n-4)
	(n-3) 
	(n-2)
	(n-1)**)

	1
	Bidang Politik
	
	
	
	
	

	2
	Ekonomi
	
	
	
	
	

	3
	Kasus pemogokan kerja
	
	
	
	
	

	4
	Jumlah Unjuk Rasa
	
	
	
	
	



*) 	Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) 	Diisi sesuai dengan ketersediaan data. 
Analisis terhadap indikator kinerja pada fokus iklim berinvestasi lainnya sesuai dengan kebutuhan untuk provinsi dan kabupaten/kota lama proses perijinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, jumlah perda yang mendukung iklim usaha, persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa, dapat disajikan kedalam bentuk grafis atau tabel seperti contoh diatas dengan merujuk pada Lampiran I Peraturan Menteri ini.
4.4 Fokus Sumber Daya Manusia
Analisis kinerja atas sumber daya manusia dilakukan terhadap indikator rasio ketergantungandan rasio lulusan S1/S2/S3.
a. Kualitas tenaga kerja (rasio lulusan S1/S2/S3)

Hasil analisis rasio lulusan S1/S2/S3 dapat disajikan dalam contoh tabel, sebagai berikut:


Tabel.T-V.C.32 
Rasio lulusan S1/S2/S3
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)
	NO
	Uraian
	(n-5)
	(n-4)
	(n-3) 
	(n-2)
	(n-1)**)

	1.
	Jumlah lulusan S1
	
	
	
	
	

	2.
	Jumlah lulusan S2
	
	
	
	
	

	3.
	Jumlah lulusan S3
	
	
	
	
	

	4.
	Julah lulusan S1/S2/S3
	
	
	
	
	

	5.
	Jumlah penduduk
	
	
	
	
	

	6.
	Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5)
	
	
	
	
	


*) 	Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) 	Diisi sesuai dengan ketersediaan data. 

b. Tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan)
Hasil analisis rasio ketergantungan dapat disajikan dalam contoh tabel, sebagai berikut:
Tabel.T-V.C.33 
Rasio Ketergantungan Tahun .... s.d ....
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)
	No
	Uraian
	(n-5)
	(n-4)
	(n-3) 
	(n-2)
	(n-1)**)

	1.
	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun
	
	
	
	
	

	2.
	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun
	
	
	
	
	

	3.
	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2)
	
	
	
	
	

	4.
	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun
	
	
	
	
	

	5.
	Rasio ketergantungan (3) / (4)
	
	
	
	
	


*) 	Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) 	Diisi sesuai dengan ketersediaan data. 
Hasil analisis gambaran umum kondisi daerah terkait dengan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat dirangkum dalam bentuk tabel, sebagai berikut:
Tabel.T-V.C.34 
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)
	No
	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
	Capaian kinerja 
	Standar 
	Interpretasi
belum tercapai (<)
sesuai (=)
melampaui (>)


	
	
	(n-5)
	(n-4)
	(n-3) 
	(n-2)
	(n-1)**)
	
	

	1. 
	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
	
	
	
	
	
	
	

	1.1. 
	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1. 
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.1 
	Pertumbuhan PDRB
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.2 
	Laju inflasi 
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.3 
	PDRB per kapita 
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.4 
	Dst…. 
	
	
	
	
	
	
	

	1.2. 
	Kesejahteraan Sosial
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1 
	Pendidikan
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.1 
	Angka melek huruf
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.2 
	Angka rata-rata lama sekolah
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.3 
	Dst ……
	
	
	
	
	
	
	

	1.3. 
	Dst ……
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1 
	Dst….
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	PELAYANAN UMUM
	
	
	
	
	
	
	

	2.1 
	Pelayanan Urusan Wajib
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1 
	Pendidikan
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.1 
	Pendidikan dasar
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.1.1 
	Angka partisipasi sekolah
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.1.2 
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.1.3 
	Rasio terhadap murid
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.1.4 
	Dst ……
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.2 
	Pendidikan menengah
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.2.1 
	Angka partisipasi sekolah 
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.2.2 
	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah 
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.3 
	Dst….. 
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2 
	Kesehatan
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2.1 
	Rasio posyandu per satuan balita 
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2.2 
	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk 
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2.3 
	Dst…. 
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3 
	Dst…
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3.1 
	Dst….
	
	
	
	
	
	
	

	2.2 
	Pelayanan Urusan Pilihan
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.1 
	Pertanian
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.1.1 
	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.1.2 
	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB 
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.2 
	Kehutanan
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.2.1 
	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.2.2 
	Kerusakan Kawasan Hutan 
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.2.3 
	Dst….
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.3 
	Dst….
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.3.1 
	Dst……
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	DAYA SAING DAERAH
	
	
	
	
	
	
	

	3.1 
	Kemampuan Ekonomi
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1 
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1.1 
	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1.2 
	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1.3 
	Produktivitas total daerah 
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1.4 
	Dst ……
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.2 
	Pertanian
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.2.1 
	Nilai tukar petani
	
	
	
	
	
	
	

	3.2 
	Fasilitas Wilayah/Infrastuktur
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.1 
	Perhubungan
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.1.1 
	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.1.2 
	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.1.3 
	Dst…
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.2 
	Penataan Ruang
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.2.1 
	Ketaatan terhadap RTRW 
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.2.2 
	Luas wilayah produktif 
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.2.3 
	Dst….. 
	
	
	
	
	
	
	

	3.3 
	Dst ….
	
	
	
	
	
	
	

	3.3.1 
	Dst…
	
	
	
	
	
	
	


*) 	Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) 	Diisi sesuai dengan ketersediaan data.


C.1.3. Analisis Ekonomi dan Keuangan Daerah
Analisis ekonomi daerah dimaksudkanuntuk menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah dan sejauh mana indikator makro ekonomi daerah sesuai dengan yang diasumsikan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Analisis asumsi umum/makro ekonomi daerah tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana memuat kondisi ekonomi riil suatu daerah pada tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana. Analisis ini dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan daerah dan perumusan kerangka ekonomi daerah. 
Salah satu indikator utama ekonomi daerah adalah penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar bisa membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Analisis harus mampu menggambarkan dengan jelas kinerja PDRB tersebut dari berbagai aspek, termasuk perhitungannya ke-sektor-sektor:
1. Sektor pertanian;
2. Sektor pertambangan dan penggalian;
3. Sektor industri pengolahan;
4. Sektor listrik, gas dan air bersih;
5. Sektor bangunan;
6. Sektor perdagangan, hotel dan restoran;
7. Sektor angkutan dan komunikasi;
8. Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan
9. Sektor jasa-jasa.

Indikator-indikator lain yang tak kalah penting antara lain tingkat pengangguran, kemiskinan, investasi, inflasi dan lain-lain.Mengingat komponen-komponen indikator tersebut sudah dihitung pada analisis capaian pembangunan daerah maka pada tahap ini penekanan utamanya adalah pada analisis untuk menjawab “mengapa” dan “bagaimana” kinerja ekonomi daerah dicapai, terutama dalam hubungannya dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
Indikator ekonomi daerah secara kesuluruhan, setelah dijelaskan kinerja dan permasalahannya, kemudian dirangkum dalam tabel berikut: 
Tabel.T-V.C.35 [bookmark: _Ref246936081]
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi 
Provinsi/Kabupaten/kota ......*)

	No
	Indikator Makro
	Satuan
	Realisasi
	Bertambah/Berkurang
	Proyeksi

	
	
	
	Tahun 
(n-3)
	Tahun 
(n-2)
	
	Tahun 
(n-1)
	Tahun n

	1
	2
	3
	4
	5
	6 
	7
	8

	1. 
	PDRB (Harga Berlaku) 
	
	
	
	
	
	

	2. 
	PDRB (Harga Konstan)
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB Harga Berlaku tahun tertentu
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB Harga Konstan tahun tertentu
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Tingkat Inflasi 
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Struktur PDRB Pendekatan Produksi atau Sektoral 
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Produktivitas Sektoral, yang merupakan rasio antara Nilai Tambah Bruto (NTB) setiap sektor terhadap jumlah tenaga kerja di sektor yang bersangkutan 
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Struktur PDRB Pendekatan Pengeluaran (Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi Pemerintah, Investasi, dan Kegiatan Perdagangan Luar Negeri) 
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Besaran ICOR (Incremental Capital Output Ratio)
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Jumlah Penduduk Miskin
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Tingkat Pengangguran
	
	
	
	
	
	

	12. 
	Disparitas Pendapatan Regional yang dilihat dari perbedaan:
· Pendapatan Perkapita
· Kemampuan Investasi 
· Besaran Indeks Gini (Gini Ratio Index) 
· Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia) 
· dan sebagainya 
	
	
	
	
	
	

	
	· 
	
	
	
	
	
	

	13. 
	Berbagai macam besaran rasio dan perbandingan-perbandingan 
· Pajak Daerah terhadap PDRB 
· Biaya pendidikan, kesehatan, penelitian dan sebagainya terhadap PDRB 
· Perbandingan Penerimaan Pemerintah Daerah (PAD dan Dana Perimbagan terhadap PDRB)
· Struktur Pembiayaan Pembangunan Daerah
· dan sebagainya.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



Cara Pengisian Tabel Perkembangan Indikator Makro Ekonomi
Angka tahun n ditulis dengan angka yang sesuai dengan tahun perencanaan, misalnya untuk penyusunan RKPD 2011 maka:
tahun n	=	tahun yang direncanakan, ditulis tahun 2011 
tahun n-1	=	tahun berjalan, ditulis tahun 2010			
tahun n-2	=	tahun lalu, ditulis tahun 2009
tahun n-3	=	tiga tahun sebelum tahun rencana, yaitu ditulis tahun 2008
Cara pengisian Tabel.T-V.C.35:
Kolom	(1)	diisi sesuai dengan nomor urut indikator makro ekonomi yang tersedia.
Kolom	(2)	diisi dengan nama indikator makro ekonomi daerah. 
Kolom	(3)	diisi satuan/ unit dari setiap indikator makro yang diukur.
Kolom	(4)	diisi dengan data tiga tahun sebelum tahun rencana (n-3).
Kolom	(5)	diisi dengan data dua tahun sebelum tahun rencana (n-2). Kalau data definitif belum tersedia, dapat digunakan angka sementara dan diberi catatan.
Kolom	(6)	diisi dengan hasil perbandingan kolom (3) dan kolom (4) berupa angka-angka kenaikan (+) atau penurunan (-), dengan satuan sesuai dengan satuan pada indikator makro ekonomi yang tersedia (apakah dalam % atau dalam Rp) dan sebagainya.
Kolom	(7)	diisi dengan proyeksi/perkiraan tahun berjalan (tahun n-1), dapat diambil dari proyeksi tahun n dari RKPD tahun sebelumnya. 
Kolom	(8)	diisi dengan perkiraan kondisi pada tahun rencana.

Catatan:
1. Untuk indikator yang sama dan tahun yang sama, isinya harus sama dengan tabel pada subbab 2.2.
2. Bila dalam RKPD tahun sebelumnya ternyata tidak memuat informasi dimaksud, pada RKPD yang akan disusun perlu dilengkapi dengan tabel tersebut. 
C.1.3.1 Analisis Keuangan Daerah
Pemahaman yang baik terhadap hasil analisis kondisi ekonomi daerah, selanjutnya digunakan sebagai salah satu input utama untuk membuat analisis keuangan daerah. Penentuan kemampuan keuangan daerah sangat terkait dengan kemampuan daerah untuk memperkirakan jumlah penerimaan yang akan diterima sehingga kemampuan pendanaan pembangunan daerah pada tahun rencana dapat diketahui. 
Penghitungan kapasitas keuangan daerah dan kerangka pendanaan pada dasarnya dilakukan dengan menganalisis sejauh mana kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan yang telah dibuat dalam RPJMD masih relevan atau dapat dipakai pada tahun rencana.
Perhitungan kapasitas keuangan daerah beserta kerangka pendanaan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Evaluasi atas Hasil Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah RKPD tahun rencana
Evaluasi atas hasil perhitungan ini dimaksudkan untuk mengetahui amanat dari RPJMD dalam menentukan kapasitas keuangan daerah serta hasilnya. Selain itu juga untuk mengetahui bagaimana dasar-dasar perhitungan dilakukan untuk tahun rencana. Evaluasi dilakukan dengan mempelajari dokumen RPJMD pada bagian kerangka pendanaan/penghitungan kapasitas keuangan daerah. Pemahaman atas perhitungan kapasitas keuangan daerah ini menjadi dasar penentuan dan perhitungan kapasitas keuangan daerah tahun rencana.
Tabel.T-V.C.36 
Evaluasi/Catatan Atas Perhitungan Kapasitas Keuda RKPDTahun...
Provinsi/Kabupaten/Kota......*)
	No
	Uraian
	Proyeksi RPJMD tahun rencana
(Rp)
	Catatan

	(1)
	(2)
	(3)
	(5)

	1
	PENDAPATAN
	
	

	1.1.
	Pendapatan Asli Daerah
	
	

	
	Pajak Daerah
	
	

	
	Retribusi Daerah
	
	

	
	Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan
	
	

	
	Lain-Lain PAD yang sah
	
	

	1.2.
	Dana Perimbangan
	
	

	
	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
	
	

	
	Dana Alokasi Umum
	
	

	
	Dana Alokasi Khusus
	
	

	1.3.
	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
	
	

	
	Hibah
	
	

	
	Dana Darurat
	
	

	
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
	
	

	
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
	
	

	
	Bantuan Keuangan….. dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
	
	

	
	Total Pendapatan (a)
	
	

	2
	Pencairan Dana Cadangan (b)
	
	

	3
	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran
	
	

	
	Saldo kas neraca daerah
	
	

	
	Dikurangi:
	
	

	
	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun yang belum terselesaikan
	
	

	
	Kegiatan lanjutan
	
	

	
	Jumlah (c)
	
	

	Jumlah proyeksi penerimaan riil (a+b+c)
	
	



2. Penghitungan Kapasitas Keuangan Daerah
Penghitungan dilakukan dengan menggunakan data dan informasi yang dapat digambarkan secara ringkas sebagai berikut:

Gambar. G-V.C.3 


Untuk mendapatkan pemahaman yang baik tentang berbagai komponen pembentuk kapasitaskeuangan daerah dan bagaimana komponen-komponen tersebut saling mempengaruhi maka beberapa langkah perhitungan berikut perlu dilakukan.


Tahap I: Analisis dan perhitungan penerimaan daerah
1. Menghitung rata-rata pertumbuhan pendapatan, belanja tidak langsung, pembiayaan, dan neraca daerah:
a) Menghitung rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah, dengan mengisi tabel sebagai berikut:
Tabel.T-V.C.37 
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota......*)

	No.
	Uraian
	(n-3)
(Rp)
	(n-2)
(Rp)
	(n-1)**)
(Rp)
	Rata-rata Pertumb
(%)

	1
	PENDAPATAN
	
	
	
	

	1.1.
	Pendapatan Asli Daerah
	
	
	
	

	1.1.1.
	Pajak Daerah
	
	
	
	

	1.1.2.
	Retribusi Daerah
	
	
	
	

	1.1.3.
	Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan
	
	
	
	

	1.1.4.
	Lain-Lain PAD yang sah
	
	
	
	

	1.2.
	Dana Perimbangan
	
	
	
	

	1.2.1.
	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
	
	
	
	

	1.2.2.
	Dana Alokasi Umum
	
	
	
	

	1.2.3.
	Dana Alokasi Khusus
	
	
	
	

	1.3.
	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
	
	
	
	

	1.3.1
	Hibah
	
	
	
	

	1.3.2
	Dana Darurat
	
	
	
	

	1.3.3
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
	
	
	
	

	1.3.4
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
	
	
	
	

	1.3.5
	Bantuan Keuangan….. dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
	
	
	
	


*) 	Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) 	Diisi sesuai dengan ketersediaan data. 
Keterangan:
tahun n-1	=	satu tahun sebelum tahun ke-1 RKPD
tahun n-2	=	dua tahun lalu sebelum tahun ke-1 RKPD
tahun n-3	=	tiga tahun sebelum sebelum tahun ke-1 RKPD

misalnya tahun ke-1 RKPD = tahun 2011, maka 
n-1	=	tahun 2010
n-2	=	tahun 2009 
n-3 	=	tahun 2008

b) Menghitung rata-rata pertumbuhan realisasi belanja tidak langsung daerah, dengan mengisi tabel sebagai berikut:
Tabel.T-V.C.38 
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Tidak Langsung Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

	No.
	Uraian
	(n-3)
(%)
	(n-2)
(%)
	(n-1)**)
(%)
	Rata-rata Pertumb
(%)

	1.
	Belanja Pegawai
	
	
	
	

	2.
	Belanja Bunga
	
	
	
	

	3.
	Belanja Subsidi
	
	
	
	

	4.
	Belanja Hibah
	
	
	
	

	5.
	Belanja Bantuan Sosial
	
	
	
	

	6.
	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa
	
	
	
	

	7.
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa
	
	
	
	

	8.
	Belanja Tidak Terduga
	
	
	
	

	
	Jumlah Belanja Tidak Langsung
	
	
	
	


*) 	Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) 	Diisi sesuai dengan ketersediaan data. 
c) Menghitung rata-rata pertumbuhan harta dan kewajiban daerah,dengan mengisi tabel sebagai berikut:
Tabel.T-V.C.39 
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah
	No.
	Uraian
	(n-3)
(Rp)
	(n-2)
(Rp)
	(n-1)**)
(Rp)
	Rata-rata Pertumb
(%)

	1.
	ASET
	
	
	
	

	1.1.
	ASET LANCAR
	
	
	
	

	1.1.1.
	Kas
	
	
	
	

	1.1.2.
	Piutang
	
	
	
	

	1.1.3.
	Persediaan
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.2.
	ASET TETAP
	
	
	
	

	1.2.1.
	Tanah
	
	
	
	

	1.2.2.
	Peralatan dan Mesin
	
	
	
	

	1.2.3.
	Gedung dan Bangunan
	
	
	
	

	1.2.4.
	Jalan, irigasi, dan Jaringan
	
	
	
	

	1.2.5.
	Aset Tetap Lainnya
	
	
	
	

	1.2.6.
	Konstruksi Dalam Pengerjaan
	
	
	
	

	1.2.7.
	dst……………….
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.3.
	ASET LAINNYA
	
	
	
	

	1.3.1.
	Tagihan Penjualan Angsuran
	
	
	
	

	1.3.2.
	Tagihan tuntutan Ganti Kerugian Daerah
	
	
	
	

	1.3.3.
	Kemitraan Dengan Pihak Kedua
	
	
	
	

	1.3.4.
	Aset Tak Berwujud
	
	
	
	

	1.3.5.
	dst………….
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	JUMLAH ASET DAERAH
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	KEWAJIBAN
	
	
	
	

	2.1.
	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
	
	
	
	

	2.1.1.
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga
	
	
	
	

	2.1.2.
	Uang Muka Dari Kas Daerah
	
	
	
	

	2.1.3.
	Pendapatan Diterima Dimuka
	
	
	
	

	2.1.4.
	dst……………..
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	EKUITAS DANA
	
	
	
	

	3.1.
	EKUITAS DANA LANCAR
	
	
	
	

	3.1.1.
	SILPA
	
	
	
	

	3.1.2.
	Cadangan Piutang
	
	
	
	

	3.1.3.
	Cadangan Persediaan
	
	
	
	

	3.1.4.
	dst………………
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.2.
	EKUITAS DANA INVESTASI
	
	
	
	

	3.2.1.
	Diinvestasikan Dalam Aset tetap
	
	
	
	

	3.2.2.
	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya
	
	
	
	

	3.2.3.
	dst………….
	
	
	
	

	
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


*) 	Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) 	Diisi sesuai dengan ketersediaan data. 

Contoh menghitung rata-rata pertumbuhan:
Rata-rata pertumbuhan realisasi dari setiap pos pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, serta neraca daerah sebagaimana dalam Tabel T-V.C.36, T-V.C.37, T-V.C.38dan Tabel T-V.C.39dapat dihitung dengan menggunakan rumus rata-rata geometrik berikut:
[bookmark: OLE_LINK6]Rata-rata pertumbuhan = [image: ][image: ]
Dimana:
[image: ][image: ]	= 	perubahan nilai dari nilai tahun sebelumnya
[image: ][image: ]	= 	adalah periode pengamatan perubahan nilai.
Sedangkan Pdihitung dengan rumus sebagai berikut:
[image: ]
Dimana:
[image: ][image: ]	= 	nilai pada suatu periode
[image: ][image: ]	= 	nilai pada periode 1 tahun sebelumnya

2. Analisis SumberPendapatan Daerah Tahun Rencana
Sumber pendapatan daerah mencakup: pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Metode perhitungan pendapatan (PAD) dalam RKPD pada prinsipnya sama dengan perhitungan yang ada di RPJMD, namun disesuaikan dengan kondisi riil daerah dengan mempertimbangkan indikator makro ekonomi daerah tahun rencana sebagaimana yang telah dianalisis sebelumnya.
Analisis pendapatan daerah dilakukan melalui tahapan:
a. Analisis Sumber Pendapatan Daerah
Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran proporsi dari setiap sumber pendapatan daerah yang paling dominan kontribusinya yang dilakukan dengan cara menghitung persentase dari setiap objek pendapatan daerah dalam satu tahun anggaran, dibandingkan dengan total realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran berkenaan, dengan cara mengisi tabel dibawah ini:
Tabel.T-V.C.40 
[bookmark: OLE_LINK7]Prosentase Sumber Pendapatan Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota......*)

	No
	Uraian
	 Tahun 

	
	
	(n-3)
(%)
	(n-2)
(%)
	(n-1)**)
(%)

	1
	PENDAPATAN
	
	
	

	1.1.
	Pendapatan Asli Daerah
	
	
	

	1.1.1.
	Pajak Daerah
	
	
	

	1.1.2.
	Retribusi Daerah
	
	
	

	1.1.3.
	Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan
	
	
	

	1.1.4.
	Lain-Lain PAD yang sah
	
	
	

	1.2.
	Dana Perimbangan
	
	
	

	1.2.1.
	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
	
	
	

	1.2.2.
	Dana Alokasi Umum
	
	
	

	1.2.3.
	Dana Alokasi Khusus
	
	
	

	1.3.
	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
	
	
	

	1.3.1
	Hibah
	
	
	

	1.3.2
	Dana Darurat
	
	
	

	1.3.3
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
	
	
	

	1.3.4
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
	
	
	

	1.3.5
	Bantuan Keuangan….. dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
	
	
	

	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
	
	
	


*) 	Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) 	Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

b. Analisis Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah
Analisis ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan realisasi setiap objek pendapatan daerah yaitu dengan membandingkan antara yang dianggarkan dalam perubahan APBD dengan realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran berkenaan. Analisis dilakukan dengan mengisi tabel kinerja realisasi pendapatan dibawah ini.
Tabel.T-V.C.41 
[bookmark: OLE_LINK8]Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah

	
No
	Uraian
	Kinerja ***)
(%)

	
	
	(n-3)
(%)
	(n-2)
(%)
	(n-1)**)
(%)

	1
	PENDAPATAN
	
	
	

	1.1.
	Pendapatan Asli Daerah
	
	
	

	1.1.1.
	Pajak Daerah
	20% OT
	10%UT
	100% E

	1.1.2.
	Retribusi Daerah
	
	
	

	1.1.3.
	Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan
	
	
	

	1.1.4.
	Lain-Lain PAD yang sah
	
	
	

	1.2.
	Dana Perimbangan
	
	
	

	1.2.1.
	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
	
	
	

	1.2.2.
	Dana Alokasi Umum
	
	
	

	1.2.3.
	Dana Alokasi Khusus
	
	
	

	1.3.
	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
	
	
	

	1.3.1
	Hibah
	
	
	

	1.3.2
	Dana Darurat
	
	
	

	1.3.3
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
	
	
	

	1.3.4
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
	
	
	

	1.3.5
	Bantuan Keuangan….. dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
	
	
	


*) 		Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) 		Diisi sesuai dengan ketersediaan data. 
***)	Pada baris setiap kolom objek pendapatan daerah dalam tahun anggaran berkenaan diisi dengan besarnya prosentase selisih antara realisasi dengan anggaran.

Setelah mencantumkan persentase diikuti dengan keterangan kinerja realisasi pendapatan, sebagai berikut:
· Dalam hal pelampauan target pendapatan atau over target diisi dengan (OT),
· Dalam hal tidak mencapai target yang ditetapkan atau under target diisi dengan (UT),
· Dalam hal mencapai target yang ditetapkan atau equal diisi dengan (E). 
c. Analisis proyeksi pendapatan daerah
Analisis ini dilakukan untuk mendapatkan perhitungan kapasitas pendapatan daerah tahun rencana. 
Analisis dilakukan berdasarkan pada data dan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain:
1. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu.
2. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain)
3. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, khususnya untuk masing-masing komponen PAD.
4. Kebijakan dibidang keuangan negara.
Proyeksi pendapatan dilakukan dengan mengisi tabel sebagai berikut.

Tabel.T-V.C.42 
Proyeksi Pendapatan Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota......*)

	No
	Uraian
	Proyeksi Tahun n
(Rp)

	1
	PENDAPATAN
	

	1.1.
	Pendapatan Asli Daerah
	

	1.1.1.
	Pajak Daerah
	

	1.1.2.
	Retribusi Daerah
	

	1.1.3.
	Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan
	

	1.1.4.
	Lain-Lain PAD yang sah
	

	1.2.
	Dana Perimbangan
	

	1.2.1.
	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
	

	1.2.2.
	Dana Alokasi Umum
	

	1.2.3.
	Dana Alokasi Khusus
	

	1.3.
	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
	

	1.3.1
	Hibah
	

	1.3.2
	Dana Darurat
	

	1.3.3
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
	

	1.3.4
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
	

	1.3.5
	Bantuan Keuangan….. dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
	


*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
Rumus yang digunakan dalam menghitung proyeksi pendapatan daerah memperhatikan data-data wajib pajak daerah, objek pendapatan, upaya-upaya dalam intensifikasi dan ekstensifikasi serta aturan/pedoman terkait lainnya.
3. Analisis penerimaan pembiayaan daerah
Analisis ini dilakukan untuk mengetahui jumlah penerimaan pembiayaan daerah tahun rencana. Metode perhitungan yang digunakan pada dasanya sama dengan yang di RPJMD. Yang perlu dilakukan adalah menghitung kembali dan melakukan penyesuaian dengan kondisi tahun rencana. Komponen penerimaan pembiayaan daerah mencakup:
Tabel.T-V.C.43 
Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah
	No
	Uraian
	Proyeksi Tahun n
(Rp)

	1
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
	

	1.1
	Pelampauan penerimaan PAD
	

	1.2
	Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan
	

	1.3
	Pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
	

	1.4
	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya
	

	1.5
	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan
	

	1.6
	Kegiatan lanjutan
	

	2
	Pencairan Dana Cadangan
	

	2.1
	Pencairan Dana Cadangan
	

	3
	 Hasil PenjualanKekayaan Daerah yang Dipisahkan
	

	3.1
	Hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD
	

	3.2
	Hasil penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga
	

	4
	Penerimaan Pinjaman Daerah
	

	4.1
	Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah
	

	4.2
	Penerimaan Pinjaman Daerah dari pemerintah daerah lain
	

	4.3
	Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bank
	

	4.4
	Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bukan bank
	

	4.5
	Penerimaan hasil penerbitan Obligasi daerah
	

	5
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
	

	5.1
	Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman
	

	6
	Penerimaan Piutang Daerah
	

	6.1
	Penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah
	

	6.2
	Penerimaan piutang daerah dari pemerintah
	

	6.3
	Penerimaan piutang daerah dari pemerintah daerah lain
	

	6.4
	Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bank
	

	6.5
	Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bukan bank
	


*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.



Hasil analisis proyeksi pendapatan RKPD tahun rencana secara keseluruhan kemudian dibandingkan dengan proyeksi pendapatan tahun rencana di RPJMD. Dari perbandingan tersebut akan diketahui selisihnya, apakah terjadi penambahan/pengurangan. Hasilnya dituangkan dalam tabel berikut.
Tabel.T-V.C.44 
Proyeksi/Target Penerimaan Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota......*)

	No
	Uraian
	Proyeksi RPJMD tahun rencana
(Rp)
	Proyeksi RKPD tahun rencana
(Rp)
	Selisih
(Rp)
	Ket

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(6)
	(7)

	1
	PENDAPATAN
	
	
	
	

	1.1.
	Pendapatan Asli Daerah
	
	
	
	

	
	Pajak Daerah
	
	
	
	

	
	Retribusi Daerah
	
	
	
	

	
	Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan
	
	
	
	

	
	Lain-Lain PAD yang sah
	
	
	
	

	1.2.
	Dana Perimbangan
	
	
	
	

	
	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
	
	
	
	

	
	Dana Alokasi Umum
	
	
	
	

	
	Dana Alokasi Khusus
	
	
	
	

	1.3.
	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
	
	
	
	

	
	Hibah
	
	
	
	

	
	Dana Darurat
	
	
	
	

	
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
	
	
	
	

	
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
	
	
	
	

	
	Bantuan Keuangan….. dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
	
	
	
	

	
	Total Pendapatan (a)
	
	
	
	

	2
	Penerimaan Pembiayaan
	
	
	
	

	
	Pencairan Dana Cadangan
	
	
	
	

	
	Hasil Penjualan Kek. Daerah yang dipisahkan
	
	
	
	

	
	Penerimaan Pinjaman Daerah
	
	
	
	

	
	Pengembalian Utang
	
	
	
	

	
	Penerimaan Piutang
	
	
	
	

	
	Jumlah (b)
	
	
	
	

	3
	Proyeksi Silpa Riil
	
	
	
	

	
	Saldo kas neraca daerah
	
	
	
	

	
	Dikurangi:
	
	
	
	

	
	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun yang belum terselesaikan
	
	
	
	

	
	Kegiatan lanjutan
	
	
	
	

	
	Jumlah (c)
	
	
	
	

	Jumlah Kapasitas Keuangan Daerah (a) + (b) + (c)
	
	
	
	


*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Tahap II: Penghitungan Pengeluaran Daerah
Penghitungan dilakukan dengan mengambil data dan informasi proyeksi belanja dan pengeluaran pembiayaan tahun rencana dari RPJMD, kemudiaan ditelaah dan disinkronkan dengan hasil evaluasi pada langkah (a). Pada komponen yang berkesesuaian lalu ditambah/dikurangi untuk mengasilkan proyeksi belanja dan pengeluaran daerah RKPD tahun rencana. Penambahan/pengurangan tersebut dilakukan berdasarkan analisis proyeksi belanja dan pengeluaran RKPD tahun rencana yang telah dilakukan, mencakup: 


1. Analisis belanja daerah tahun rencana
Analisis belanja daerah tahun rencana mencakup analisis terhadap:
a. Belanja tidak langsung, meliputi:
1) Gaji dan tunjangan PNS dihitung dengan mempertimbangkan adanya kenaikan gaji dan tunjangan, antara lain akibat kenaikan pangkat dan jabatan, gaji berkala, tunjangan keluarga, dan sejumlah accressyang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2) Belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH dihitung sesuai dengan ketentuan mengenai besarnya penghasilan dan penerimaan pimpinan/anggota DPRD yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
3) Belanja bunga dihitung berdasarkan besarnya jumlah pinjaman daerah sesuai tingkat bunga dalam perjanjian.
4) Belanja bagi hasil dihitung berdasarkan besarnya perjanjian bagi hasil dengan pihak III.
5) Belanja bantuan partai politik ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja langsung, meliputi:
1) Belanja honorarium PNS, khusus untuk guru dan tenaga medis dihitung dengan berdasarkan kelangkaan profesi.
2) Belanja beasiswa pendidikan PNS.
3) Belanja jasa kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya).
4) Belanja sewa gedung kantor.
5) Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya).

2. Analisis pengeluaran pembiayaan tahun rencana
Analisis ini dilakukan untuk mengetahui jumlah pengeluaran pembiayaan daerah tahun rencana. Pada prinsipnya metode perhitungan yang digunakan sama dengan yang di RPJMD. Yang perlu dilakukan adalah menghitung kembali dan melakukan penyesuaian dengan kondisi tahun rencana. Komponen pengeluaran pembiayaan daerah mencakup:
a. Pembentukan dana cadangan.
b. Penyertaanmodal (investasi) pemerintah daerah:
1) Badan usaha milik pemerintah (BUMN);
2) Badan usaha milik daerah (BUMD);
3) Badan usaha milik swasta.
c. Pembayaran pokok utang:
1) Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada pemerintah;
2) Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada pemerintah daerah lain;
3) Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada lembaga keuangan bank;
4) Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada lembaga keuangan bukan bank;
5) Pembayaran pokok utang sebelum jatuh tempo kepada pemerintah;
6) Pembayaran pokok utang sebelum jatuh tempo kepada pemerintah daerah lain;
7) Pembayaran pokok utang sebelum jatuh tempo kepada lembaga keuangan bank;
8) Pembayaran pokok utang sebelum jatuh tempo kepada lembaga keuangan bukan bank;
9) Pelunasan obligasi daerah pada saat jatuh tempo;
10) Pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo. 
d. Pemberian pinjaman daerah:
1) Pemberianpinjaman daerah kepada pemerintah;
2) Pemberianpinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain.
Hasil analisis terhadap belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah tahun rencana kemudian dituangkan dalam tabel berikut. 


Tabel.T-V.C.45 
PenghitunganKebutuhan Belanja & Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota......*)

	No
	Uraian
	Proyeksi RPJMD tahun rencana
(Rp)
	Proyeksi RKPD tahun rencana
(Rp)
	Selisih
(Rp)
	Keterangan

	A
	Belanja TidakLangsung
	
	
	
	

	1.
	Belanja Gaji dan Tunjangan
	
	
	
	

	2.
	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH
	
	
	
	

	3.
	Belanja Bunga
	
	
	
	

	4.
	Belanja Bagi Hasil
	
	
	
	

	5.
	Belanja Bantuan kepada Desa *)
	
	
	
	

	6.
	Belanja Bantuan Partai Politik
	
	
	
	

	B
	Pengeluaran Pembiayaan
	
	
	
	

	1.
	Pembentukan Dana Cadangan
	
	
	
	

	2.
	Pembayaran Pokok Utang
	
	
	
	

	
	TOTAL PENGELUARAN WAJIB DAN MENGIKAT
	
	
	
	


*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) bagi pemerintah kabupaten/kota
Untuk mendapatkan nilai dana yang akan digunakan dalam penghitungan pagu indikatif, atas kapasitas keuangan riil yang telah dihitung diatas, dikurangkan terlebih dahulu dengan kebutuhan dana bagi program/kegiatan wajib/mengikat yang harus diselenggarakan karena beberapa alasan:
a. Menyangkut pelayanan dasar wajib yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;
b. Menyangkut kebutuhan operasional rutin perkantoran yang harus diselenggarakan.
Tabel.T-V.C.46 
PenghitunganKebutuhan Belanja Langsung: Wajib/Mengikat dan Prioritas
Provinsi/Kabupaten/kota ……
	No
	Uraian
	Proyeksi RPJMD tahun rencana
(Rp)
	Proyeksi tahun rencana
(Rp)
	Selisih
(Rp)
	Keterangan

	1.
	Program/kegiatan yang menampung belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis.
	
	
	
	

	2.
	Program/kegiatan yang menampung Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
	
	
	
	

	3.
	Program/kegiatan yang menampung Belanja Jasa Kantor 
(khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya )
	
	
	
	

	4.
	Program/kegiatan yang menampung Belanja sewa gedung kantor 
(yang telah ada kontrak jangka panjangnya)
	
	
	
	

	5.
	Program/kegiatan yang menampung Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)
	
	
	
	

	
	TOTAL BELANJA LANGSUNG WAJIB DAN MENGIKAT
	
	
	
	


*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Total pengeluaran wajib dan mengikat diatas menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan anggaran belanja yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat ditunda dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah untuk analisis kerangka pendanaan.


Dengan demikian, ketersediaan dana untuk mendanai program dan kegiatan tahun rencana, yaitu:
a. Total penerimaan daerah (I)			:..................
b. Total Pengeluaran belanja wajib/mengikat (II)		:.................. (-)
Kapasitas keuangan daerah riil(III)		:..................

Dengan demikian, ketersediaan dana untuk/sebagai pagu indikatif tahun rencana adalah:
a. Kapasitas keuangan daerahriil (III)			:..................
b. Total Dana Program/kegiatan wajib(IV)			:.................. (-)
Total dana pagu indikatif		:..................

Dari total dana pagu indikatif yang ada dialokasikan keberbagai program/kegiatan sesuai urutan prioritas.Prioritas program/kegiatan dipisahkan menjadi prioritas I dan prioritas II dimana prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum prioritas II.

Prioritas I:
Prioritas I merupakan prioritas pembangunan daerah tahun rencana dengan tema atau program unggulan (dedicated) Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD (program pembangunan daerah) dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas pendidikan 20% (duapuluh persen) yang terangkum dalam prioritas dan sasaran pembangunan tahunan. Suatu prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Prioritas II:
Prioritas II merupakan prioritas program ditingkat SKPD yang berhubungan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang didalamnya telah mengandung penghitungan alokasi pagu kewilayahandan dengan memperhatikan prioritas I yang berhubungan dengan SKPD terkait. Suatu prioritas II berhubungan dengan tema/program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani.
Prioritas III:
Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja tidak langsung, seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi dan kabupaten/kota dan pemerintahan desa, serta belanja tidak terduga.
Tahap penentuan pagu indikatif melalui tahap-tahap sebagaimana dijelaskan dalam gambar sebagai berikut.







Gambar. G-V.C.4 



Suatu telaahan dan evaluasi dalam menentukan pagu indikatif dapat dilakukan dengan mempelajari dokumen RPJMD dan working paper penyusunan pagu indikatif-nya untuk mengetahui berbagai data dan informasi yang diolah, asumsi-asumsi yang mendasarinya, dan bagaimana pagu indikatif tersebut dihitung. Ditambah dengan analisis kondisi riil tahun rencana, maka hasil telaahan dan evaluasi dimaksud dapat menguji apakah pagu indikatif yang telah ditetapkan dalam RPJMD masih bisa digunakan.
C.1.4. Evaluasi Kinerja Tahun Lalu
Evaluasi kinerja tahun lalu merupakan tahapan dalam penyusunan rancangan awal dengan memperhatikan capaian kinerja RPJMD dan hasil evaluasi kinerja RKPD tahun lalu. Tujuan evaluasi kinerja RKPD tahun lalu antara lain untuk menilai/mengidentifikasi program dan kegiatan yang belum terealisasikan atau belum terlaksana 100% (seratus persen), untuk diusulkan lagi pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.
Hasil evaluasi kinerja tahun lalu selain mereview RPJMD dan RKPD, juga memperhatikan dokumen RKPD tahun berjalan, seperti disajikan dalamTabel.T-V.C.47 berikut ini:



Tabel.T-V.C.47 [bookmark: _Ref265062564]
Evaluasi kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Provinsi/Kabupaten/Kota …………*)
	Kode
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
	Indikator 
Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
	Target capaian kinerja RPJMD
Tahun ........
(akhir periode RPJMD)
	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun ...... 
(tahun n-3)
	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)
	Target program / kegiatan 
RKPD tahun berjalan
(tahun n-1)
	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan 
	SKPD PENANGGUNG JAWAB

	
	
	
	
	
	Target RKPD tahun ..... (tahun n-2)
	Realisasi RKPD
tahun ...... (tahun n-2)
	Tingkat Realisasi (%)
	
	Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun .......
(tahun berjalan/n-1)
	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun ...........
(%)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8=(7/6)
	9
	10=(5+7+9)*
	11*
	12

	1
	
	
	
	WAJIB
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	01
	
	
	Pendidikan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	01
	01
	
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
	Angka Partisipasi Murni (APM)
	100%
	45 %
	65 % 
	60 %
	92,31%

	80%
	75%
	75%
	Diknas

	1
	01
	01
	01
	Kegiatan Pembangunan gedung sekolah.
	Jumlah sekolah yang terbangun
	250
	120
	50
	40
	80%
	40
	200
	80%
	Diknas

	1
	01
	01
	02
	Kegiatan pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
	Jumlah rumah dinas kepala sekolah yang terbangun
	250
	100
	50
	50
	100%
	50
	180
	72%
	Diknas

	1
	01
	01
	03
	Penambahan ruang kelas sekolah
	Jumlah ruang kelas terbangun
	400
	180
	60
	48
	80%
	60
	288
	72%
	

	1
	01
	01
	04
	Dst....................
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	02
	
	
	Kesehatan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	02
	01
	
	Program .........
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	01
	01
	01
	Kegiatan …………….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	03
	
	
	Dst ......................
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	03
	01
	
	Program..................
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Cara Pengisian Tabel.T-V.C.47:
Tabel ini diisi oleh Tim penyusun berdasarkan HasilEvaluasi Pelaksanaan RKPD dan/atau Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Realisasi Renstra SKPD, dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.
Provinsi/kabupaten/kota diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
Kolom (1) diisi dengan kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan.


Kolom (2) diisi dengan:
· uraian nama urusan pemerintahan daerah;
· uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah; sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan DaerahKabupaten/kota.
· uraian judul program yang direncanakan;
· uraian judul kegiatan yang direncanakan.
Kolom (3) Kolom 3 Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) diisi sebagai berikut:
· Jenis indikator kinerja program (outcome)/kegiatan (output) sesuai dengan yang tercantum didalam RPJMD.
· Indikator Kinerja Program (outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun output telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu outcome kegiatan tersebut telah tercapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, pemerintah daerah akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan atau manfaat yang besar kepada masyarakat banyak. Oleh karena itu kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode RPJMD yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam RPJMD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi. 
· Indikator Kinerja Kegiatan (output/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indiktor keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra SKPD berkenaan. 
· Contoh indikator kinerja program (outcomes) dan indikator kinerja kegiatan (output/keluaran) sebagai berikut: 
Program: “Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun” 
Indikator Kinerja Program: ”Angka Partisipasi Murni (APM)”
Kegiatan 1: “Pembangunan gedung sekolah”.
Indikator Kinerja Kegiatan: ” Jumlah sekolah yang terbangun“
Kegiatan 2: “Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah”
Indikator Kinerja Kegiatan: “Jumlah rumah dinas kepala sekolah yang terbangun”
Kegiatan 3: “Penambahan ruang kelas sekolah”
Indikator Kinerja Kegiatan: “Jumlah ruang kelas terbangun”

Kolom (4)  (target kinerja capaian program/kegiatan pada akhir tahun RPJMD):
· untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RPJMD pada akhir tahun RPJMD.
· untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra SKPD pada akhir tahun Renstra SKPD.
· jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang direncanakan dalam RPJMD.
· angka tahun diisi dengan tahun terakhir periode RPJMD.
Kolom (5) (Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan tahun n-3):
· angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun n-3.
· untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja program yang telah dicapai mulai dari tahun pertama RPJMD sampai dengan tahun n-3.
· untukbaris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinerja untuk setiap kegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama RPJMD sampai dengan tahun n-3.
· contoh: RPJMD 2007-2012, maka ketika menyusun RKPD tahun 2011, kolom 5 diisi dengan realisasi mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 (realisasi APBD 2007 dan APBD 2008). 
Kolom (6) (Target kinerja hasil program dan keluaran kegiatanRKPD n-2):
· untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD n-2.
· untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD n-2.
Kolom (7) (Realisasi target kinerja program dan kegiatan):
· pengisian kolom ini bersumber dari realisasi program dan kegiatan RKPD tahun n-2 yang telah dilaksanakan melalui APBD tahun n-2.
· untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran realisasi target kinerja untuk setiap program yang telah dilaksanakan dalam APBD sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD n-2.
· untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran realisasi target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD n-2.
Kolom (8) (Tingkat realisasi terhadap target program dan kegiatan dalam %):
· untuk baris program diisi dengan perbandingan antara realisasi dengan target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD n-2 dalam bentuk prosentase.
· untuk baris kegiatan diisi dengan perbandingan antara realisasi dengan target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD n-2 dalam bentuk prosentase.
· kolom 8 = (kolom 7/kolom 6) x 100%
· kolom ini dapat digunakan untuk menganalisis kemampuan pengelolaan program dan kegiatan dari setiap SKPD, sehingga menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan untuk meningkatkan atau mengurangi target kinerja capaian untuk RKPD tahun berikutnya.
Kolom (9) (Target kinerja hasil program dan keluaran kegiatanRKPD tahun n-1):
· pengisian kolom ini bersumber dari dokumen RKPDtahun berjalan yang sudah disepakati dalam APBD tahun berjalan (tahun n-1).
· untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD tahun n-1.
· untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD tahun n-1.
Kolom (10) (Realisasi capaian target program dan kegiatan RPJMD sampai dengan tahun berjalan):
· untuk baris program diisi dengan perkiraan jumlah/besaran realisasi target kinerja untuk setiap program dan kegiatan dalam RPJMD yang sudah dilaksanakan sampai dengan tahun n-2 dan akan dilaksanakan sampai dengan tahun n-1 (realisasi APBD sampai dengan tahun n-2 dan rencana dalam APBD tahun n-1). 
· kolom 10 = kolom 5 + kolom 7 + kolom 9.
· untuk ukuran kinerja yang bersifat kumulatif, maka diisi dengan kondisi capaian kinerja pada tahun berjalan.
Kolom (11) (Tingkat capaian realisasi target sampai dengan tahun .........):
· untuk baris program diisi dengan perbandingan antara realisasi dengan target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RPJMD sampai dengan tahun berjalan (tahun n-1) dalam bentuk prosentase.
· untuk ukuran kinerja yang bersifat kumulatif, maka diisi dengan kondisi capaian kinerja pada tahun berjalan.
· untuk baris kegiatan diisi dengan perbandingan antara capaian realisasi target sampai dengan tahun n-1 dengan target akhir RPJMD dalam bentuk prosentase.
· kolom 11 = (kolom 10/kolom 4) x 100%
Kolom (12) diisi dengan nama satuan kerja perangkat daerah yang akan  bertanggungjawab dan melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah j.o Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah. 
Angka tahun n ditulis dengan angka yang sesuai dengan tahun perencanaan, misalnya untuk penyusunan RKPD 2011, maka: 
· tahun n	=	tahun yang direncanakan, ditulis tahun 2011 
· tahun n-1	=	tahun berjalan, ditulis tahun 2010	
· tahun n-2	=	tahun lalu, ditulis tahun 2009
· tahun n-3	=	tiga tahun sebelum tahun rencana, yaitu ditulis tahun 2008
Tabel ini ditandatangani oleh Kepala Daerah yang merupakan lampiran dari dokumen RKPD. 

C.1.4.1. Review Capaian Kinerja RPJMD
Mengingat RKPD adalah operasionalisasi dari RPJMD maka perencanaan tahunan tidak dapat lepas dari perencanaan lima tahunan. Capaian kinerja selalu dikaitkan dan diakumulasikan dengan capaian lima tahunan. Kegiatan review capaian prioritas dan target program RPJMD dimaksudkan untuk mengkaji arah kebijakansertaprioritas dan target kinerja program di tahun rencana, dengan mempertimbangkan pencapaian target kinerja sampai dengan tahun berjalan.
Hasil kajian tersebut digunakan sebagai masukan dalam merumuskan permasalahan pembangunan dan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan RKPD tahun rencana, dengan tujuan agar target kinerja RPJMD di akhir tahun periode RPJMD dapat tercapai. 
Review capaian prioritas dan target program RPJMD dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
1. Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program prioritas dan target kinerja program.
2. Evaluasi pencapaian prioritas program dan target kinerja program berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan terhadap target kinerja RPJMD.
3. Sajikan dalam bentuk matrik analisis.
4. Rumuskan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dilkaitkan dengan capaian kinerja program RPJMD.
5. Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja RPJMD sampai dengan tahun berjalan, misalnya sektor atau program apa yang perlu dipacu pembangunannya, yang perlu dipertahankan kinerjanya, dan yang dapat ditunda/dikurangi target kinerjanya. 
C.1.4.2. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD sampai Tahun Berjalan
Kegiatan review ini menggunakan dokumen hasil evaluasi pelaksanaan RKPD yang bersumber dari Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD), atau dokumen khusus hasil evaluasi tahun-tahun sebelumnya. Hasil evaluasi pelaksanaan tahun lalu digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian program dan kegiatan serta faktor-faktor apa saja yang menghambat atau mendorong capaian program/kegiatan. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu serta tahun-tahun sebelumnya pada periode RPJMD dikompilasikan sehingga dapat diperoleh gambaran kinerja pencapaian terhadap target RPJMD, sebagai bahan pertimbangan arah kebijakan, misalnya bidang-bidang urusan pemerintahan apa saja yang perlu dipacu perkembangannya dan yang perlu dipertahankan kinerjanya.
Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/urusan pilihan pemerintahan daerah. Ini menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.Telaahan hasil evaluasi mencakup:	
1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah.
6. Kebijakanatau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
C.1.5. Penelaahan terhadap RPJMN dan RKPD Provinsi untuk Kabupaten/Kota
Menguraikan kebijakan nasional berupa arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal). Di samping itu juga penelaahan pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD yang direncanakan. Yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran serta fokus pembangunan untuk tahun rencana yang terkait dengan daerah yang direncanakan.
Untuk penyusunan RKPD kabupaten/kota perlu melakukan penelaahan atas kebijakan provinsi. Tahap ini menguraikan kebijakan provinsi berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah provinsi. Kesemuanya itu tertuang dalam RPJMD provinsi maupun yang dirumuskan dalam RKPD provinsi (rancangan awal) dan penelaahan pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD kabupaten/kota yang direncanakan. 
Selain itu juga dilakukan telaahan terhadap pokok-pokok pikiran DPRD yang terkait dengan arahan prioritas program/kegiatan untuk tahun yang direncanakan.
Penelaahan kebijakan nasional untuk tingkat provinsi dilakukan terhadap dokumen RKP dan sumber-sumber informasi terkait lainnya. Adapun, penelaahan kebijakan nasional untuk tingkat kabupaten/kota dilakukan terhadap dokumen RKP dan RKPD provinsi dan sumber-sumber informasi terkait lainnya. 
Tabel.T-V.C.48 [bookmark: _Ref266192684]
Identifikasi Kebijakan Nasional
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota......*)

	No.
	Kebijakan Nasional

	
	RPJMN
	RKPD Provinsi
	Lain-lain

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	4.
	
	
	

	5.
	
	
	

	6.
	
	
	

	Dst
	
	
	


*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
Keterangan: Untuk pengisian tabel tingkat provinsi, tidak termasuk kolom 3
Cara Pengisian Tabel.T-V.C.48:
Kolom	(1)	diisi dengan nomor urut sesuai dengan urutan isu ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/ kota. 
Kolom	(2)	diisi dengan kebijakan nasional yang mengacu pada RPJMNatau dari sumber informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. 
Kolom	(3)	diisi dengan kebijakan provinsi yang mengacu pada rancangan awal rencana RKPD provinsi atau dari sumber informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kolom	(4)	diisi dengan identifikasi kebijakan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.


C.1.6. Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD
Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yaitu penelaahan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan hasil rapat dengan DPRD, seperti rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.
Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun sebelumnya yang belum terbahas dalam musrenbangdan agenda kerja DPRD untuk tahun rencana. Penelaahan dimaksudkan untuk mengkaji kemungkinan dijadikan sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah.
Dokumen penelaahan pokok-pokok pikiranDPRD diperoleh dari hasil sidang paripurna DPRD, yang dapat dimintakan dari sekretariat DPRD.
Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, antara lain sebagai berikut:
1. Inventarisasi jenis program/kegiatan yang diusulkan DPRD dalam dokumen rumusan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun lalu dan dikelompokkan kedalam urusan SKPD.
2. Kaji pandangan dan pertimbangan yang disampaikan berkaitan dengan usulan program/kegiatan hasil penelaahan tersebut.
3. Indikator kinerja yang diusulkan serta lokasi yang diusulkan.
4. Lakukan pengecekan dan validasi oleh tim penyusun RKPD yang berasal dari SKPD terkait terhadap kebutuhan riil di lapangan dengan mempertimbangkan asas manfaat, kemendesakan, efisiensi dan efektivitas.
5. Rumuskan usulan program dan kegiatan yang dapat diakomodasikan dalam rancangan awal RKPD
6. Sajikan dalam tabel, seperti berikut:

Tabel.T-V.C.49 [bookmark: _Ref266192730]
Rumusan Usulan Program/Kegiatan
Hasil Penelaahan Pokok-pokok PikiranDPRD dan Validasi
Provinsi/Kabupaten/kota .....*)

	1
	Program/Kegiatan
	Indikator kinerja
	Volume
	Lokasi
	SKPD
terkait
	Validasi/ Keterangan

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	
	

	dst
	
	
	
	
	
	


*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
Cara pengisian Tabel.T-V.C.49:
Kolom	(1)	diisi dengan nomor urut.
Kolom	(2)	diisi jenis program/kegiatan yang diusulkan dalam dokumen rumusan hasil reses DPRD tahun n-2 (tahun lalu atau dua tahun sebelum tahun RKPD yang akan disusun).
Kolom	(3)	diisi dengan indikator kinerja dari program/kegiatan yang diusulkan, contoh lihat di tabel.
Kolom	(4)	diisi besaran volume dari program/kegiatan yang diusulkan.
Kolom	(5)	memuat lokasi kegiatan yang diusulkan (nama desa lengkap dengan kecamatan dan kabupaten/kota). Jika lokasinya tersebar, dirinci menurut lokasi yang sebenarnya.
Kolom	(6)	diisi SKPD yang berwenang menangani program/kegiatan yang diusulkan.
Kolom	(7)	memuat validasi hasil pengecekan oleh SKPD bersangkutan (dalam tim atau konfirmasi kepada SKPD).

C.1.7. Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah
Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat inidengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Untuk mengefektifkan sistem perencanaan pembangunan daerah dan bagaimana visi/misi daerah dibuat dengan sebaik-baiknya, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan sehubungan dengan peluang dan tantangan yang dihadapi.
Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.
Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan daerah dipecahkan, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.
1.7.1. Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya bagi program pembangunan daerah (RPJMD) dengan prioritas pembangunan daerah (RKPD) pada tahun rencana, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.
Lebih teknis, untuk mendapatkan rumusan masalah tahun rencana, langkah yang harus dilakukan adalah dengan mengidentifikasi isu-isu penting dan masalah mendesak dari berbagai langkah awal pada analisis daerah dan analisis kebijakan nasional/provinsi. Pada tingkat nasional mengidentifikasi isu-isu penting yang terjadi pada tingkat nasional yang ada keterkaitannya dengan daerah, sedangkan pada tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dilakukan analisis daerah dan analisis kebijakan nasional/provinsi untuk mengidentifikasi isu-isu penting dan masalah mendesak yang terjadi pada daerah. 
Perumusannya dilakukan dengan mengisi tabel sebagai berikut:
Tabel.T-V.C.50 [bookmark: _Ref266192812]
Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota……*)

	No.
	Program Pembangunan Daerah RPJMD 
Tahun Berkenaan 
	Permasalahan
	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Cara Pengisian Tabel.T-V.C.50:
Kolom	(1)	berisi no urutan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
Kolom	(2)	diisi tujuan dan sasaran dari dokumen RPJMD tahun berkenaan.
Kolom	(3)	diisi permasalahan daerah tersebut.
Kolom	(4)	diisi dengan faktor-faktor penentu keberhasilan.

1.7.2. Identifikasi Permasalahan PenyelenggaraanUrusan Pemerintahan Daerah
Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan pemerintah untuk bekerjanya fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. 
Input utama dari perumusan permasalahan tiap urusan ini adalah hasil analisis daerah, khususnya ekonomi kinerja pembangunan daerah, capaian berbagai program dan kebijakan diperiode lalu yang diperoleh dari laporan realisasi (dokumen) perencanaan pembangunan daerah. Berbekal materi, pemahaman dan hasil analisis tersebut, tiap-tiap urusan diuraikan berdasarkan permasalahan dan keterkaitannya dengan SKPD yang ada didalamnya. 
Oleh setiap SKPD, harus diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar dan tugas/fungsi SKPD dengan menilik capaian kinerja yang masih jauh dari harapan dan target yang ditetapkan dalam RPJMD. Masing-masing permasalahan yang ada kemudian diuraikan lagi untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan dilakukan pada bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan tiap urusan untuk mendapatkan rumusan permasalahan, dilakukan dengan mengisi tabel sebagai berikut:
Tabel.T-V.C.51 [bookmark: _Ref266192876]
Identifikasi Permasalahan Pembangunan untuk Penentuan Program Prioritas 
Provinsi/Kabupaten/Kota …..*)

	No
	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
	Interpretasi
Belum tercapai (<)
Sesuai (=)
Melampaui (>)

	Permasalahan
	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1. 
	Pendidikan
	
	
	

	1.1. 
	Angka melek huruf
	
	
	

	1.2. 
	Angka rata-rata lama sekolah
	
	
	

	1.3. 
	Pendidikan dasar: 
	
	
	

	1.3.1. 
	Angka partisipasi sekolah 
	
	
	

	1.3.2. 
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah 
	
	
	

	1.3.3. 
	Rasio guru/murid
	
	
	

	1.4. 
	Dst….
	
	
	

	2. 
	Kesehatan
	
	
	

	2.1. 
	Angka kelangsungan hidup bayi
	
	
	

	2.2. 
	Angka usia harapan hidup
	
	
	

	2.3. 
	Persentase balita gizi buruk
	
	
	

	2.4. 
	Rasio posyandu per satuan balita
	
	
	

	2.5. 
	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk
	
	
	

	2.6. 
	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk
	
	
	

	2.7. 
	Dst….
	
	
	

	3. 
	Pekerjaan Umum
	
	
	

	3.1. 
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 
	
	
	

	3.2. 
	Rasio jaringan irigasi
	
	
	

	3.3. 
	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk 
	
	
	

	3.4. 
	Persentase rumah tinggal bersanitasi 
	
	
	

	3.5. 
	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk 
	
	
	

	3.6. 
	Dst…..
	
	
	

	4. 
	Perumahan
	
	
	

	4.1. 
	Rumah tangga pengguna air bersih
	
	
	

	4.2. 
	Rumah layak huni
	
	
	

	4.3. 
	Dst….
	
	
	

	5. 
	Penataan Ruang 
	
	
	

	5.1. 
	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB 
	
	
	

	5.2. 
	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan
	
	
	

	5.3. 
	Ruang publik yang berubah peruntukannya 
	
	
	

	5.4. 
	Ketaatan terhadap RTRW 
	
	
	

	5.5. 
	Luas wilayah produktif 
	
	
	

	5.6. 
	 Dst….
	
	
	

	6. 
	Dst… 
	
	
	


*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.


Tata cara pengisian Tabel.T-V.C.51:
Kolom	(1)	diisi dengan nomor urut;
Kolom	(2)	diisi dengan bidang urusan/indikator, bidang urusan urutannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan pada indikator sesuai pada LAMPIRAN I;
Kolom	(3)	diisi dengan interpretasi hanya pada kolom urusan berdasarkan pada analisis indikator-indikator sesuai pada LAMPIRAN I;
Kolom	(4)	diisi dengan permasalahan pembangunan daerah;
Kolom	(5)	diisi dengan faktor-faktor penentu keberhasilan;
Perlu diperhatikan bahwa pengisian tabel diatas difokuskan pada identifikasi permasalahan pembangunan pada tiap-tiap urusan. Indikator pada tiap-tiap urusan dijadikan input utama bahan analisis. 
C.1.8. Perumusan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah
Pada tahap ini, perumusan dilakukan dengan mendasarkan pada hasil analisis terhadap kerangka ekonomi daerah dan pendanaan tahun rencana, selanjutnya dituangkan dan dirumuskan menjadi sebuah rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, dengan langkah-langkah:
C.1.8.1. Perumusan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Kebijakan ekonomi daerah dirumuskan untuk menggambarkan hubungan yang jelas antara tujuan utama pembangunan daerah dengan capaian indikator makro ekonomi daerah dan bagaimana antarkomponen itu saling mempengaruhi. Kebijakan ekonomi daerah disatu sisi harus mampu menempatkan indikator makro ekonomi daerah sebagai tujuan yang harus dijaga asumsi-asumsinya dan di sisi lain memberikan panduan umum bagaimana tujuan ekonomi daerah harus dicapai sebagai salah satu capaian utama pembangunan daerah, melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Evaluasi Hasil Perumusan Masalah Pembangunan Daerah
Evaluasi hasil perumusan masalah pembangunan daerah merupakan input utama dalam membuat kerangka ekonomi daerah disamping data lain seperti hasil analisis ekonomi dan kerangka keuangan daerah serta evaluasi capaian prioritas kinerja RPJM. Hasil perumusan masalah dievaluasi untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang kaitan indikator ekonomi makro dimasa lalu dengan tujuan pembangunan dan hubungannya dengan kerangka ekonomi makro dimasa datang. Berbagai faktor penghambat dan penunjang permasalahan pembangunan daerah dievaluasi serta dilihat hubungannya dengan capaian kinerja ekonomi daerah.
2. Menggambarkan Kondisi Ekonomi Daerah Tahun Lalu dan Tahun Berjalan
Dengan gambaran permasalahan pembangunan daerah dan informasi kinerja pembangunan tahun lalu maka dapat dibuat gambaran kondisi ekonomi tahun lalu dan tahun berjalan. Suatu gambaran kondisi ekonomi harus dapat menunjukkan kaitan yang rasional antar-indikator kinerja makro ekonomi seperti tingkat PDRB, inflasi, pengangguran, investasi, kemiskinan, dan lain-lain. Dengan penggambaran dalam suatu deskripsi yang baik maka dapat dilihat benang merah antara permalasahan yang melingkupi pencapaian tujuan pembangunan daerah dengan indikator makro ekonomi daerah yang diharapkan.
3. Menggambarkan Tantangan dan Prospek Ekonomi Tahun Rencana
Data dan informasi yang diolah pada tahap sebelumnya digunakan sebagai input utama untuk menghasilkan gambaran tentang tantangan dan prospek ekonomi tahun rencana. Suatu tantangan dan prospek ekonomi berisi isu atau peluang/tantangan dari lingkungan eksternal baik dari daerah lain, nasional, maupun internasional yang secara langsung. Antisipasi atas berbagai tantangan dan prospek ekonomi tahun rencana adalah poin utama berikutnya pada bagian ini. 
4. Arah kebijakan Ekonomi Daerah
Dengan berbagai langkah antisipasi dan informasi penting dari beberapa tahap sebelumnya arah kebijakan ekonomi daerah tahun rencana dapat dibuat. Suatu arah kebijakan harus menggambarkan:
1. Asumsi indikator makro ekonomi daerah.
2. Deskripsi yang rasional, menjelaskan rangkaian asumsi indikator makro ekonomi daerah dan kesesuaiannya dengan berbagai isu lingkungan eksternal serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun rencana.
Pada akhirnya, arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk memberikan penajaman penentuan program prioritas dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

C.1.8.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan efektif dan efisien maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah,dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.
1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Salah satu sumber utama penerimaan kas daerah adalah pendapatan daerah. Pendapatan daerah harus dioptimalkan untuk menghasilkan kapasitas keuangan daerah yang makin tinggi guna mendukung pendanaan pembangunan daerah.
Berdasarkan realisasi dan proyeksi pendapatan daerah serta pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan dimasa mendatang, selanjutnya dirumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos pendapatan daerah dalam APBD. Arah kebijakan pendapatan daerah meliputi:
a. kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasikan dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan.
b. uraian arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah.
c. upaya-upaya pemerintahdaerah dalam mencapai target.

2. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Berisikan uraian mengenai kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah.
Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.
Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. 
Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada peningkatan penerimaan pembiayaan daerah. Sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah, seperti Penyelesaian Pembayaran Pokok Utang dan Penyertaan Modal.
Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, proyeksi/target tahun rencana serta 1 (satu) tahun setelah tahun rencana dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam bentuk tabel dengan format sebagai berikut:



Tabel.T-V.C.52 
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan, 
Pembiayaan Daerah
Tahun ....... s.d Tahun ........
Provinsi/Kabupaten/Kota …..*)

	NO
	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah
	Jumlah

	
	
	Realisasi Tahun 
(n-3)
	Realisasi Tahun 
(n-2)
	Tahun Berjalan
(n-1)
	Proyeksi /Target pada Tahun Rencana (n)
	Proyeksi /Target pada Tahun (n+1)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Penerimaan pembiayaan
	
	
	 
	 
	

	3.1.1
	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)
	
	
	 
	 
	

	3.1.2
	Pencairan Dana Cadangan
	
	
	 
	 
	

	3.1.3
	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
	
	
	 
	 
	

	3.1.4
	Penerimaan pinjaman daerah
	
	
	 
	 
	

	3.1.5
	Penerimaan kembali pemberian pinjaman
	
	
	 
	 
	

	3.1.6
	Penerimaan piutang daerah
	
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
	
	
	 
	 
	

	 
	 
	
	
	 
	 
	

	3.2
	Pengeluaran pembiayaan
	
	
	 
	 
	

	3.2.1
	Pembentukan dana cadangan
	
	
	 
	 
	

	3.2.2
	Penyertaan modal (Investasi) daerah
	
	
	 
	 
	

	3.2.3
	Pembayaran pokok utang
	
	
	 
	 
	

	3.2.4
	Pemberian pinjaman daerah
	
	
	 
	 
	

	 
	 
	
	
	 
	 
	

	 
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
	
	
	 
	 
	

	 
	 
	
	
	 
	 
	

	 
 JUMLAH  PEMBIAYAAN NETTO              
	
	
	 
	 
	

	 
	 
	
	
	 
	 
	


*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

3. Arah Kebijakan Belanja Daerah
Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, minimal yang terkait langsung dengan pengelolaan Belanja (Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung) dalam APBD.
Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap SKPD.
Belanja tidak langsung untuk belanja hibah, belanja sosial, dan belanja bantuan kepada provinsi dan kabupaten/kota/pemerintah desa, serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja langsung.
Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah, serta target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, selanjutnya dituangkan dalam format tabel sebagai berikut:
Tabel.T-V.C.53 
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan, 
Belanja dan Pembiayaan Daerah
Tahun ....... S.D Tahun ........
Provinsi/Kabupaten/Kota ...*)

	NO
	Uraian
	Jumlah

	
	
	Realisasi Tahun 
(n-3)
	Realisasi Tahun 
(n-2)
	Tahun Berjalan
(n-1)
	Proyeksi /Target pada Tahun Rencana (n)
	Proyeksi /Target pada Tahun (n+1)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	 
	 
	
	
	 
	 
	

	1.1
	Pendapatan asli daerah
	
	
	 
	 
	

	1.1.1
	Pajak daerah
	
	
	 
	 
	

	1.1.2
	Retribusi daerah
	
	
	 
	 
	

	1.1.3
	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
	
	
	 
	
	

	1.1.4
	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
	
	
	 
	 
	

	 
	 
	
	
	 
	 
	

	1.2
	Dana perimbangan 
	
	
	 
	 
	

	1.2.1
	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak
	
	
	 
	 
	

	1.2.2
	Dana alokasi umum
	
	
	 
	 
	

	1.2.3
	Dana alokasi khusus
	
	
	 
	 
	

	 
	 
	
	
	 
	 
	

	1.3
	Lain-lain pendapatan daerah yang sah
	
	
	 
	 
	

	1.3.1
	Hibah
	
	
	 
	 
	

	1.3.2
	Dana darurat
	
	
	 
	 
	

	1.3.3
	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya 
	
	
	 
	 
	

	1.3.4
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
	
	
	 
	 
	

	1.3.5
	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya
	
	
	 
	 
	

	 
	 
	
	
	 
	 
	

	 A
	JUMLAH PENDAPATAN
	
	
	 
	 
	

	 
	 
	
	
	 
	 
	

	2.1
	Belanja Tidak Langsung
	
	
	 
	 
	

	2.1.1
	Belanja pegawai
	
	
	 
	 
	

	2.1.2
	Belanja bunga 
	
	
	 
	 
	

	2.1.3
	Belanja subsidi
	
	
	 
	 
	

	2.1.4
	Belanja hibah
	
	
	 
	 
	

	2.1.5
	Belanja bantuan sosial
	
	
	 
	 
	

	2.1.6
	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*
	
	
	 
	 
	

	2.1.7
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa*
	
	
	 
	 
	

	2.1.8
	Belanja tidak terduga
	
	
	 
	 
	

	B
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	 
	 
	

	2.2
	Belanja Langsung
	
	
	 
	 
	

	2.2.1
	Belanja pegawai
	
	
	 
	 
	

	2.2.2
	Belanja barang dan jasa 
	
	
	 
	 
	

	2.2.3
	Belanja modal
	
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	C
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	 
	 
	

	 D
	TOTAL JUMLAH BELANJA
	
	
	 
	 
	

	 
	 
	
	
	 
	 
	

	 
	Surplus/(Defisit)
	
	
	 
	 
	

	 
	 
	
	
	 
	 
	

	3.1
	Penerimaan pembiayaan
	
	
	 
	 
	

	3.1.1
	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)
	
	
	 
	 
	

	3.1.2
	Pencairan Dana Cadangan
	
	
	 
	 
	

	3.1.3
	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
	
	
	 
	 
	

	3.1.4
	Penerimaan pinjaman daerah
	
	
	 
	 
	

	3.1.5
	Penerimaan kembali pemberian pinjaman
	
	
	 
	 
	

	3.1.6
	Penerimaan piutang daerah
	
	
	 
	 
	

	 
	 
	
	
	 
	 
	

	E
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
	
	
	 
	 
	

	 
	 
	
	
	 
	 
	

	3.2
	Pengeluaran pembiayaan
	
	
	 
	 
	

	3.2.1
	Pembentukan dana cadangan
	
	
	 
	 
	

	3.2.2
	Penyertaan modal (Investasi) daerah
	
	
	 
	 
	

	3.2.3
	Pembayaran pokok utang
	
	
	 
	 
	

	3.2.4
	Pemberian pinjaman daerah
	
	
	 
	 
	

	 
	 
	
	
	 
	 
	

	 F
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
	
	
	 
	 
	

	 
	 
	
	
	 
	 
	

	 
	                                 Pembiayaan neto
	
	
	 
	 
	

	 
	 
	
	
	 
	 
	

	G
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun rencana (SILPA)
	
	
	 
	 
	

	 
	 
	
	
	 
	 
	

	H
	PAGU ANGGARAN Belanja Langsung SKPD = 
(G tahun lalu + A + E) – (B+F)
	
	
	
	
	


*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Keterangan:
n +1	=	1	tahun setelah tahun rencana
n	=		tahun rencana
n-1	=	1	tahun sebelum tahun rencana
n-2	=	2	tahun sebelum tahun rencana
n-3	=	3	tahun sebelum rencana

Cara Pengisian Tabel Realisasi dan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah:
Kolom	(3)	dan	kolom	(4)	diambil dari data Laporan Pertanggungjawaban APBD.
Kolom	(5) diambil dari data APBD tahun berjalan yang baru disahkan.
Kolom	(6) dan kolom (7) diperhitungkan berdasarkan hasil analisis proyeksi/target berdasarkan data kolom (3), kolom (4) dan kolom (5).
Baris komponen Belanja Tidak Langsung untuk kolom proyeksi/target yang wajib dibayarkan diformulasikan dulu sesuai jumlah kewajiban yang harus dipenuhi.
Baris komponen Biaya Tidak Langsung untuk belanja hibah, belanja sosial, belanja bantuan kepada provinsi dan kabupaten/kota/pemerintah desa dan dana tak terduga pada kolom proyeksi/target ditentukan berdasarkan kemungkinan ketersediaan dana yang ada, setelah memperhitungkan dahulu pengeluaran belanja tidak langsung yang wajib dikeluarkan dan jumlah pengeluaran pembiayaan, serta pengeluaran biaya langsung. 
Baris komponen biaya langsung untuk proyeksi, mengacu pada prakiraan maju dokumen RKPD tahun sebelumnya dan kecenderungannya, analisis pencapaian kinerja target RPJMD dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya.
Ketersediaan dana yang dapat digunakan untuk alokasi pagu indikatif belanja langsung setiap SKPD dan biaya tidak langsung belanja hibah, belanja sosial, belanja bantuan kepada provinsi/kabupaten/kota/pemerintah desa dan dana tak terduga berasal dari jumlah pendapatan ditambah jumlah penerimaan pembiayaan dan SILPA tahun sebelumnya dikurangi jumlah belanja tidak langsung yang wajib dikeluarkan dan jumlah pengeluaran pembiayaan, atau dapat dirumuskan =  ((A+E+Gtahun lalu) – ( F + Byang wajib dikeluarkan))

C.1.9. Perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerahbeserta Pagu Indikatifnya
Suatu prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, mengingat keterdesakan dan daya ungkit bagi kinerja pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan mengevaluasi lebih lanjut permasalahan pembangunan daerah terkait, dihubungkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) pada tahun rencana dan kemungkinan perubahannya. Untuk kepentingan pendanaan pembangunan daerah, rencana pembangunan daerah menggunakan jenjang atau tingkat prioritas menjadi tiga yaitu Prioritas I, Prioritas II, dan Prioritas III. 
Prioritas sasaran pembangunan daerah menempati prioritas dan perhatian manajemen pemerintahan paling utama yang dikategorikan pada prioritas I.Selengkapnya, kriteria tiga prioritas tersebut adalah sebagai berikut: 
Prioritas I:
Prioritas I merupakan prioritas paling utama yang dikelola ditingkat pemerintah daerah, berhubungan langsung dengan kinerja Kepala Daerah pada aspek kebijakan. Prioritas I dituangkan dalam suatu program pembangunan daerah yang bersifat jangka menengah, sedangkan prioritas dan sasaran pembangunan secara tahunan. 
Prioritas II:
Prioritas II merupakan prioritas program ditingkat SKPD yang berhubungan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang didalamnya terkandung penghitungan alokasi pagu kewilayahan, dengan memperhatikan Prioritas I yang berhubungan dengan SKPD terkait. Suatu Prioritas II berhubungan dengan tema/program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani.
Prioritas III:
Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa, serta belanja tidak terduga.
Metodologi penyusunan prioritas, dengan memperhatikan beberapa kriteria, antara lain:
1. Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap MDGs, Standar Pelayanan Minimal,pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja.
2. Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD,
3. Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah.
4. Korelasinya terhadap isu strategis daerah.
Secara umum, bagan alir penyusunan prioritas pembangunan dan keterhubungannya dengan proses penyusunan prioritas program dan kegiatan adalah sebagaimana dijelaskan dalam gambar berikut ini:


Gambar. G-V.C.5 
Bagan Alir Hubungan antara Penyusunan Prioritas Program
dan Kegiatan Pembangunan Daerah



Prioritas Pembangunan Daerah yaitu tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara (milestones) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melaluirencana program pembangunan daerah tahunan. Suatu prioritas pembangunan merupakan jawaban atas sasaran pembangunan daerah dalam suatu pernyataan yang mengandung komponen program prioritas atau gabungan program prioritas.
Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya (berisi) program-program unggulan SKPD (terpilih) yang paling tinggi relasinya (leading indicators) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Dalam menentukan prioritas pembangunan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal maupun eksternal. Setelah diketahui faktor penyebab atau pemicu secara internal maupun eksternal kemudian dapat disusun prioritas dan sasaran pembangunan beserta program prioritas.
Dengan demikian, suatu program pembangunan daerah merupakan program atau sekumpulan program unggulan kepala daerah (tingkat pemda) yang berhubungan dengan janji politik kepala daerah pada saat pilkada dan hasil perumusan teknokratis terkait. 
Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Suatu prioritas pembangunan dimasa lalu yang telah berhasil dicapai, tidak lagi diprioritaskan dimasa berikutnya, walau tetap harus dijaga kesinambungannya (performance maintenance).
Suatu prioritas pembangunan daerah juga dapat dikategorikan sebagai operasionalisasi dari tujuan strategik daerah mengingat urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya. Sebagai suatu strategic, pengelolaan kinerja menjadi faktor utama bagi kepemimpinan daerah. 
Bagan alir perumusan awal prioritas pembangunan daerah dan program pada tahap penyusunan rancangan awal RKPD digambarkan pada gambar berikut:


Gambar. G-V.C.6 
Bagan Alir Perumusan Awalprioritas dan Program Pembangunan Daerah pada Tahap Penyusunan Rancangan Awal RKPD




Dalam penyusunan rancangan awal RKPD, proses perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan dilakukan dengan tahapan sebagaimana bagan alir dalam gambar berikut: 

Gambar. G-V.C.7 
Bagan Alir Proses Perumusan Prioritas dan Sasaran 
Pembangunan Daerah Tahunan




Pada bagan diatas terlihat proses perumusan prioritas dan sasaran pembangunan melalui beberapa tahapan.
1. Mengidentifikasi Usulan Prioritas dari Berbagai Sumber/Telaahan
Pada tahap ini, identifikasi terhadap usulan prioritas dari berbagai sumber. Dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang serangkaian prioritas atau faktor-faktor penting yang menjadi isu strategik tahun perencanaan dan proyeksi prioritas kedepan. Selain itu, identifikasi juga dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan daerah. Adapun sumber (usulan) prioritas, antara lain berasal dari:


a. Kebijakan nasional untuk tahun rencana.
b. Kebijakan provinsi untuk tahun rencana.
c. Telaahan hasil perumusan permasalahan pembangunan daerah.
d. Telaahan hasil review evaluasi RKPD tahun lalu. 
Dari pengidentifikasian ini diketahui sejauh mana usulan prioritas dari berbagai sumber/telaahan (diluar RPJMD) akan menyesuaikan program prioritas yang telah dibuat dalam RPJMD (setelah dievaluasi). 
2. Mengevaluasi Hasil Review atas Prioritas dan Sasaran Pembangunan RPJMD
Evaluasi dilakukan untuk mengetahui prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dari RPJMD. Pada tahap ini terlihat seberapa besar tingkat capaian target pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya, kendala-kendala yang dihadapi, serta prioritas dan sasaran pembangunan yang masih membutuhkan tindakan lebih lanjut. Dari hasil evaluasi, selanjutnya ditentukan sejauh mana prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun rencana masih relevan dengan asumsi-asumsi yang mendasar.
Berdasarkan hasil identifikasi dan evaluasi diatas, kemudian ditentukan rancangan serangkaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Pada tahap ini, dilakukan pembahasan melalui FGD untuk mendapatkan daftar prioritas yang ideal dengan kondisi tahun rencana. Dengan kata lain, FGD dilakukan untuk merasionalkan usulan prioritas sehingga diharapkan memiliki objektivitas yang tinggi. 
Suatu proses penentuan/pembahasan prioritas pembangunan harus mempertimbangkan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Di samping itu, juga harus dipertimbangkan faktor kemendesakan, efesiensi, dan efektivitas.
Daftar prioritas yang telah disusun kemudian dikaji ulang untuk selanjutnya dibuat urutan prioritas dan sasaran pembangunan melalui proses perangkingan (rating). Ini didasarkan pada tingkat kepentingan masing-masing daerah dan tingkat pendanaan yang ada.
Proses perumusan dan pembahasan prioritas pembangunan dilakukan dengan beberapa tahap, sebagai berikut:
1. Usulan prioritas pembangunan
Tim perumus mengumpulkan semua usulan pembangunan prioritas, dari semua usulan prioritas pembangunan tersebut dilakukan listing yang paling prioritas. Penentuan prioritas pembangunan dapat dilakukan dengan mengisi Tabel.T-V.C.54 berikut:
Tabel.T-V.C.54 [bookmark: _Ref264017711]
Daftar Usulan Prioritas Pembangunan
Provinsi/Kabupaten/Kota ....*)

	No
	Usulan Prioritas Pembangunan
	Indikator
	Target

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	4.
	
	
	

	5.
	
	
	

	6.
	
	
	

	7.
	
	
	

	Dst...
	
	
	


*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Cara Pengisian Tabel.T-V.C.54:
Kolom	(1)	diisi dengan nomor urut sesuai dengan prioritas perencanaan/usulan prioritas pembangunan tahun rencana.
Kolom	(2)	diisi dengan berbagai usulan.
Kolom	(3)	diisi dengan indikator-indikator yang sesuai dengan prioritas yang diusulkan (impact, outcome, ataupun output).
Kolom	(4)	diisi target yang akan dicapai sesuai dengan indikator dari prioritas yang diusulkan.

Setelah listing usulan prioritas pembangunandibuat, dilakukan pemrosesan melalui FGD. 
Dalam hal ini listing prioritas pembangunan yang sudah ada disederhanakan (dengan diberi nilai/skor). 
Prioritas pembangunan yang mendapatkan nilai tertinggi menjadi prioritas dan sasaran pembangunan disusul dengan program prioritas bernilai lebih rendah dan seterusnya. 

2. Pembobotan 
Setelah prioritas dan sasaran pembangunan diketahui, maka langkah selanjutnya adalah menentukan top priority pembangunandengan cara pembobotan untuk menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan, dengan mengisi Tabel.T-V.C.55 sebagai berikut: 
Tabel.T-V.C.55 [bookmark: _Ref253662125]
Skor Kriteria Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan
Provinsi/Kabupaten/kota ......*)

	No
	Kriteria*)
	Bobot

	1
	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional
	20

	2
	Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah
	10

	3
	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik
	20

	4
	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah
	10

	5
	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani
	15

	6
	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan
	25

	Dst…
	Dst…
	

	
	total
	100


*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) urutan dan jumlah kriteria dapat disesuaikan dengan kebutuhan. 


Melakukan penilaian prioritas dan sasaran pembangunan terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan skor tersebut diatas dengan mengisi Tabel.T-V.C.56 sebagai berikut: 

Tabel.T-V.C.56 [bookmark: _Ref262485838]
Nilai Skala Kriteria
Nama Anggota Tim: ...........
	No
	Prioritas dan sasaran Pembangunan 
	Nilai Skala Kriteria
	Jumlah skor

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	Dst…
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dst..
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota


Cara pengisian tabel Nilai Skala Kriteria:
Kolom	(1)	diisi dengan nomor urut 
Kolom	(2)	diisi sesuai prioritas dan sasaran pembangunan yang teridentifikasi pada Tabel.T-V.C.55
Kolom	(3)	(9) diisi dengan total skor per kriteria 
Kolom	(10)	diisi dengan total skor isu strategis dari seluruh kriteria. 

Setelah dilakukan pembobotan skor, melalui Tabel.T-V.C.55 dapat dilihat prioritas dan sasaran pembangunan mana yang mendapatkan nilai tertinggi. 
Pengurutan prioritas dan sasaran pembangunan dari nilai/skor tertinggi menuju nilai/skor terendah, disajikan dalamTabel.T-V.C.57, sebagai berikut:
Tabel.T-V.C.57 [bookmark: _Ref264017967]
Skoring Usulan Program/Kegiatan Prioritas
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

	No
	Usulan Program/Kegiatan Prioritas
	SKPD/Urusan
	Indikator
	Target

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	

	Dst...
	
	
	
	


*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota
Dengan demikian, suatu prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dibuat dengan mengidentifikasi prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, melalui tabel berikut:
Tabel.T-V.C.58 
Perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Provinsi/Kabupaten/kota...*)

	No
	Permasalahan Pembangunan daerah
	Proses pembangunan Daerah
(RPJMD)
	Faktor (pendorong/penghambat)
	Prioritas dan Sasaran pembangunan
	Keterangan

	
	
	
	Internal
	Eksternal
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	


*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

Tata cara pengisian tabel prioritas dan sasaran pembangunan daerah:
Kolom	(1)	berisi dengan nomor urut
Kolom	(2)	berisi permasalahan pembangunan daerah 
Kolom	(3)	berisi proses pembangunan daerah yang diambilkan dari dokumen RPJMD tahun berkenaan;
Kolom	(4)	berisi permasalahan pembangunan daerah yang berasal dari faktor internal;
Kolom	(5)	berisi permasalahan pembangunan daerah yang berasal dari faktor eksternal;
Kolom	(6)	berisi prioritas dan sasaran pembangunan;
Kolom	(7)	berisi keterangan. 

Selanjutnya, dari masing-masing program dan sasaran pembangunan ditentukan program prioritas yang selaras diambil dari RPJMD tahun rencana. Proses penentuan tersebut dilakukan melalui FGD untuk mengkaji ulang apakah program prioritas berkenaan masih relevan untuk prioritas pembangunan terkait. Dalam hal suatu program dinyatakan tidak relevan lagi dengan target prioritas pembangunan, maka program prioritas tersebut “didrop”. Pada saat bersamaan, bilamana prioritas pembangunan daerah belum memiliki program prioritas, maka pada tahun rencana dapat dimunculkan program baru, dengan mengisi tabel sebagai berikut:
Tabel.T-V.C.59 [bookmark: _Ref266193068]
Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan dan Program Prioritas
Provinsi/Kabupaten/Kota ...*)

	No
	Prioritas dan Sasaran Pembangunan
	Indikator dan Target
	Program Prioritas
	Kinerja

	
	
	
	Program Prioritas
	Keterangan
	

	
	
	
	
	RPJMD
	Usulan Baru
	Indikator
	Target

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	 
	 
	
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 


*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota


Cara Pengisian Tabel.T-V.C.59: 
Kolom	(1)	diisi dengan nomor urut.
Kolom	(2)	diisi dengan urusan wajib atau urusan pilihan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Kolom	(3)	diisi dengan prioritas dan sasaran pembangunan.
Kolom	(4)	diisi dengan indikator dan target prioritas dan sasaran pembangunan daerah.
Kolom	(5)	diisi dengan nama program prioritas yang diusulkan dalam RPJMD.
Kolom	(6)	diisi bila permasalahan pada kolom (2) yang ada tidak ada dalam program usulan RPJMD.
Kolom	(7)	diisi dengan total program yang ada di RPJMD dan tambahan program yang belum tertampung pada RPJMD.
Kolom	(8)	diisi dengan indikator-indikator yang ada pada permasalahan-permasalahan yang ada.
Kolom	(9)	diisi dengan target permasalahan yang akan dicapai.

Adapun, pagu indikatif setiap program pembangunan dihitung berdasarkan capaian indikator program pembangunan yang dilakukan oleh tim penyusun RKPD,dengan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Menentukan rencana penggunaan kapasitas riil anggaran berupa alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana telah dihitung dalam perumusan kerangka pendanaan.
b. Menentukan keluaran/output setiap kegiatan.
c. Menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program.
d. Menghitung alokasi pagu setiap program setelah output kegiatan pada setiap program diverifikasi kebenarannya.
e. Menghitung alokasi SKPD berdasarkan program yang menjadi tanggung jawab SKPD.



Perhitungan pagu program dapat dilakukan dengan mengisi tabel berikut:
Tabel.T-V.C.60 
Perhitungan Pagu Program Prioritas
Provinsi/Kabupaten/Kota ...*)

	Program Prioritas
	Outcome
	Standar Belanja
	Pagu Program
	SKPD

	Program 1 .......
	Keluaran 1 ......
	Rp. .........
	Rp. .........
	SKPD 1

	
	Keluaran 2 ......
	Rp. .........
	
	

	
	Keluaran 3 ......
	Rp. .........
	
	

	
	Dst ......
	Rp. .........
	
	

	Program 2 .......
	Keluaran 1 ......
	Rp. .........
	Rp. .........
	SKPD 2

	
	Keluaran 2 ......
	Rp. .........
	
	

	
	Dst ......
	Rp. .........
	
	

	Program dst .......
	Dst ......
	
	
	

	Program dst .......
	Dst ......
	
	
	

	
	
	
	
	


*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

Elemen-elemen utama program prioritas memuat kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan dan SKPD yang  bertanggungjawab. Program yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki daerah.
Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan. 
Selanjutnya, program prioritas dan pagu indikatif yang telah ditetapkan untuk rancangan awal RKPD, disampaikan ke SKPD sesuai program terkait beserta pagu indikatif untuk diproses lebih lanjut untuk mendapatkan kegiatan prioritas masing-masing program dimaksud.

C.1.10. Perumusan Program Prioritasbeserta Pagu Indikatifnya
Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh SKPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal. 
Suatu program prioritas pada prinsipnya dibagi menjadi:
1. Program prioritas yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah.
2. Program prioritas yang berhubungan dengan permasalahan layanan dasar dan tugas/fungsi tiap SKPD sebagaimana dijelaskan pada bagan ini.
Dengan demikian, suatu SKPD dapat memilih 2 (dua) jenis program prioritas atau minimal suatu program prioritas.
Ditingkat RPJMD, penentuan pagu indikatif ditingkat tim Bappeda menghasilkan program dan pagu indikatifnya. Kemudian oleh SKPD (Renstra SKPD) masing-masing program dijabarkan kedalam kegiatan disertai pagunya. Selanjutnya di RKPD, dalam hal terjadi perhitungan kapasitas keuangan daerah tahun rencana yang berbeda dengan perhitungan RPJMD maka atas kelebihan/kekurangan dana pagu tersebut dialokasikan untuk program/kegiatan alternatif dan program kegiatan baru. Suatu program kegiatan baru yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada renstra SKPD dengan kriteria sebagai berikut:
1. Tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat
2. Dalam rangka mempercepat capaian sasaran SKPD
3. Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah
4. Dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra SKPD.

C.1.11. [bookmark: _Ref246937626]Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah
Mengemukakan program-program yang memerlukan prioritas, berdasarkan pada sasaran yang harus dicapai dalam dokumen RPJMD, pencapaian kinerja, masalah dan tantangan pokok pembangunan, serta tema, tujuan, dan arah kebijakan pembangunan daerah.
Pada bagian ini dirumuskan:
1. Kriteria Penyusunan Prioritas.
2. Prioritas isu-isu pembangunan daerah untuk tahun rencana.
3. Prioritas pembangunan daerah.
4. Sasaran pembangunan daerah.
5. Urutan prioritas urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah.
6. Urutan prioritas program pada masing-masing prioritas urusan wajib/pilihan pemerintahandaerah.
7. SKPD yang  bertanggungjawab dalam pelaksanaan program.
Selanjutnya, dari masing-masing permasalahan pembangunan per urusan ditentukan program prioritas. Proses penentuan tersebut dilakukan melalui FGD untuk mengkaji ulang apakah program prioritas berkenaan dapat mengatasi permasalahan pembangunandengan mengisi Tabel.T-V.C.61 sebagai berikut:

Tabel.T-V.C.61 [bookmark: _Ref265062628]
Penentuan Program Prioritas Pembangunan
Provinsi/Kabupaten/Kota ...*)

	No
	Urusan
	Permasalahan Pembangunan
	Program Prioritas
	Kinerja

	
	
	
	Program Prioritas
	Keterangan
	

	
	
	
	
	RPJMD
	Usulan Baru
	Indikator
	Target

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	 
	 
	
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 


*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

Cara Pengisian Tabel.T-V.C.61: 
Kolom	(1)	diisi dengan nomor urut.
Kolom	(2)	diisi dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Kolom	(3)	diisi dengan permasalahan pembangunan.
Kolom	(4)	diisi dengan program prioritas pembangunan.
Kolom	(5)	diisi dengan nama program prioritas yang diusulkan dalam RPJMD.
Kolom	(6)	diisi bila permasalahan pada kolom (2) yang ada tidak ada dalam program usulan RPJMD.
Kolom	(7)	diisi dengan total program yang ada di RPJMD dan tambahan program yang belum tertampung pada RPJMD.
Kolom	(8)	diisi dengan indikator-indikator yang ada pada permasalahan-permasalahan yang ada.
Kolom	(9)	diisi dengan target permasalahan yang akan dicapai.
Adapun, pagu indikatif setiap program pembangunan dihitung berdasarkan capaian indikator program pembangunan yang dilakukan oleh tim penyusun RKPD,dengan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Menentukan rencana penggunaan kapasitas riil anggaran berupa alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana telah dihitung dalam perumusan kerangka pendanaan.
b. Menentukan keluaran/output setiap kegiatan.
c. Menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program.
d. Menghitung alokasi pagu setiap program setelah output kegiatan pada setiap program diverifikasi kebenarannya.
e. Menghitung alokasi SKPD berdasarkan program yang menjadi tanggung jawab SKPD.
Perhitungan pagu program dapat dilakukan dengan mengisi tabel berikut:
Tabel.T-V.C.62 
Perhitungan Pagu Program Prioritas
Provinsi/Kabupaten/Kota ...*)

	Program Prioritas
	Outcome
	Standar Belanja
	Pagu Program
	SKPD

	Program 1 .......
	Keluaran 1 ......
	Rp. .........
	Rp. .........
	SKPD 1

	
	Keluaran 2 ......
	Rp. .........
	
	

	
	Keluaran 3 ......
	Rp. .........
	
	

	
	Dst ......
	Rp. .........
	
	

	Program 2 .......
	Keluaran 1 ......
	Rp. .........
	Rp. .........
	SKPD 2

	
	Keluaran 2 ......
	Rp. .........
	
	

	
	Dst ......
	Rp. .........
	
	

	Program dst .......
	Dst ......
	
	
	

	Program dst .......
	Dst ......
	
	
	


*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota
Elemen-elemen utama program prioritas memuat kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan dan SKPD yang  bertanggungjawab. Program yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki daerah.
Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan. 
Selanjutnya, program prioritas dan pagu indikatif yang telah ditetapkan untuk rancangan awal RKPD, disampaikan ke SKPD sesuai program terkait beserta pagu indikatif untuk diproses lebih lanjut untuk mendapatkan kegiatan prioritas masing-masing program dimaksud.

C.1.12. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik
Pelaksanaan forum konsultasi publik dimaksudkan untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan pada tahap awal dengan tujuan untuk menghimpun aspirasi atau harapan para pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan pada tahun yang direncanakan.
Bahan yang dikonsultasikan adalah rumusan sementara prioritas dan sasaran pembangunan untuk tahun rencana serta dasar analisis yang mendukung rumusan tersebut. 
Dari forum konsultasi tersebut diharapkan mendapatkan masukan penting yang lebih menitikberatkan pada aspek teknokratis, oleh karena itu forum konsultasi dilaksanakan secara terbatas dengan mengundang para pemangku kepentingan utama yang terdiri dari unsur akademisi/perguruan tinggi, asosiasi-asosiasi profesi, para pengusaha dan tokoh masyarakat.
Bappeda mengundang seluruh Kepala SKPD untuk pembahasan rancangan awal RKPD, guna disepakati sebagai pedoman penyusunan rancangan Renja SKPD. Bappeda mengirimkan rancangan awal RKPD yang disertai dengan jadwal kalender perencanaan daerah untuk tahun yang direncanakan kepada seluruh SKPD sebagai bahan untuk menyusun rancangan Renja SKPD. 
Rancangan awal RKPD kabupaten/kota juga merupakan bahan acuan musrenbang desa/kelurahan dan bahasan dalam musrenbang kecamatan. Pengiriman rancangan awal RKPD tersebut disertai dengan catatan agar setiap SKPD menyerahkan rancangan Renja SKPD kepada Kepala Bappeda sesuai dengan kalender perencanaan yang disampaikan.

C.1.13. Penyelarasan Rencana Program Prioritas beserta Pagu Indikatif
Mengemukaan antara program yang telah disusun dalam rancangan awal RKPD kemudian program tersebut diserahkan pada SKPD untuk disusun prioritas kegiatan, dalam penyusunan prioritas kegiatan SKPD juga memperhatikan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen Renstra SKPD sehingga terjadi keselarasan dalam penyusunan program dan kegiatan yang telah disusun oleh pemda dan SKPD. 
Tabel.T-V.C.63 [bookmark: _Ref258601301]
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun ..........
Provinsi/Kabupaten/kota*) ………………

	Nomor
	Prioritas
Pembangunan Daerah
	Sasaran
Pembangunan Daerah
	Nama Program
	SKPD Penanggung Jawab

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1.
	Prioritas 1........
	
	
	

	
	
	
	Program1 ....
	

	
	
	
	Program 2 ....
	

	2.
	Prioritas 2 ........
	
	
	

	3.
	Prioritas 3 ........
	
	
	

	4.
	Prioritas 4 ........
	
	Program 1 ....
	

	5.
	Dst ........................
	
	
	


*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

Cara Pengisian Tabel.T-V.C.63:
Kolom	(1)	diisi dengan nomor urut prioritas pembangunan daerah untuk tahun rencana
Kolom	(2)	diisi dengan uraian nama/rumusan prioritas pembangunan.
Kolom	(3)	diisi dengan uraian judul/rumusan sasaran pembangunan daerah.
Kolom	(4)	diisi dengan uraian nama program dari masing-masing prioritas.
Kolom	(5)	diisi dengan nama SKPD yang akan  bertanggungjawab dan melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah jo Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah. 

Analisis penetapan proporsi alokasi total dana pagu indikatif
Untuk menetapkan pagu indikatif, digunakan perhitungan pagu indikatif yang telah dibuat dalam dokumen RPJMD tahun rencana. Untuk itu dibutuhkan analisis sejauh mana asumsi yang mendasari perhitungan pagu indikatif masih relevan dengan kondisi riil dan permasalahan/isu pembangunan tahun rencana, selanjutnya hasil analisis tersebut digunakan untuk mengevaluasi besaran/proporsi alokasi total dana pagu indikatif pada masing-masing prioritas, sebagai berikut:

Tabel.T-V.C.64 
Penetapan Proporsi Alokasi Dana Pagu Indikatif
Provinsi/Kabupaten/Kota......*)*)

	No
	Uraian
	Proporsi alokasi dana pagu indikatif RPJMD tahun rencana
	Proporsi & alokasi dana pagu indikatifRKPD tahun rencana
	Selisih

	Keterangan

	
	
	Rp
	%
	Rp
	%
	Rp
	%
	

	1
	Prioritas I
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Prioritas II
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Prioritas III
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

Dengan menggunakan dokumen RPJMD pada bagian penentuan/penghitungan pagu indikatif, lalu disalin dan diproses sebagaimana dijelaskan diatas melalui tabel berikut.


Tabel.T-V.C.65 
Alokasi Pagu Indikatif
Provinsi/Kabupaten/Kota......*)*)
	No
	Uraian
	Proyeksi RPJMD tahun rencana
(Rp)
	Proyeksi RKPD tahun rencana
 (Rp)
	Selisih
 (Rp)
	SKPD Penangung Jawab

	1.
	Prioritas I
	
	
	
	

	
	a. Program pendidikan
	
	
	
	

	
	· Program 1..
	
	
	
	

	
	· Program 2..
	
	
	
	

	
	b. Program kesehatan
	
	
	
	

	
	· Belanja 1..
	
	
	
	

	
	· Belanja 2..
	
	
	
	

	
	c. Prioritas/Program-program pembangunan daerah 
	
	
	
	

	
	· Program 1..
	
	
	
	

	
	· Program 2..
	
	
	
	

	
	· Program 3..
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Prioritas II
	
	
	
	

	
	· Program 1..
	
	
	
	

	
	· Program 2..
	
	
	
	

	
	· Program dst ....
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Prioritas III
	
	
	
	

	
	· tambahan penghasilan PNS
	
	
	
	

	
	· belanja hibah
	
	
	
	

	
	· belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan
	
	
	
	

	
	· belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota/desa
	
	
	
	

	
	· alokasi dana desa
	
	
	
	

	
	· belanja tidak terduga
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

Setelah diketahui program dan pagu indikatifnya, maka dibuatlah tabel kompilasi program dan pagu indikatif tiap SKPDyangmemberikan informasi program beserta pagu indikatif per SKPD, seperti tabel di bawah ini:
Tabel.T-V.C.66 [bookmark: _Ref266193301]
Kompilasi Program Dan Pagu Indikatif Tiap SKPD
Provinsi/Kabupaten/Kota......*)*)

	No
	SKPD
	Program
	Kinerja
	Pagu Indikatif

	
	
	
	Indikator
	Target
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	 1
	SKPD A
	 Program 1..
	 
	 
	 

	 
	 
	 Program 2..
	 
	 
	 

	 
	 
	 Program dst..
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 2
	SKPD B
	 Program 1..
	 
	 
	 

	 
	 
	 Program 1..
	 
	 
	 

	 
	 
	 Program dst..
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 3
	Dst.....
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota



Cara Pengisian Tabel.T-V.C.66:

Kolom	(1)	diisi dengan nomor urut.
Kolom	(2)	diisi dengan nama-nama SKPD
Kolom	(3)	diisi dengan Nama Program per-SKPD
Kolom	(4)	diisi dengan Indikator program kegiatan
Kolom	(5)	diisi dengan target yang akan dicapai
Kolom	(6)	diisi dengan jumlah pagu yang tersedia

Berdasarkan tabel kompilasi program dan pagu indikatif tiap SKPD yaitu Tabel.T-V.C.66, selanjutnya dibuat tabel yang memberikan informasi program dan kegiatan setiap SKPD beserta pagu indikatifnya, seperti pada tabel dibawah ini:


- 208 -


- 72 -


TABEL. T-V.C.36 
- 208 -




Tabel.T-V.C.67 [bookmark: _Ref266193337]
Program dan Kegiatan SKPD
Provinsi/Kabupaten/kota .......*)
Tahun .......
	Nama SKPD: ……………
	lembar ……dari …

	Kode
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
	 Indikator 
Kinerja Program /Kegiatan
	Rencana Tahun ............ (tahun rencana)
	Catatan Penting
	Prakiraan Maju Rencana Tahun .........

	
	
	
	Lokasi
	target capaian kinerja 

	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif

	
	Target Capaian Kinerja 

	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif


	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Tata Cara Pengisian Tabel.T-V.C.67

Kolom (1) Diisi dengan kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan.

[image: ]
Kolom (2) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatandiisi dengan:
· uraian nama urusan pemerintahan daerah.
· uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah; sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.
· uraian judul program yang direncanakan.
· uraian judul kegiatan yang direncanakan.
Kolom (3) Indikator Kinerja Program/Kegiatan diisi sebagai berikut:
· jenis indikator kinerja program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam Renstra SKPD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi.
· indikator kinerja program (outcome/hasil) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun output telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu outcome kegiatan tersebut telah tercapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode Renstra SKPD yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Renstra SKPD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi. 
· indikator kinerja kegiatan (output/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra-SKPD berkenaan, maupun kegiatan baru yang strategis dan sesuai dengan kebutuhan terkini. 
Kolom (4) Diisi lokasi dari kegiatan untuk tahun rencana.
Kolom (5) Diisi target kinerja capaian program/kegiatan pada tahun rencana;
Kolom (6) Diisi besaran dana yang dibutuhkan untuk program/kegiatan pada tahun rencana;
Kolom (7) Berisi catatan penting yang dirasa perlu untuk menambah penjelasan tentang penentuan pagu;
Kolom (8) Diisi target kinerja capaian program/kegiatan pada prakiraan maju tahun rencana 
Kolom (9) Diisi besaran dana yang dibutuhkan untuk program/kegiatan prakiraan maju

C.2. Tahap Penyajian Rancangan Awal RKPD
Penyajian rancangan awal RKPD pada dasarnya merupakan penyajian dari hasil analisis data/informasi dari tahap perumusan kedalam dokumen RKPD. Prinsip yang harus dijaga dalam penyajian adalah:
a. Semua informasi yang disajikan harus berkorelasi dan didukung dengan data yang valid dari kertas kerja perumusan.
b. Informasi yang disajikan dapat merupakan keseluruhan bentuk pada tahap perumusan (kertas kerja perumusan) atau sebagian menjadi yang dianggap relevan disajikan.
c. Penyajian agar diperkaya dengan teknis presentasi yang baik, pilihan yang kata yang sederhana dan mudah dipahami. 
Penyajian rancangan awal RKPD disusun menurut sistematika yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengacu pada hasil (kertas kerja) pasca tahapperumusan rancangan awal RKPD. Penyajian rancangan awal RKPD tersebut disusun menurut sistematika sekurang-kurangnya sebagai berikut:
BAB I.	PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Dalam hal ini kalau di daerah telah diterbitkan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran ataupun tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan musrenbang, perlu dicantumkan. 
Pada subbab ini tidak perlu semua peraturanperundang-undangan dicantumkan, melainkan cukup pada peraturanperundang-undangan yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan RKPD. 
1.3. Hubungan antar Dokumen
Bagian inimenjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJPN, RPJPD Provinsi, RTRW nasional, RTRW provinsi, dan RTRW kab/kota.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD
Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya. 
1.5. Maksud dan Tujuan
Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan.


BAB II.	EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
Evaluasipelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan. 
Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan.
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 
Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. 
Bagian ini dijabarkan berdasarkan hasil analisis dan kajian gambaran umum kondisi daerah pada tahap perumusan. Tidak seluruh informasi dalam perumusan tentang gambaran umum kondisi daerah ditampilkan dalam penyajian. Hanya informasi yang relavan dan penting saja yang perlu dicantumkan untuk mendapatkan fokus yang baik dalam dokumen. Suatu informasi dianggap relevan dan penting jika menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah, dan kebutuhan perumusan strategi. Ketersediaan data gambaran umum kondisi daerah selengkapnya dapat dilihat di Lampiran I Peraturan Menteri ini.
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
Pada bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana. Penjelasan dapat dilengkapi dengan tabel, grafik, dan gambar yang mendukung setiap potensi kawasan budaya yang dimiliki daerah. Penjelasan perlu dilengkapi dengan kerangka pemikiran hubungan antara kondisi geografi daerah dengan potensi pengembangan kawasan budidaya, dengan mengisi dan menyajikan diagram sebagai berikut:
Gambar. G-V.C.8 
Kerangka Pemikiran
Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya


Selanjutnya, dijelaskan tentang kondisi demografi seperti ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk pada populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnis tertentu. Tabel-tabel atau grafik tertentu yang dianggap relevan, dapat dipaparkan pada bab ini.


2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan, sesuai lampiran I peraturan ini, dapat ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olah raga.
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
Bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan, sesuai lampiran I peraturan ini, dapat ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus urusan layanan wajib dan fokus urusan layanan pilihan.
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
Bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan, sesuai lampiran I peraturan ini, dapat ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastuktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumber daya manusia.
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi Renstra SKPD oleh masing-masing SKPDdan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.
Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD. 
Telaahan hasil evaluasi mencakup:
1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan n.
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah
6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
Setelah menguraikan deskripsi sub-bab ini dicantumkan tabel evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu, tahun berjalan dan realisasi RPJMD dengan format sebagai berikut:

Tabel.T-V.C.68 
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Provinsi/Kabupaten/Kota …………*)
	Kode
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
	Indikator 
Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
	Target Capaian KinerjaRPJMD
Tahun ........
(Akhir Periode RPJMD)
	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun ...... 
(Tahun n-3)
	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
	Target Program / Kegiatan 
RKPD Tahun Berjalan
(Tahun n-1)
	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan 
	SKPD Penanggung Jawab

	
	
	
	
	
	Target RKPD Tahun ..... (Tahun n-2)
	Realisasi RKPD
Tahun ...... (Tahun n-2)
	Tingkat Realisasi (%)
	
	Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun .......
(Tahun Berjalan/n-1)
	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun ...........
(%)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8=(7/6)
	9
	10=(5+7+9)*
	11*
	12

	1
	
	
	
	WAJIB
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	01
	
	
	Pendidikan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	01
	01
	
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
	Angka Partisipasi Murni (APM)
	100%
	45 %
	65 % 
	60 %
	92,31%

	80%
	75%
	75%
	Diknas

	1
	01
	01
	01
	Kegiatan Pembangunan gedung sekolah.
	Jumlah sekolah yang terbangun
	250
	120
	50
	40
	80%
	40
	200
	80%
	Diknas

	1
	01
	01
	02
	Kegiatan pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
	Jumlah rumah dinas kepala sekolah yang terbangun
	250
	100
	50
	50
	100%
	50
	180
	72%
	Diknas

	1
	01
	01
	03
	Penambahan ruang kelas sekolah
	Jumlah ruang kelas terbangun
	400
	180
	60
	48
	80%
	60
	288
	72%
	

	1
	01
	01
	04
	Dst....................
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	02
	
	
	Kesehatan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	02
	01
	
	Program .........
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	01
	01
	01
	Kegiatan …………….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	03
	
	
	Dst ......................
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	03
	01
	
	Program..................
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah.
Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis subbab 2.3.2 s/d 2.3.3 yaitu isu permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi SKPD.

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.
Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan khususnya program pembangunan daerah (RPJMD) dengan prioritas pembangunan daerah (RKPD) pada tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatory.

2.3.2. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap SKPD. Suatu identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan.
Tabel.T-V.C.69 
Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah
	No.
	Kriteria / Aspek
	Urusan
	Faktor-faktor penentu keberhasilan
	Permasalahan
 

	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	I
	 
	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
	 
	
	 

	 
	a.
	Tataran Pengambil Kebijakan
	 
	
	 

	 
	 
	Ketentraman dan ketertiban umum daerah
	 
	
	 

	 
	 
	Keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah serta antarpemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah
	 
	
	 

	 
	 
	Keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah
	 
	
	 

	 
	 
	Efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD
	 
	
	 

	 
	 
	Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan
	 
	
	 

	 
	 
	Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh Kepala Daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan
	 
	
	 

	 
	 
	Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan
	 
	
	 

	 
	 
	Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk Daerah
	 
	
	 

	 
	 
	Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil
	 
	
	 

	 
	 
	Intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah
	 
	
	 

	 
	 
	Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban, dan pengawasan APBD
	 
	
	 

	 
	 
	Pengelolaan potensi daerah
	 
	
	 

	 
	 
	Terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	b.
	Tataran Pelaksana Kebijakan
	 
	
	 

	 
	 
	Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan
	 
	
	 

	 
	 
	Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
	 
	
	 

	 
	 
	Tingkat capaian SPM
	 
	
	 

	 
	 
	Penataan kelembagaan daerah
	 
	
	 

	 
	 
	Pengelolaan kepegawaian daerah
	 
	
	 

	 
	 
	Perencanaan pembangunan daerah
	 
	
	 

	 
	 
	Pengelolaan keuangan daerah
	 
	
	 

	 
	 
	Pengelolaan barang milik daerah
	 
	
	 

	 
	 
	Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 

	II
	 
	Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah
	 
	
	 

	 
	 
	Kesejahteraan masyarakat
	 
	
	 

	 
	 
	Pelayanan umum
	 
	
	 

	 
	 
	Daya saing daerah
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 

	III
	 
	Daerah Otonomi Baru
	 
	
	 

	 
	 
	Perkembangan penyusunan perangkat daerah
	 
	
	 

	 
	 
	Pengisian personil
	 
	
	 

	 
	 
	Pengisian keanggotaan DPRD
	 
	
	 

	 
	 
	Penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan
	 
	
	 

	 
	 
	Pembiayaan
	 
	
	 

	 
	 
	Pengalihan aset dan dokumen
	 
	
	 

	 
	 
	Pelaksanaan penetapan batas wilayah
	 
	
	 

	 
	 
	Penyediaan sarana dan prasana pemerintahan
	 
	
	 

	 
	 
	Pemindahan ibukota bagi daerah yang ibukotanya dipindahkan
	 
	
	 


*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota
Cara Pengisian Tabel Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah:
Kolom	(1)	diisi nomor urutan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
Kolom	(2)	diisi indikator dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
Kolom	(3)	diisi dengan urusan pemerintahan daerah (wajib/pilihan);
Kolom	(4)	diisi dengan faktor-faktor penentu keberhasilan;
Kolom	(5)	diisi langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan daerah tersebut.

Setelah berbagai permasalahan pembangunan diidentifikasi hasilnya di FGD-kan dalam forum tim untuk mendapatkan permasalahan paling prioritas dengan terlebih dahulu menambahkan informasi dari permasalahan yang (mungkin) muncul dari hasil identifikasi kebijakan nasional/provinsi, dan dinamika lingkungan eksternal lainnya sesuai dengan tabel berikut:

Tabel.T-V.C.70 [bookmark: _Ref266196805]
Identifikasi Permasalahan Pembangunan dari Kebijakan Nasional/Provinsi dan Lingkungan Eksternal Lainnya
	
No.
	Isu Penting dan Masalah Mendesak

	
	Tingkat Nasional
	Tingkat Provinsi
	Lingkungan Eksternal Lainnya

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	dst
	
	
	


*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

Cara Pengisian Tabel.T-V.C.70:
Kolom	(1)	diisi dengan nomor urut sesuai dengan urutan isu dan masalah mendesak ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. 
Kolom	(2)	diisi dengan uraian isu dan masalah mendesak ditingkat nasional yang mengacu pada rancangan awal rencana RKPatau dari sumber informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. 
Kolom	(3)	diisi dengan uraian isu dan masalah mendesak ditingkat regional/provinsi yang mengacu pada hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah dan pencapaian kinerja RPJMD Provinsi. Di samping itu karena adanya isu baru yang timbul pada waktu proses penyusunan rancangan awal RKPD.
Kolom	(4)	diisi dengan uraian isu strategis dan masalah mendesak yang secara umum terjadi di lingkungan eksternal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang berpengaruh bagi pemerintah daerah. 

BAB III. 	RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), RKPD provinsi dan juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD kabupaten/kota
Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun ....(Tahun Lalu/n-2) dan Perkiraan Tahun ...... (Tahun Berjalan/n-1).
Memuat penjelasan tentang kondisi dan analisis data statistik perekonomian daerah, yang antara lain mencakup: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Inflasi, Sumbangan Sektoral, Tingkat Investasi (termasuk PMA dan PMDN), Ekspor, dan Indikator Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi yang tersedia di Daerah. 
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun ........... (Tahun Rencana/n)dan Tahun ...... (Satu Tahun setelah Tahun Rencana/n+1).
Mengidentifikasi tantangan dan prospek perekonomian daerah, khususnya pada tahun rencana (tahun n) dan 1 (satu) tahun setelah tahun rencana (tahun n+1), antara lain dengan terlebih dahulu mengadakan analisis atas kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) dan juga kondisi eksternal (peluang dan ancaman) terhadap pencapaian tujuan-tujuan pembangunan daerah, yang dikaitkan dengan hasil analisis subbab 2.1, subbab 2.2 dan subbab 3.1.1.
Hasil analisis digunakan sebagai pertimbangan dalam memperkirakan proyeksi keuangan daerah serta perkiraan kerangka pendanaan untuk tahun mendatang.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah, berdasarkan hasil analisis pada bab III.
3.2.1.	Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah dituangkan kedalam tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah, sebagai berikut:
Tabel.T-V.C.71 [bookmark: _Ref266196858]
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan
Provinsi/Kabupaten/Kota *) ……..
Tahun ....... s.d tahun ........
	NO
	Uraian
	Jumlah

	
	
	Realisasi Tahun 
(n-3)
	Realisasi Tahun 
(n-2)
	Tahun Berjalan
(n-1)
	Proyeksi /Target pada Tahun Rencana (n)
	Proyeksi /Target pada Tahun (n+1)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	 
	 
	
	
	 
	 
	

	1.1
	Pendapatan asli daerah
	
	
	 
	 
	

	1.1.1
	Pajak daerah
	
	
	 
	 
	

	1.1.2
	Retribusi daerah
	
	
	 
	 
	

	1.1.3
	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
	
	
	 
	
	

	1.1.4
	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
	
	
	 
	 
	

	 
	 
	
	
	 
	 
	

	1.2
	Dana perimbangan 
	
	
	 
	 
	

	1.2.1
	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak
	
	
	 
	 
	

	1.2.2
	Dana alokasi umum
	
	
	 
	 
	

	1.2.3
	Dana alokasi khusus
	
	
	 
	 
	

	 
	 
	
	
	 
	 
	

	1.3
	Lain-lain pendapatan daerah yang sah
	
	
	 
	 
	

	1.3.1
	Hibah
	
	
	 
	 
	

	1.3.2
	Dana darurat
	
	
	 
	 
	

	1.3.3
	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya 
	
	
	 
	 
	

	1.3.4
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
	
	
	 
	 
	

	1.3.5
	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**)
	
	
	 
	 
	

	 
	 
	
	
	 
	 
	

	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 +1.2+1.3)
	
	
	 
	 
	


*) 	Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota
**)		Sesuaikan dengan asal sumber bantuan keuangan.

Keterangan:
n +1	= 	1 tahun setelah tahun rencana
n	= 	tahun rencana
n-1	= 	1 tahun sebelum tahun rencana
n-2	= 	2 tahun sebelum tahun rencana
n-3	= 	3 tahun sebelum tahun rencana

Cara Pengisian Tabel.T-V.C.71:
Pengisian kolom (3) dan kolom (4) diambil dari data Laporan Pertanggungjawaban APBD.
Pengisian kolom (5) diambil dari data APBD tahun berjalan yang baru disahkan.
Kolom (6) dan kolom (7) diperhitungkan berdasarkan hasil ananisis proyeksi/target berdasarkan data kolom (3), kolom (4) dan kolom (5), dengan mempertimbangkan hasil analisis subbab 2.1, subbab 2.2, subbab 4.1.1 dan subbab 4.1.2.



3.2.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan belanja daerah, berdasarkan hasil analisis pada Bab III.

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Memuat penjelasan tentang analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah berdasarkan realisasi tahun-tahun sebelumnya, yang mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.
Sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD, meliputi: Pendapatan pajak daerah, Pendapatan retribusi daerah, Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah, sedangkan Dana perimbangan, terdiri dari: Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Buka Pajak (Sumber daya Alam), Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Dana Otonomi Khusus (hanya untuk Provinsi Aceh dan Provinsi Papua), Dana Penyesuaian.
Lain-lain Pendapatan yang sah, meliputi: dana hibah, dana darurat, bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya.
Berdasarkan realisasi dan proyeksi pendapatan daerah serta pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan dimasa mendatang, selanjutnya dirumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos Pendapatan Daerah dalam APBD. Arah kebijakan pendapatan daerah meliputi:
a. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasikan dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan.
b. Uraian arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah.
c. Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target.

3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah
Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, minimal yang terkait langsung dengan pengelolaan Belanja (Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung) dalam APBD.
Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap SKPD.
Belanja tidak langsung untuk belanja hibah, belanja sosial, dan belanja bantuan kepada provinsi dan kabupaten/kota/pemerintah desa, serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja langsung.
Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah, serta target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, selanjutnya dituangkan dalam format tabel sebagai berikut:


Tabel.T-V.C.72 
Realisasi dan Proyeksi
Belanja Daerah
Tahun ....... s.d Tahun ........
	NO
	Uraian
	Jumlah

	
	
	Realisasi Tahun 
(n-3)
	Realisasi Tahun 
(n-2)
	Tahun Berjalan
(n-1)
	Proyeksi /Target pada Tahun Rencana (n)
	Proyeksi pada Tahun (n+1)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	 
	 
	
	
	 
	 
	

	2.1
	Belanja Tidak Langsung
	
	
	 
	 
	

	2.1.1
	Belanja pegawai
	
	
	 
	 
	

	2.1.2
	Belanja bunga 
	
	
	 
	 
	

	2.1.3
	Belanja subsidi
	
	
	 
	 
	

	2.1.4
	Belanja hibah
	
	
	 
	 
	

	2.1.5
	Belanja bantuan sosial
	
	
	 
	 
	

	2.1.6
	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*
	
	
	 
	 
	

	2.1.7
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa*
	
	
	 
	 
	

	2.1.8
	Belanja tidak terduga
	
	
	 
	 
	

	B
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	 
	 
	

	2.2
	Belanja Langsung
	
	
	 
	 
	

	2.2.1
	Belanja pegawai
	
	
	 
	 
	

	2.2.2
	Belanja barang dan jasa 
	
	
	 
	 
	

	2.2.3
	Belanja modal
	
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	C
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	 
	 
	

	 D
	TOTAL JUMLAH BELANJA
	
	
	 
	 
	

	 
	 
	
	
	 
	 
	


*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

n +1	=	1	tahun setelah tahun rencana
n	=		tahun rencana
n-1	=	1	tahun sebelum tahun rencana
n-2	=	2	tahun sebelum tahun rencana
n-3	=	3	tahun sebelum rencana

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah 
Berisikan uraian mengenai kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah.
Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.
Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. 
Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.
Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, proyeksi/target tahun rencana serta 1 (satu) tahun setelah tahun rencana dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam bentuk tabel dengan format sebagai berikut:
Tabel.T-V.C.73 
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah
Tahun ....... s.d Tahun ........

	NO
	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah
	Jumlah

	
	
	Realisasi Tahun 
(n-3)
	Realisasi Tahun 
(n-2)
	Tahun Berjalan
(n-1)
	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana (n)
	Proyeksi/Target pada Tahun (n+1)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Penerimaan pembiayaan
	
	
	 
	 
	

	3.1.1
	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)
	
	
	 
	 
	

	3.1.2
	Pencairan Dana Cadangan
	
	
	 
	 
	

	3.1.3
	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
	
	
	 
	 
	

	3.1.4
	Penerimaan pinjaman daerah
	
	
	 
	 
	

	3.1.5
	Penerimaan kembali pemberian pinjaman
	
	
	 
	 
	

	3.1.6
	Penerimaan piutang daerah
	
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
	
	
	 
	 
	

	 
	 
	
	
	 
	 
	

	3.2
	Pengeluaran pembiayaan
	
	
	 
	 
	

	3.2.1
	Pembentukan dana cadangan
	
	
	 
	 
	

	3.2.2
	Penyertaan modal (Investasi) daerah
	
	
	 
	 
	

	3.2.3
	Pembayaran pokok utang
	
	
	 
	 
	

	3.2.4
	Pemberian pinjaman daerah
	
	
	 
	 
	

	 
	 
	
	
	 
	 
	

	 
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
	
	
	 
	 
	

	 
	 
	
	
	 
	 
	

	 
 JUMLAH  PEMBIAYAAN NETTO                         
	
	
	 
	 
	


*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

BAB IV.	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.
Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioitas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.
Pada bagian ini dirumuskan:
1. Metodologi penyusunan prioritas, dengan memperhatikan beberapa kriteria, antara lain:
a. Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap MDGs, Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja.
b. Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD,
c. Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah.
d. Korelasinya terhadap isu strategis daerah.
2. Prioritas pembangunan daerah untuk tahun rencana sebagai arahan bagi SKPD dalam menjabarkan program dan kegiatan yang dibutuhkan pada tahun rencana.
3. Untuk masing-masing prioritas pembangunan, selanjutnya dirumuskan sasaran yang hendak dicapai dan fokus/agenda pokok, nama program, SKPD pelaksana serta rincian indikasi kegiatan prioritas.
4. Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang dipilih oleh daerah tersebut.
5. Untuk dasar perhitungan pagu indikatif setiap program prioritas, maka masing-masing kegiatan prioritas dilengkapi dengan tolok ukur kinerja keluaran setiap kelompok program, serta kebutuhan pembiayaannya.
6. Kerangka pendanaan disusun bersifat indikatif dan disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah. 
4.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD dengan mengisi tabel berikut ini:

Tabel.T-V.C.74 
Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan

	No
	Visi/Misi
	Tujuan
	Sasaran

	
	
	
	



Tabel diatas kemudian dideskripsikan dengan jelas tentang maksud dan kriteria masing-masing kolom dan keterhubungannya.

4.2. Prioritas dan Pembangunan 
Suatu prioritas pembangunan daerah tahun (n) pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana. Keterhubungannya dijelaskan dalam tabel berikut:
Tabel.T-V.C.75 
Prioritas Pembangunan Daerah

	No
	Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)
	Prioritas Pembanguan daerah
(RKPD)

	
	P1
P2
	





Selanjutnya masing-masing prioritas pembangunan daerah dijelaskan dalam program dan kegiatan prioritas terkait, sebagaimana tabel berikut ini:
Tabel.T-V.C.76 
Penjelasan Program Pembangunan Daerah
	No
	Prioritas pembangunan
	Program/Pembangunan
	Kinerja
	SKPD

	
	
	
	Indikator
	Target
	

	
	
	
	
	
	



BAB V. 	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.
Sajikan dalam bentuk tabel seperti contoh Tabel.T-V.C.67

BAB VI.	PENUTUP
Telah dijelaskan tahapan-tahapan sistematika penyajian rancangan awal pada bab-bab diatas, sehingga memberikan gambaran pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dalam penyusunan RKPD beserta lampiran hasil (kertas kerja).

E. [bookmark: _Ref263841826][bookmark: _Ref261256514][bookmark: _Ref256094887]PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD
Penyusunan rancangan RKPD yang dijelaskan dalam bagian ini digunakan untuk menyusun RKPD provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan rangkaian mulai dari penyusunan rancangan awal RKPD dan berakhir pada penetapan RKPD.
Tahapan penyusunan rancangan RKPD provinsi dan kabupaten/kota mencakup kegiatan-kegiatan:evaluasi rancangan awal RKP dan rancangan awal RKP tahun rencana; verifikasi dan integrasi rancangan Renja SKPD; dan penyelarasan penyajian rancangan RKPD, melalui proses sebagai berikut:
Gambar. G-V.D.1 
Penyusunan Rancangan RKPD Provinsi





Gambar. G-V.D.2 
Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten/kota




Penyusunan rancangan RKPD merupakan kelanjutan dari tahap penyusunan rancangan awal RKPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:
1. Tahap perumusan rancangan RKPD
2. Tahap penyajian rancangan RKPD

D.1. Tahap Perumusan Rancangan RKPD
Setelah rancangan awal RKPD dibuat, tahap selanjutnya adalah merumuskan dokumen tersebut menjadi rancangan RKPD. Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam rancangan awal RKPD provinsidengan rancangan Renja SKPD dan mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/provinsi tahun rencana. Dengan demikian, penyusunan rancangan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja SKPD serta untuk mengharmoniskan dan menyinergikannya terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi. Penyusunan rancangan RKPD ini dilakukan oleh Kepala Bappeda beserta tim, berkoordinasi dengan Kepala SKPD.
Pada dasarnya, sistematika materi antara rancangan awal dan Rancangan RKPDsama. Masing-masing terdiri dari: pendahuluan, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pagu indikatif, prioritas & sasaran pembangunan, dan program dan kegiatan prioritas serta pagu indikatif. Keseluruhan materi tersebut telah dianalisis dan dirumuskan dalam tahap penyusunan rancangan awal RKPD. Tahap perumusan dalam rancangan RKPD lebih bersifat penajaman dan penyempurnaan materi yang telah dihasilkan pada tahap sebelumnya. Oleh karena itu, kegiatan atau langkah-langkah dalam perumusan tahap ini relatif lebih singkat.
D.1.1. Perumusan Isi dan Substansi Rancangan RKPD Provinsi
Dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:
1. Evaluasi rancangan awal RKP
2. Verifikasi dan integrasi rancangan RenjaSKPD
3. Penyelarasan penyajian


D.1.1.1. Evaluasi Rancangan Awal RKP
Evaluasi ini merupakan bagian dari proses identifikasi kebijakan nasional dimana pemerintah provinsi melakukan evaluasi terhadap rancangan awal RKP (pusat). Evaluasi ini dimaksudkan untuk melengkapi analisis dan evaluasi yang telah dilakukan pada tahap penyusunan rancangan awal, khususnya identifikasi kebijakan nasional untuk tahun rencana. Suatu kebijakan menjadi relevan bagi suatu daerah (yang dengan demikian harus dipedomani) karena beberapa karakteristik:
1. Amanat perundang-undangan yang bersifat mengikat secara umum (seluruh daerah) atau khusus pada daerah tertentu.
2. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah merupakan tujuan dari kebijakan tersebut.
3. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah dipengaruhi secara tidak langsung oleh kebijakan dimaksud.
Kebijakan nasional lainnya memiliki dampak strategik bagi daerah tahun rencana karena beberapa karakteristik:
a. Kebijakan pemerintah pusat yang mengandung peluang bagi pengembangan daerah.
b. Kebijakan pemerintah pusat yang berdampak negatif bagi suatu daerah jika tidak diantisipasi dengan program tertentu.
Pada tataran praktis, sebagian kebijakan diwujudkan atau nyata terlihat dari program dan kegiatan yang diagendakan pada tahun rencana. Dengan demikian, penelusuran muatan kebijakan ditingkat pusat oleh pemerintah provinsi sekurang-kurangnya dilakukan pada rancangan awal RKP, baik yang secara implisit disebutkan dalam pernyataan tentang kebijakan dan prioritas pembangunan nasional tahun rencana maupun jabaran program dan kegiatan prioritas yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung rencana pembangunan suatu daerah.
Langkah persiapan ini dilakukan dengan menghimpun informasi berdasar sumbernya sebagai berikut:
1. Dari Pemerintah:
Rancangan awal RKP, untuk mengidentifikasi informasi terkait dengan kebijakan atau prioritas nasional yang berdampak langsung/tidak langsung bagi suatu daerah serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di provinsi berkenaan.
2. Dari Provinsi:
a) RPJMD Provinsi: untuk mengidentifikasi program dan kegiatan yang harus dicapai targetnya pada tahun rencana.
b) Rancangan RKPD: menginformasikan isu-isu strategis, tujuan, indikator pencapaian dan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah dan pagu indikatif berdasarkan sumber pendanaan, serta penyempurnaan rancangan awal RKPD dengan masukan dari hasil musrenbang kecamatan dan Forum SKPD.
c) Rancangan RenjaSKPD provinsi Forum SKPD provinsi; sebagai bahan verifikasi dan sinkronisasi untuk rancangan RKPD pada musrenbang provinsi.

D.1.1.2. Verifikasi dan Integrasi Program & Kegiatan Prioritas
Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa materi atau muatan rancangan RKPD sama dan telah melalui proses sinkronisasi dari Renja SKPD dari seluruh SKPD. Tujuan pokok penyelarasan adalah menyangkut kesamaan materi antara program dan kegiatan prioritas tiap-tiap SKPD pada rancangan SKPD telah sama dengan muatan nama program dan kegiatan prioritas tiap-tiap SKPD, termasuk informasi tentang indikator kinerja (input, output, dan outcome) masing-masing program/kegiatan prioritas. Tujuan lain yang tak kalah penting adalah memastikan agar program dan kegiatan prioritas yang terkait atau merupakan penjabaran dari prioritas pembangunan daerah telah sepenuhnya tercantum dalam rancangan Renja SKPD pada SKPD terkait.
Pada tahap verifikasi, seluruh SKPD wajib menyampaikan rancangan Renja SKPD hasil penyempurnaan forum SKPD provinsi dan kabupaten/kota kepada Bappeda paling lambat pada minggu pertama bulan April dengan menggunakan nota dinas pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian rancangan Renja SKPD kepada Kepala Bappeda. Dalam hal suatu rancangan belum sesuai sebagaimana di maksud pada paragraf diatas maka Bappeda akan mengembalikan rancangan Renja SKPD kepada SKPD terkait, hingga tercapai keselarasan atau kesesuaian sebagaimana dimaksud.
Pada akhirnya, tujuan akhir integrasi program dan kegiatan prioritas adalah untuk memastikan bahwa pagu indikatif program telah selaras dengan pagu indikatif kegiatan. Dengan kata lain, pagu indikatif kegiatan yang tercantum dalam rancangan Renja SKPD telah tidak melebihi batas pagu program atau total pagu indikatif kegiatan telah sesuai dengan perhitungan kapasitas keuangan daerah yang dialokasikan bagi belanja langsung SKPD.

D.1.1.3. Penyelarasan Materi Penyajian
Tahap ini merupakan sinkronisasi terhadap penyajian rancangan awal RKPDdi keseluruhan bab sehubungan dengan adanya perubahan dibab-bab tertentu oleh proses yang spesifik pada tahap perumusan rancangan RKPD. 
Untuk evaluasi rancangan awal RKP untuk provinsi, rancangan awal RKPD dan RKPD provinsi untuk kabupaten/kota akan data dan informasi pada tahap evaluasi kebijakan nasional dan provinsi yang dengan demikian akan mempengaruhi materi penyajian dirancangan RKPD Bab Telaahan Kebijakan Nasional dan Provinsi. Hasil dari evaluasi tersebut (jika ada perubahan prioritas dan sasaran pembangunan dan program serta kegiatan prioritas) akan merubah/menambah materi terkait pada bab telaahan kebijakan nasional dan provinsi. Jika dirasa perlu, untuk memenuhi aspek kecukupan informasi, hal-hal terkait dengan perubahan tersebut, ditambahkan informasi yang relevan pada bab analisis dan evaluasi disubbab terkait.

D.1.2. Perumusan isi dan substansi rancangan RKPD kabupaten/kota
Dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:
1. Evaluasi rancangan awal RKP dan RKPD Provinsi
2. Verifikasi dan integrasi rancangan Renja SKPD
3. Penyelarasan penyajian

D.1.2.1. Evaluasi Rancangan Awal RKP dan RKPD Provinsi untuk Kabupaten/kota
Evaluasi ini merupakan bagian dari proses identifikasi kebijakan nasional dimana pemerintah kabupaten/kota mengevaluasi rancangan awal RKP dan RKPD Provinsi. Evaluasi dimaksudkan untuk melengkapi analisis dan evaluasi yang telah dilakukan pada tahap penyusunan rancangan awal, khususnya identifikasi kebijakan nasional/provinsi untuk tahun rencana. 
Suatu kebijakan menjadi relevan bagi daerah berkenaan (yang dengan demikian harus dipedomani) karena beberapa karakteristik:
1. Amanat perundang-undangan yang bersifat mengikat secara umum (seluruh daerah) atau khusus pada daerah tertentu.
2. Kebijakan pemerintah pusat/provinsi yang karena karakteristiknya, suatu daerah merupakan tujuan dari kebijakan tersebut.
3. Kebijakan pemerintah pusat/provinsi yang karena karakteristiknya, suatu daerah dipengaruhi secara tidak langsung oleh kebijakan dimaksud.
Kebijakan nasional/provinsi lainnya memiliki dampak strategik bagi daerah tahun rencana karena beberapa karakteristik:
1. Kebijakan pemerintah pusat/provinsi yang mengandung peluang bagi pengembangan daerah.
2. Kebijakan pemerintah pusat/provinsi yang berdampak negatif bagi suatu daerah jika tidak diantisipasi dengan program tertentu.
Pada tataran praktis, sebagian kebijakan diwujudkan atau nyata terlihat dari program dan kegiatan yang diagendakan pada tahun rencana. Dengan demikian, penelusuran (dengan suatu analisis terhadap) muatan kebijakan ditingkat pusat dan provinsi oleh pemerintah kabupaten/kota sekurang-kurangnya dilakukan pada rancangan awal RKP dan RKPD provinsi, baik yang secara implisit disebutkan dalam pernyataan tentang kebijakan dan prioritas pembangunan nasional/provinsi tahun rencana maupun jabaran program dan kegiatan prioritas yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung rencana pembangunan suatu daerah.
Langkah persiapan ini dilakukandengan menghimpun informasi berdasar sumbernya sebagai berikut:
1. Dari Pemerintah Pusat:
Rancangan awal RKP, untuk mengidentifikasi informasi terkait dengan kebijakan atau prioritas nasional yang berdampak langsung/tidak langsung bagi suatu daerah serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di kabupaten/kota berkenaan.
2. Dari Provinsi:
Rancangan awal RKPD provinsi, untuk mengidentifikasi informasi terkait dengan kebijakan atau prioritas provinsi yang berdampak langsung/tidak langsung bagi suatu daerah serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di kabupaten/kota berkenaan
3. Dari Kabupaten/kota:
a. RPJMD kabupaten/kota: untuk mengidentifikasi program dan kegiatan yang harus dicapai targetnya pada tahun rencana.
b. Rancangan RKPD: menginformasikan isu-isu strategis, tujuan, indikator pencapaian dan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah dan pagu indikatif berdasarkan sumber pendanaan, serta penyempurnaan rancangan awal RKPD dengan masukan dari hasil musrenbang kecamatan dan Forum SKPD.
c. Rancangan Renja SKPD hasil Forum SKPD: sebagai bahan verifikasi dan sinkronisasi untuk rancangan RKPD pada musrenbang kabupaten/kota.
d. Kriteria usulan kegiatan prioritas yang dapat diusulkan sebagai prioritas kabupaten/kota. Kriteria ini ditetapkan oleh Kepala Bappedakabupaten/kota.

D.1.2.2. Verifikasi dan Integrasi Program & Kegiatan Prioritas
Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa materi atau muatan rancangan RKPD kabupaten/kota sama dan telah melalui proses sinkronisasi dari Renja SKPD dari seluruh SKPD. Tujuan pokok penyelarasan adalah menyangkut kesamaan materi antara program dan kegiatan prioritas tiap-tiap SKPD pada rancangan SKPD telah sama dengan muatan nama program dan kegiatan prioritas tiap-tiap SKPD, termasuk informasi tentang indikator kinerja (input, output, dan outcome) masing-masing program/kegiatan prioritas. Tujuan lain yang tidak kalah penting adalah memastikan agar program dan kegiatan prioritas yang terkait atau merupakan penjabaran dari prioritas pembangunan daerah telah sepenuhnya tercantum dalam rancangan RenjaSKPD pada SKPD terkait.
Pada tahap verifikasi, seluruh SKPD wajib menyampaikan rancangan RenjaSKPD hasil penyempurnaan forum SKPD kabupaten/kota kepada Bappeda paling lambat pada akhir bulan Februari dengan menggunakan nota dinas pengantar kepala SKPD perihal penyampaian rancangan Renja SKPD kepada Kepala Bappeda. Dalam hal suatu rancangan belum sesuai sebagaimana di maksud pada paragraf diatas maka Bappeda akan mengembalikan rancangan Renja SKPD kepada SKPD terkait, hingga tercapai keselarasan atau kesesuaian sebagaimana dimaksud.
Pada akhirnya, tujuan akhir integrasi program dan kegiatan prioritas adalah untuk memastikan bahwa pagu indikatif program telah selaras dengan pagu indikatif kegiatan. Dengan kata lain, pagu indikatif kegiatan yang tercantum dalam rancangan RenjaSKPD tidak melebihi batas pagu program atau total pagu indikatif kegiatan telah sesuai dengan perhitungan kapasitas keuangan daerah yang dialokasikan bagi belanja langsung SKPD.

D.1.2.3. Penyelarasan Materi Penyajian
Tahap ini merupakan sinkronisasi terhadap penyajian rancangan awal RKPD kabupaten/kota di keseluruhan bab sehubungan dengan adanya perubahan dibab-bab tertentu oleh proses yang spesifik pada tahap perumusan rancangan RKPD. 
Untuk evaluasi rancangan awal RKP dan RKPD provinsi data dan informasi pada tahap evaluasi kebijakan nasional dan provinsi yang dengan demikian akan mempengaruhi materi penyajian dirancangan RKPD padabab telaahan kebijakan nasional dan provinsi. Hasil dari evaluasi tersebut (jika ada perubahan prioritas dan sasaran pembangunan dan program serta kegiatan prioritas) akan merubah/menambah materi terkait pada bab telaahan kebijakan nasional dan provinsi. Jika dirasa perlu, untuk memenuhi aspek kecukupan informasi, hal-hal terkait dengan perubahan tersebut, ditambahkan informasi yang relevan pada bab analisis dan evaluasi disubbab terkait.

D.2. Tahap Penyajian Rancangan RKPD
Penyajian rancangan RKPD disusun menurut sistematika yang telah disusun sebagaimana disajikan pada rancangan awal RKPD provinsi. Kertas kerja yang muncul pada tahap penyusunan rancangan RKPDsebagaimana dijelaskan pada subbab diatas menjadi dasar perubahan materi terkait dari isi rancangan awal RKPD. 
Dengan demikian, sistematika penyajian rancangan RKPD (adalah sama dengan rancangan awal RKPD), sebagai berikut:

BAB  I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Sama dengan isi rancangan awal RKPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Sama dengan isi rancangan awal RKPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.
1.3. Hubungan Antar Dokumen
Sama dengan isi rancangan awal RKPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.
1.4. Sistematika Dokumen RKPD
Sama dengan isi rancangan awal RKPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.
1.5. Maksud dan Tujuan
Sama dengan isi rancangan awal RKPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

BAB  II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah
Sama dengan isi rancangan awal RKPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
Sama dengan isi rancangan awal RKPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
Sama dengan isi rancangan awal RKPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.
BAB  III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 
Sama dengan isi rancangan awal RKPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 
Sama dengan isi rancangan awal RKPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

BAB  IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Sama dengan isi rancangan awal RKPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n)
Sama dengan isi rancangan awal RKPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.
BAB  V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Sama dengan isi rancangan awal RKPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.
BAB  VI PENUTUP
Sama dengan isi rancangan awal RKPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.
[bookmark: _Ref263841964][bookmark: _Ref256080890]
F. PELAKSANAAN MUSRENBANG RKPD
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD merupakan forum antarpemangku kepentingan dalam rangka membahas rancangan RKPD yang dalam penjelasan ini akan terbagi menjadi musrenbang RKPD provinsi dan kabupaten/kota dan musrenbang RKPD kabupaten/kota dikecamatan sesuai dengan pentahapannya
E.1. [bookmark: _Ref261259356]Pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota
1. Musrenbang RKPD provinsi dan kabupaten/kota merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan pembangunan daerah Provinsi/kabupaten/kota sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah.
2. Musrenbang RKPD Provinsi bertujuan untuk:
a. menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah provinsi dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kabupaten/kota;
b. mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah provinsi pada musrenbang RKPD kabupaten/kota dan/atau sebelum musrenbang RKPD provinsi dilaksanakan;
c. mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan provinsi; dan
d. menyepakati prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan.

3. Musrenbang RKPD Kabupaten/kota bertujuan untuk:
a. Menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah kabupaten/kota dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi;
b. mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota pada musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD kabupaten/kota dilaksanakan;
c. mempertajam indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten/kota; dan
d. menyepakati prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah.
4. Secara ringkas pelaksanaan musrenbang RKPD provinsi dan kabupaten/kota dapat dilihat dalam gambar bagan alir sebagai berikut:


Gambar. G-V.E.1.1 
Bagan Alir Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota






5. Hasil Musrenbang RKPD provinsi dijadikan bahan penyusunan rancangan akhir RKPD provinsi.
6. Hasil Musrenbang RKPD kabupaten/kota dijadikan bahan penyusunan rancangan akhir RKPD kabupaten/kota dan sebagai bahan masukan untuk membahas rancangan RKPD provinsi dalam musrenbang RKPD Provinsi.
7. Dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektifitas sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan, musrenbang RKPD provinsi diselenggarakan paling lama pada minggu ketiga bulan April. 
Sedangkan penyelenggaraan musrenbang RKPD kabupaten/kota diselenggaran paling lamapada minggu terakhir bulan Maret.
8. Tata tertib penyelenggaraan musrenbang RKPD kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah.
9. Unsur-unsur yang dilibatkan dalam musrenbang RKPD provinsi dan kabupaten/kota sebagai berkut:
a. Peserta
Peserta musrenbang provinsi terdiri dari Gubernur dan Wakil Gubernur, pimpinan dan anggota DPRD, unsur pemerintah pusat, para bupati/walikota, Kepala Bappeda dan SKPD provinsi, para Kepala Bappeda kabupaten/kota, pejabat instansi vertikal di provinsi, para delegasi mewakili peserta musrenbang kabupaten/kota, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, unsur pengusaha/investor, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan serta unsur lain yang dipandang perlu.

Peserta musrenbang kabupaten/kota terdiri dari bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota, pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota, unsur pemerintah pusat, pejabat Bappeda dan SKPD provinsi, pejabat SKPD kabupaten/kota, para camat, para delegasi mewakili peserta musrenbang kecamatan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, unsur pengusaha/investor, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan serta unsur lain yang dipandang perlu.

b. Narasumber 

Pimpinan atau anggota DPRD provinsi, pejabat darikementerian/lembaga ditingkat pusat, pejabat SKPD provinsi atau dari unsur lain yang dipandang perlu, dapat diundangmenjadi narasumber musrenbang RKPD provinsi.
Pimpinan atau anggota DPRD kabupaten/kota, pejabat darikementerian/lembaga ditingkat pusat, pejabat SKPD provinsi dan pejabat SKPD kabupaten/kota atau dari unsur lain yang dipandang perlu, dapat diundang menjadi narasumber musrenbang RKPD kabupaten/kota.
c. Fasilitator
Tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi musrenbang RKPD provinsi dan kabupaten/kota.

10. Musrenbang RKPD provinsi dan kabupaten/kota diselenggarakan dalam 3 (tiga) tahapan terdiri dari: 
a. Persiapan musrenbang RKPD 
b. Penyelenggaraan musrenbang RKPD 

E.1.1. Persiapan Musrenbang RKPD 
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini antara lain:
1. Menyusun jadwal dan agenda musrenbang RKPD.
2. Menyiapkan bahan/materi bahasan musrenbang RKPD 
3. Mempublikasikan seluas-luasnya kepada masyarakat pokok-pokok materi RKPD yang akan dibahas dalam musrenbang RKPD melalui media massa.
4. Pokok-pokok materi yang akan dipublikasikan sekurang-kurangnya mencakup program pembangunan daerah daerah provinsi yang mempunyai nilai manfaat langsung kepada masyarakat.
5. Mengumumkan secara luas jadwal, tempat dan agenda musrenbang paling lama 7 (tujuh) hari sebelum musrenbang diselenggarakan.
6. Merancang pembagian kelompok diskusi dan menyiapkan panduan penyelenggaran tata tertib sidang/diskusi kelompok musrenbang RKPD termasuk dalam panduan dirumuskan teknis pengambilan keputusan dalam rapat/persidangan mengutamakan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.Apabila pengambilan keputusan tidak dapat ditetapkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, pengambilan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta yang hadir.
7. Mengundang narasumber dan fasilitator sesuai dengan kebutuhan

E.1.2. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini antara lain:
1. Acara pembukaan musrenbang 
2. RapatPleno I, pemaparan materi dari para nara sumber dan rancangan RKPD.
3. Pembahasan materi dalam kelompok diskusi musrenbang RKPD:
4. Rapat Pleno II, pemaparan hasil pembahasan materi rancangan RKPD oleh setiap pimpinan kelompok diskusi, dan tanggapan, penajaman, dan klarifikasi dari seluruh peserta musrenbang RKPD untuk disepakati menjadi keputusan musrenbang RKPD.

5. Rangkuman hasil rapat pleno II musrenbang RKPD selanjutnya di rumuskan kedalam rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD oleh tim perumus yang dipimpin oleh Kepala Bappeda.
6. Rancangan berita acara kesepakan hasil musrenbang RKPD yang memuat rumusan kesepakatan hasil musrenbang RKPD, antara lain teridiri dari lampiran-lampiran sebagai berikut:
a. Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD;
b. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah;
c. Daftar usulan yang belum disetujui musrenbang RKPD;
d. Daftar hadir peserta musrenbang RKPD;
dengan contoh format sebagai berikut:
a. Format Rancangan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD

RANCANGAN BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RKPD
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA......*)
Tahun .............

Pada hari……………Tanggal.......……, sampai dengan tanggal ………… bulan ………… tahun …………bertempat di ................., telah diselenggarakan musrenbang RKPD Provinsi ............ yang dihadiri olehpemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta dalam Lampiran I berita acara ini. 
Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:
1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh ...... (dijelaskan secara berurutan pejabat yang menyampaikan) pada acara pembukaan musrenbang RKPD.
2. Pemaparan materi(disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan).
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta musrenbang RKPD terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi musrenbangRKPD, maka pada:
Hari dan Tanggal 	: 	....................................................................
J a m 	: 	....................................................................
Tempat 	: 	....................................................................
seluruh peserta musrenbang RKPD provinsi/kabupaten/kota........*)

MENYEPAKATI

KESATU	: Menyepakati sasaran dan prioritas daerah, rencana program dan kegiatan prioritas yang disertai indikator dan target kinerjadan kebutuhan pendanan dalam rancangan RKPD provinsi/kabupaten/kota........*) Tahun .... sebagaimana tercantum dalam Lampiran II berita acara ini.. 
KEDUA	:	Menyepakati program dan kegiatan yang belum dapat diakomodir dalam rancangan RKPD provinsi/kabupaten/kota........*) Tahun .... beserta alasannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III berita acara ini.
KETIGA	:	Menyepakati rumusan yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil kesepakatan Musrenbang RKPD provinsi/kabupaten/kota........*) Tahun ...untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD provinsi/kabupaten/kota........*) Tahun ....

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.
........................., tanggal …...................

	
	Gubernur/bupati/walikota…..*)
selaku pimpinan sidang musrenbang RKPD Provinsi/kabupaten/kota…..*)


	
	Tanda tangan

	
	( Nama)

	
	

	
	

	

	Mewakili peserta musrenbang Provinsi .....

	

	NO
	Nama
	Lembaga/instansi
	Jabatan/Alamat
	Tanda Tangan

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	

	Dst..
	
	
	
	




b. Format Daftar Hadir Peserta Musrenbang RKPD Provinsi/Kabupaten/kota…..*)

	LAMPIRAN I
	:
	BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG PROVINSI/KABUPATEN/KOTA…..*)

	
	
	NOMOR
	:
	

	
	
	TANGGAL
	:
	




DAFTAR HADIR PESERTA MUSRENBANG RKPD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA…..*)
Provinsi		: ………………………
Tanggal		:………………………
Tempat		:………………………
	No
	Nama 
	Lembaga/Instansi
	Alamat & no telp.
	Tanda tangan

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	

	dst
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c. Format Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

	LAMPIRAN II
	:
	BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG PROVINSI/KABUPATEN/KOTA….*)

	
	
	NOMOR
	:
	

	
	
	TANGGAL
	:
	



Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun .......
Provinsi/Kabupaten/Kota …………*)

	Nomor
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
	Prioritas Daerah
	Sasaran Daerah
	Lokasi
	Indikator kinerja
	Pagu
Indikatif
	Prakiraan Maju
	Keterangan

	
	
	
	
	
	Hasil Program
	Keluaran Kegiatan
	Hasil Kegiatan
	
	
	SKPD
	Jenis Keg

	
	
	
	
	
	Tolok Ukur
	Target
	Tolok Ukur
	Target
	Tolok Ukur
	Target
	
	
	1/2/3
	1/2/3

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)

	
	Urusan .......
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bidang Urusan ......
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Program
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kegiatan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kegiatan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	dst ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Program ........
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kegiatan........
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kegiatan........
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bidang Urusan ......
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Program ........
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	dst ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

Cara Pengisian Form sebagai berikut.
Kolom (1) 	diisi dengan nomor urut prioritas pembangunan daerah untuk Tahun Rencana.
Kolom (2)	diisi dengan uraian nama program dan kegiatan prioritas rincian indikatif kegiatan prioritas yang menunjang prioritas program dengan memperhatikan apa yang diusulkan oleh SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.
Kolom (3)	diisi dengan uraian nama/rumusan prioritas pembangunan.
Kolom (4)	diisi dengan uraian judul/rumusan sasaran pembangunan daerah.
Kolom (5) 	diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
Kolom (6)	diisi dengan uraian tolok ukur hasil program dalam tahun rencana. Contoh: kualitas pendidikan bagi seluruh anak usia pendidikan SMP.
Kolom (7)	untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran dalam bentuk angka dan nama satuan dari hasil atau capaian yang ditargetkan untuk setiap program yang direncanakan sebagaimana tercantum dan/atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD dua tahun sebelum tahun rencana. Contoh satuan: jiwa/orang, satuan jumlah (unit, buah, eksemplar), satuan panjang (meter, km), satuan berat (kg, ton), satuan wilayah (desa, kecamatan, kabupaten/kota) prosentase (%) dan lainnya.
Kolom (8)	diisi dengan uraian tolok ukur keluaran dari setiap kegiatan. 
	Contoh: tersedianya ruang belajar bagi peserta didik SMP.
Kolom (9)	diisi dengan jumlah/besaran dalam bentuk angka dan nama satuan dari keluaran yang ditargetkan untuk setiap kegiatan yang direncanakan. Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang direncanakan. Contoh satuan: jiwa/orang, satuan jumlah (unit, buah, eksemplar), satuan panjang (meter, km), satuan berat (kg, ton), satuan wilayah (desa, kecamatan, kabupaten/kota) prosentase (%) dan lainnya. Contoh: 4 ruang belajar SMP.
Kolom (10)	diisi dengan uraian tolok ukur hasil dari setiap kegiatan. Contoh: tersedianya ruang belajar yang dapat menampung peserta didik SMP.
Kolom (11)	diisi dengan jumlah/besaran dalam bentuk angka dan nama satuan dari hasil yang ditargetkan untuk setiap kegiatan yang direncanakan. Jumlah/besaran hasil yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang direncanakan. Contoh satuan: jiwa/orang, satuan jumlah (unit, buah, eksemplar), satuan panjang (meter, km), satuan berat (kg, ton), satuan wilayah (desa, kecamatan, kabupaten/kota) prosentase (%) dan lainnya Contoh: 4 ruang belajar untuk 160 peserta didik atau 80% dari target hasil/capaian program.
Kolom (12)	diisi dengan jumlah pagu indikatif untuk setiap program prioritas, yang dihitung berdasarkan indikasi jenis dan besaran kegiatan yang dibutuhkan sesuai program prioritas dan kemampuan fiskal daerah. Kolom ini cukup diisi untuk pagu indikatif program saja.
Kolom (13)	diisi dengan prakiraan kebutuhan dana tahun berikutnya (n+1) dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan untuk setiap program dan kegiatan
Kolom (14)	diisi dengan siapa yang  bertanggungjawab kegiatan tersebut apakah: (1) dapat dilakukan oleh satu SKPD, tuliskan SKPDnya; (2) lintas SKPD; (3) lintas wilayah, yang diusulkan ke musrenbang provinsi/kabupaten/kota...*)
Kolom (15)	diisi dengan apa sifat jenis kegiatan tersebut:
a. sedang berjalan, yaitu program dan kegiatan satu tahun sebelum tahun yang direncanakan yang tercantum dalam renstra-SKPD.
b. alternatif, yaitu program dan kegiatan SKPD, lintas SKPD dan kewilayahan yang berdasarkan analisis perlu dilakukan pergeseran pelaksanaannya atas pertimbangan yang mempunyai dampak guna mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah.
c. baru, yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada renstra-SKPD dengan kriteria: 
1) tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat; 
2) dalam rangka mempercepat capaian target sasaran renstra-SKPD; 
3) adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan/atau 
4) dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran RenstraSKPD

d. Format Daftar Usulan yang Belum disetujui Musrenbang RKPD Provinsi/Kabupaten/kota…..*)

	LAMPIRAN III
	:
	BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG PROVINSI/KABUPATEN/KOTA….*)

	
	
	NOMOR
	:
	

	
	
	TANGGAL
	:
	




Daftar Usulan yang Belum Disetujui Musrenbang RKPD 
Provinsi/Kabupaten/Kota …………*)Tahun .......

	No
	Jenis program/kegiatan
	Lokasi
	Alasan 

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	
	Program ........
	
	

	
	Kegiatan........
	
	

	
	Kegiatan........
	
	

	
	dst .....
	
	



Cara Pengisian Form sebagai berikut:
Kolom (1) Kolom 1diisi dengan nomor urut Kegiatan Prioritas pada Tahun Rencana.
Kolom (2) diisi dengan uraian nama/rumusan kegiatan prioritas dari kecamatan atau SKPD.
Kolom (3) diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tsb.
Kolom (4) diisi dengan alasan yang menjadi pertimbangan keputusan forum sehingga kegiatan tersebut belum dapat diakomodir pada tahun rencana.

7. Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD, selanjutnya dibacakan dalam Rapat Pleno III untuk mendapat tanggapan dan persetujuan ditetapkan menjadi kesepakan hasil musrenbang RKPD.
8. Rancanganberita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD yang telah disetujui, selanjutnya ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang RKPD.
9. Bappeda menyampaikan salinan berita acara kesepakan hasil musrenbang RKPD antara lain kepada DPRD, SKPD, kepada bupati/walikota untuk kesepakatan hasil musrenbang RKPD provinsi dan kepada camat dan kepala desa atas kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten/kota atau kepada pihak lain yang dianggap perlu untuk mengetahuinya dan mempublikasikannya secara luas kepada masyarakat melalui media masa.

E.2. [bookmark: _Ref263842060]Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten/kota di Kecamatan
Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota di wilayah kecamatan
Musrenbang RKPD kabupaten/kota dikecamatan dikoordinasikan oleh Bappeda kabupaten/kota dan dilaksanakan oleh Camat. 
Tujuan penyelenggaraan musrenbang RKPD kabupaten/kota dikecamatan antara lain:
1. Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan.
2. Membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa.
3. Menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota.
Hasilmusrenbang kecamatan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan Renja SKPD. Penyelenggaraan musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan selambat-lambatnya minggu kedua bulan Pebruari. 
Secara ringkas bagan alir kegiatan musrenbang RKPD kabupaten/kota dikecamatan dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut:

Gambar. G-V.E.3.1 
Alur Proses Musrenbang Kecamatan



Unsur-unsur yang dilibatkan dalam musrenbang kecamatan sekurang-kurangnya terdiri dari:
1. Peserta
Peserta musrenbang kecamatan terdiri atas para kepala desa dan lurah, delegasi musrenbang desa, delegasi kelurahan, pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota asal daerah pemilihan kecamatan bersangkutan, perwakilan SKPD, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan dan kelompokmasyarakat rentan termarginalkan dan pemangku kepentingan lainnya skala kecamatan.
2. Narasumber
Narasumber musrenbang kecamatan dapat terdiri dari pejabat Bappeda, perwakilan DPRD, camat, dan perwakilan SKPD kabupaten/kota dan unsur lain yang diperlukan.
3. Fasilitator
Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi
Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan dilakukan dengan tahapan, sebagai berikut:
1. Persiapan musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan
2. Penyelenggaraan musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan.
E.3.1. Persiapan Musrenbang RKPD Kabupaten/kota Di Kecamatan
Dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
1. Pembentukan Tim
Camat menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan dengan anggota terdiri dari: unsur kecamatan dan unsur masyarakat (akademisi, tokoh masyarakat, LSM, dan keterwakilan perempuan) dengan mempertimbangkan kemampuan dan komitmen untuk aktif terlibat dalam seluruh tahap penyelenggaraan musrenbang kecamatan.
2. Penyusunan jadwal dan agenda musrenbang kecamatan 
3. Penyiapan data dan informasi dan bahan-bahan yang diperlukan untuk dibahas dalam musrenbang kecamatan.Data dan informasi yang disiapkan oleh Tim Penyelenggara dan bahan pembahasan musrenbang RKPD kabpaten/kota di kecamatan antara lain:
a) Daftar Kegiatan Prioritas Kecamatan
Daftar kegiatan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota di kecamatan disesuaikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RKPD yang dikelompokkan menurut SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. 
Bahan diperoleh dari Bappeda kabupaten/kota, yang dapat disusun dan disajikan kedalam format tabel sebagai berikut:
Tabel. T-V.E.3.1.1 
Daftar Rencana Kegiatan Prioritas Kecamatan
Kecamatan ............*)
Tahun.......

	No.
	Prioritas Daerah
	Sasaran Daerah
	Program 
	Kegiatan Indikatif
	Pagu Indikatif
	SKPD Penanggungjawab

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


*) Isi sesuai dengan nama kecamatan.

Cara Pengisian Tabel Daftar Rencana Kegiatan Prioritas Kecamatan, sebagai berikut.
Kolom	(1)	diisi dengan nomor urut prioritas pembangunan daerah untuk tahun rencana.
Kolom	(2)	diisi dengan uraian nama/rumusan prioritas pembangunan. 
Kolom	(3)	diisi dengan uraian judul/rumusan sasaran pembangunan daerah.
Kolom	(4)	diisi dengan uraian nama program dari masing-masing prioritas.
Kolom	(5)	diisi dengan rincian indikatif kegiatan prioritas yang menunjang prioritas program dengan memperhatikan apa yang diusulkan oleh SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.
Kolom	(6)	diisi dengan jumlah pagu indikatif untuk setiap program prioritas, yang dihitung berdasarkan indikasi jenis dan besaran kegiatan yang dibutuhkan sesuai program prioritas dan kemampuan fiskal daerah. Kolom ini cukup diisi untuk pagu indikatif program saja.
Kolom	(7)	diisi dengan nama satuan kerja perangkat daerah yang akan  bertanggungjawab dan melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah jo Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah.

b) Kompilasi Hasil Musrenbang Desa 
Kompilasi hasil musrenbang desamenurut urutan prioritas yang disepakati di musrenbang desa/kelurahan, dan dikelompokkan menurut SKPD, yang disajikan seperti dalam format tabel sebagai berikut:


Tabel. T-V.E.3.1.2 
Daftar Prioritas Desa menurut SKPD

Kecamatan	:	..................................*)
Kabupaten/Kota	:	..................................*)
Tahun	:	..................................*)

	No
	Kegiatan
	Lokasi
Desa
	Volume
	Keterangan 

	
	
	
	
	Kesesuaian Dengan Prioritas Daerah Ke...
	Status Usulan

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	



	
	
	
	
	


*)Isi disesuaikan dengan nama kecamatan/kabupaten/kota dan tahun rencana.

Cara Pengisian Form sebagai berikut:
Kolom	(1)	diisi dengan nomor urut kegiatan prioritas usulan desa/kelurahan di kecamatan tersebut pada tahun rencana.
Kolom	(2)	diisi dengan uraian nama/rumusan kegiatan prioritas dari desa/kelurahan. 
Kolom	(3)	diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
Kolom	(4)	diisi dengan jumlah dan satuan target sasaran kegiatan beserta satuannya,contoh:10 km2, 100 orang, dan sebagainya.
Kolom	(5)	diisi dukungan langsung kegiatan tersebut pada urutan prioritas daerah , misalnya: prioritas ke 1, 2, dan seterusnya. 
Kolom	(6)	diisi status usulan kegiatan prioritas, status 0 adalah usulan tahun n (tahun rencana, misalnya 2010); status 1 adalah usulan tahun n-1 yang perlu percepatan.
Catatan:			Kriteria kegiatan prioritas yang diusulkan menjadi prioritas kecamatan, ditetapkan oleh camat setelah disetujui Bappeda kabupaten/kota.
4. Penyiapan daftar berbagai unsur yang akan dilibatkan dalam musrenbang kecamatanyaitu narasumber, fasilitator, dan peserta.
5. Pemberitahuan jadwal dan tempat pelaksanaan musrenbang kepada Bappeda kabupaten/kota. Dalam hal ini camat menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bappeda dengan dilampiri bahan pembahasan musrenbang sebagaimana dimaksud pada nomor D.1.2 (jadwal dan agenda musrenbang kecamatan) diatas.
6. Mengumumkan secara terbuka jadual, tempat, dan agenda musrenbang kecamatanminimal 7 (tujuh) hari sebelum acara musrenbang dilakukan.
7. Penyampaian undangan kepada peserta musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan, yang dilampiri dengan bahan musrenbang.

E.3.2. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kabupaten/kota di Kecamatan

Dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
1. Pendaftaran peserta 
2. Acara pembukaan musrenbang 
3. Sidang Pleno I Pemaparan materi dari narasumber dan materi musrenbang:
4. Sidang Kelompok
a. Pemilihan unsur pimpinan kelompok diskusi terdiri dari ketua, sekretaris dan notulen yang dipilih dari dan oleh anggota kelompok diskusi yang difasilitasi oleh fasilitator.
b. Penyerahan kelompok diskusi dari fasilitator kepada Ketua kelompok diskusi yang terpilih untuk memimpin jalannya pemaparan dan pembahasan materi dalam kelompok diskusi.
c. Verifikasi usulan kegiatan prioritas desa/kelurahan oleh peserta musrenbang kecamatan dan dinilai kesesuaiannya dengan prioritas dan sasaran daerah sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan oleh peserta kelompok. 
d. Setelah dilakukan penyepakatan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan prioritas, selanjutnya dilakukan skoring dan rating untuk menentukan urutan prioritas. skoring dan rating dilakukan untuk tiap kelompok kegiatan dari masing-masing prioritas pembangunan daerah. Kriteria yang digunakan sebagai dasar penilaian prioritas ditetapkan oleh camat. Kriteria penilaian dapat dikembangkan sesuai kondisi setempat. 
Sebagai contoh kriteria: (1) Kesesuaian dengan rancangan awal RKPD; (2) kepentingan lintas desa/kelurahan; (3) Dukungan pada pencapaian target prioritas pembangunan kabupaten/kota; (3) Dukungan pada pemenuhan hak dasar rakyat lintas desa/kelurahan; (4) dukungan pada nilai tambah pendapatan lintas desa/kelurahan. 
Hasil prioritisasi kegiatan berdasar kriteria, disajikan dalam format tabel sebagai berikut:
Tabel. T-V.E.3.1.3 
Prioritisasi Kegiatan Berdasar Kriteria

	No
	Kegiatan 
	Kriteria
	Total
Skor
	Urutan
Prioritas

	
	
	Kesesuaian dengan Ranwal RKPD
	Kontribusi pada
Pencapaian Target
Prioritas pembangunan kabupaten
	Dukungan pada pemenuhan hak dasar rakyat
	Dukungan nilai tambah
	Lain-lain
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Cara Pengisian Tabel Prioritisasi Kegiatan Berdasar Kriteria:
Kolom	(1)	diisi dengan nomor urut program dan kegiatan.
Kolom	(2)	diisi dengan kegiatan prioritas desa/kelurahan yang diusulkan.
Kolom	(3)	diisi dengan angka 1 jika kurang sesuai dengan rancangan awal RKPD, angka 2 jika cukup sesuai dengan rancangan awal RKPD, dan angka 3 jika sangat sesuai dengan rancangan awal RKPD. Kesesuaian dengan rancangan awal RKPD dinilai dari kesesuaian dengan rancangan kegiatan SKPD.
Kolom	(4)	diisi dengan angka 1 jika kurang berkontribusi, angka 2 jika cukup berkontribusi, dan angka 3 jika sangat berkontribusi.
Kolom	(5)	diisi dengan angka 3 jika sangat sesuai, angka 2 jika cukup sesuai, angka 1 jika sama sekali tidak sesuai.
Kolom	(6)	diisi dengan angka 3 jika sangat mendukung peningkatan nilai tambah, angka 2 jika cukup mendukung peningkatan nilai tambah, angka 1 jika kurang mendukung peningkatan nilai tambah. Peningkatan nilai tambah dinilai dari penerima sasaran dan outcomeyang direncanakan apakah meningkatkan kemampuan memperoleh pendapatan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan sejenisnya.
Kolom	(7)	diisi dengan kriteria lain yang disepakati forum.
Kolom	(8)	diisi dengan dengan total skor. Semakin tinggi skor yang diperoleh suatu kegiatan pelayanan, semakin tinggi prioritas kegiatan tersebut untuk ditangani di tahun rencana.
Kolom	(9)	diisi dengan nomor urut prioritas kegiatan tersebut.

e. Setelah diperoleh urutan prioritas usulan kegiatan dari desa/kelurahan, forum diskusi menyepakati kegiatan yang akan dijadikan kegiatan prioritas kecamatan, untuk selanjutnya diselaraskan dengan rancangan rencana program dan kegiatan SKPD yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.
f. Selanjutnya dilakukan langkah penyelarasan rancangan kegiatan pada rancangan awal RKPD dengan Daftar Kegiatan Prioritas Kecamatan yang dihasilkan dari langkah pada huruf d diatas.
Langkah penyelarasan dapat dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut: 
1) Memeriksa apakah semua kegiatan prioritas kecamatan tersebut sudah tercantum pada rancangan kegiatan prioritas SKPD yang ada dirancangan awal RKPD.
2) Apabila kegiatan prioritas kecamatan sudah tercakup dalam rancangan kegiatan SKPD dirancangan awal RKPD, maka diserasikan lokasi dan target volume kegiatan, dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu indikatif.
3) Apabila kegiatan prioritas tersebut belum tercakup, maka ditambahkan pada daftar rencana kegiatan SKPD yang ada dirancangan awal RKPD.
4) Kegiatan prioritas kecamatan yang tidak dapat dilakukan hanya oleh satu SKPD, dikelompokkan sebagai kegiatan lintas SKPD. 
g. Langkah selanjutnya dilakukan penajaman rumusan sasaran dari kegiatan SKPD, berdasarkan prioritas kecamatan yang telah disepakati dalam diskusikelompok musrenbang kecamatan. 
h. Langkah selanjutnya dilakukan penyepakatan usulan pagu indikatif masing-masing kegiatan dalam wilayah kecamatan,yang disesuaikan dengan ketersediaan pagu indikatif yang dialokasikan untuk kecamatan tersebut.
i. Hasil kesepakatan kegiatan prioritas kecamatan menurut SKPD selanjutnya dapat dituangkan dalam contoh tabel sebagai berikut:
Tabel. T-V.E.3.1.4 
Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan berdasar SKPD
Kecamatan ………
Tahun………

	No
	prioritas Daerah
	Sasaran Daerah
	Program

	Kegiatan Prioritas 
	Sasaran Kegiatan
	Lokasi (desa/ kel)
	Volume 
	Pagu
	SKPD Penanggungjawab

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Cara Pengisian Tabel Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan Berdasar SKPD
Kolom	(1)	diisi dengan nomor urut prioritas pembangunan daerah untuk tahun rencana.
Kolom	(2)	diisi dengan uraian nama/rumusan prioritas pembangunan.
Kolom	(3)	diisi dengan uraian judul/rumusan sasaran pembangunan daerah.
Kolom	(4)	diisi dengan uraian nama program dari masing-masing prioritas.
Kolom	(5)	diisi dengan rincian indikatif kegiatan prioritas yang menunjang prioritas program dengan memperhatikan apa yang diusulkan oleh SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.
Kolom	(6)	diisi dengan uraian judul/rumusan sasaran kegiatan.
Kolom	(7)	diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tsb.
Kolom	(8)	diisi dengan jumlah, dan satuan target sasaran kegiatan beserta satuannya,contoh:10 km2, 100 orang, dan sebagainya 
Kolom	(9)	diisi dengan jumlah pagu indikatif untuk setiap program prioritas, yang dihitung berdasarkan indikasi jenis dan besaran kegiatan yang dibutuhkan sesuai program prioritas dan kemampuan fiskal daerah. Kolom ini cukup diisi untuk pagu indikatif program saja.
Kolom	(10)	diisi dengan nama SKPD yang  bertanggungjawab melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi.

j. Kegiatan yang belum dapat disepakati sebagai kegiatan prioritas kecamatan untuk dilakukan dalam tahun rencana berdasar alasannya, perlu didokumentasikan sebagai bahan pertimbangan untuk diusulkan dalam perencanaan tahun berikutnya. 
Beberapa kemungkinan alasan pertimbangan antara lain: 
1) daya ungkit terhadap capaian prioritas daerah kurang tinggi; 
2) keterbatasan anggaran tahun rencana, sehingga kemungkinan ditunda untuk diusulkan tahun berikutnya; 
3) termasuk kewenangan lintas kabupaten/kota sehingga diusulkan ke provinsi; dan
4) alasan lainnya.
k. Pendokumentasian kegiatan yang belum diakomodir disusun dengan cara disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut:
Tabel. T-V.E.3.1.5 
Daftar Kegiatan yang Belum Disepakati
Tahun……*)

Kecamatan	: …………....*)
SKPD		:………….....*)

	No
	Kegiatan
	Lokasi (Desa/Kelurahan)
	Volume 
	Alasan 

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


*) isi sesuai dengan tahun/nama kecamatan dan nama SKPD

Cara Pengisian Tabel Daftar Kegiatan yang Belum Disepakati sebagai berikut:
Kolom	(1)	diisi dengan nomor urut kegiatan prioritas usulan desa/kelurahan di kecamatan tersebut pada tahun rencana.
Kolom	(2)	diisi dengan uraian nama/rumusan kegiatan prioritas dari desa/kelurahan. 
Kolom	(3)	diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tsb.
Kolom	(4)	diisi dengan jumlah, dan satuan target sasaran kegiatan beserta satuannya, contoh:10 km2, 100 orang, dsb.
Kolom	(5)	diisi dengan alasan yang menjadi pertimbangan keputusan forum sehingga kegiatan tersebut belum dapat diakomodir pada tahun rencana.

l. Pengambilan keputusan kesepakatan terhadap kegiatan yang diusulkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
m. Apabila pengambilan keputusan tidak dapat ditetapkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, pengambilan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah kelompok diskusi.
n. Perumusan hasil kelompok diskusi dipimpin oleh ketua, sekretaris dan notulis dibantu fasilitator dan narasumber.
5. Sidang Pleno II
Sidang Pleno II dipimpin oleh Camat. Dalam sidang Pleno II bertujuan untuk:
1) Pemaparan kegiatan prioritas kecamatan beserta sasarannya, yang merupakan hasil kesepakatan dari masing-masing kelompok dihadapan seluruh peserta musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan.
2) Memperolehtanggapan, penajaman, dan klarifikasi dari seluruh peserta musrenbang kecamatan terhadap materi yang dipaparkan oleh ketua kelompok diskusi,dan pengambilan keputusan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota dikecamatan.

6. Rangkuman hasil kesepakatandalam sidang pleno II, dirumuskan kedalam rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan oleh tim perumus yang dipimpin oleh Camat.
7. Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang kecamatan,dibacakan kembali dalam sidang pleno II untuk disepakati dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbangRKPD kabupaten/kota di kecamatan.
8. Camat menyampaikan salinan berita acara kesepakatan hasil musrenbang kecamatan kepada bupati/walikota sebagai bahan penyusunan RKPD kabupaten/kota,dan kepada Kepala SKPD kabupaten/kota sebagai bahan penyusunan rancangan Renja SKPD yang akan dibahas di forum SKPD.
9. Format berita acara kesepakatan hasil musrenbang kecamatan beserta lampiran terdiri dari:
a. Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD di kecamatan;
b. Kegiatan PrioritasKecamatan menurut SKPD;
c. Daftar usulan yang belum disetujui Musrenbang RKPD di kecamatan;
d. Daftar hadir peserta musrenbang RKPD di kecamatan;
dengan contoh format sebagai berikut:

a. Format RancanganBerita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD Di Kecamatan

RANCANGAN BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RKPD
KABUPATEN/KOTA......*)
DI KECAMATAN ........ TAHUN .............

Pada hari..... tanggal..... sampai dengan tanggal ………bulan ………… tahun …………bertempat di ..............telah diselenggaran musrenbang RKPD kabupaten/kota yang dihadiri pemangu kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini. 
Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:
1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh ...... (dijelaskan secara berurutan pejabat yang menyampaikan) pada acara pembukaan musrenbang kecamatan.
2. Pemaparan materi lainnya (disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan). 
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta musrenbang kecamatan terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi musrenbang kecamatan, maka pada:
Hari dan Tanggal 	: 	....................................................................
J a m 	: 	....................................................................
Tempat 	: 	....................................................................
musrenbang kecamatan .............. :

MENYEPAKATI
KESATU	:	Kegiatan Prioritas, Sasaran, yang disertai targetdan kebutuhan pendanan dalam Daftar Prioritas Kecamatan …… Kabupaten/kota ...*) Tahun .... sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini. 
KEDUA	:	Usulan program dan kegiatan yang belum dapat diakomodir dalam rancangan RKPD Kabupaten/kota ...*) Tahun .... - .... beserta alasan penolakannya sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.
KETIGA	:	Hasil kesepakatan sidang-sidang kelompok Musrenbang Kecamatan …..Kabupaten/kota ...*) Tahun... dan Daftar hadir Peserta Musrenbang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita ini.
KEEMPAT	:	Berita acara ini dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD kabupaten/kota *) ....... Tahun …. 
Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.
..........................., tanggal …...........

	
	Pimpinan Sidang 

	
	Tanda tangan

	
	( Nama)

	
	

	
	

	

	Mewakili peserta musrenbang Kabupaten/Kota*) .....

	

	NO
	Nama
	Lembaga/instansi
	Alamat 
	Tanda Tangan

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	

	Dst..
	
	
	
	




b. Format Daftar Hadir Peserta Musrenbang Kecamatan

	LAMPIRAN I
	:
	BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG KECAMATAN

	
	
	NOMOR
	:
	

	
	
	TANGGAL
	:
	



Daftar Hadir Peserta Musrenbang Kecamatan
Kecamatan	: ………...............
Tanggal	:………...............
Tempat	:………...............
	No
	Nama 
	Lembaga/Instansi
	Alamat & no telp.
	Tanda tangan

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



c. Format Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan Menurut SKPD 

	LAMPIRAN II
	:
	BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG KECAMATAN

	
	
	NOMOR
	:
	

	
	
	TANGGAL
	:
	



Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan Menurut SKPD
Kecamatan	: ………...............
Tahun    :………...............

	No
	Prioritas Daerah
	Sasaran Daerah
	Program

	Kegiatan Prioritas 
	Sasaran Kegiatan
	Lokasi (desa/ kel)
	Volume 
	Pagu
	SKPD Penanggungjawab

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



d. Format Daftar Kegiatan yang belum disepakati

	LAMPIRAN III
	:
	BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG KECAMATAN

	
	
	NOMOR
	:
	

	
	
	TANGGAL
	:
	



Daftar Kegiatan yang Belum Disepakati
Tahun……

	No
	Kegiatan
	Lokasi (Desa/Kelurahan)
	Volume 
	Alasan 

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[bookmark: _Ref256081050]
G. [bookmark: _Ref263842109][bookmark: _Ref261264063]PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR
Penyusunan Rancangan Akhir RKPD ini digunakanuntuk RKPD provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan rangkaian penyusunan RKPD yang berawal dari penyusunan rancangan awal RKPD dan berakhir pada penetapan RKPD.
Tahapan penyusunan rancangan akhir RKPD mencakup kegiatan-kegiatan:evaluasi hasil musrenbang Nasional RKP; sinkronisasi musrenbang RKPD; dan penyelarasan penyajian rancangan akhir RKPD, melalui proses sebagai berikut:

Gambar. G-V.F.1 
Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Provinsi





Gambar. G-V.F.2 
Penyusunan RancanganAkhir RKPD Kabupaten/kota



Perumusan rancangan akhir RKPDdilakukan melalui tahapan dan tatacara sebagai berikut:
1. Perumusan rancangan akhir RKPD
2. Penyajian rancangan akhir RKPD
F.1. Tahap Perumusan Rancangan Akhir RKPD
Setelah musrenbang RKPD provinsi dan musrenbang RKPD kabupaten/kota diselenggarakan, tahap selanjutnya adalah mensinkronkan hasil kesepakatan musrenbang tersebut kedalam Rancangan RKPD menjadi Rancangan Akhir RKPD. Pada saat bersamaan, dilakukan evaluasi terhadap hasil musrenbang nasional RKP dan musrenbang RKPD provinsi untuk kabupaten/kota guna memperoleh tambahan informasi atau kebijakan yang harus diacu atau diselaraskan dalam rancangan akhir RKPD. 
Dengan demikian, rancangan akhir RKPD provinsi dirumuskan berdasarkan masukan hasil musrenbang provinsi dan RKPD kabupaten/kota berdasarkan hasil musrenbang kabupaten/kota dengan memperhatikan hasil musrenbang nasional RKP untuk mencapai sinergitas, harmonisasi, dan sinkronisasi pembangunan. 
Pada dasarnya, sistematika materi antara Rancangan RKPD dan Rancangan akhir RKPD sama. Masing-masing terdiri dari: pendahuluan, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pagu indikatif, prioritas & sasaran pembangunan, dan program & kegiatan prioritas serta pagu indikatif. Keseluruhan materi tersebut telah dianalisis dan dirumuskan dalam tahap penyusunan rancangan awal RKPD. Perumusan dalam rancangan akhir RKPD lebih bersifat penajaman dan penyempurnaan materi yang telah dihasilkan pada tahap sebelumnya. Oleh karena itu, kegiatan atau langkah-langkah dalam perumusan tahap ini relatif lebih singkat.
F.1.1. Perumusan Rancangan Akhir RKPD Provinsi
Dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:
1. Evaluasi Musrenbangnas RKP 
2. Sinkronisasi hasil Musrenbang RKPD Provinsi
3. Penyelarasan Penyajian
F.1.1.1. Evaluasi Musrenbangnas RKP 
Evaluasi dimaksud merupakan bagian dari proses identifikasi kebijakan nasional untuk melengkapi analisis dan evaluasi yang telah dilakukan pada tahap penyusunan rancangan RKPD provinsi, khususnya identifikasi kebijakan nasional yang disampaikan dalam musrenbang nasional RKP tahun rencana. Output yang dihasilkan dalam tahap ini adalah adanya program dan/atau kegiatan prioritas baru untuk merespon hasil musrenbang RPKD provinsi, termasuk didalamnya adalah pagu indikatif program/kegiatan kementerian/lembaga yang perlu diintegrasikan dengan program pembangunan daerah provinsi. Dengan demikian, diharapkan apa yang telah dirumuskan dalam rancangan akhir RKPD provinsi selaras dengan kebijakan pemerintah.

F.1.1.2. Sinkronisasi terhadap hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Provinsi
Tahap ini bertujuan untuk menyelaraskan dan mengintegrasikan kesepakatan musrenbang RKPD provinsi kedalam rancangan akhir RKPD kabupaten/kota. Integrasi dilakukan dengan mengevaluasi berita acara pelaksanaan musrenbang RKPD Provinisi beserta lampiran pendukung yang otentik. Materi yang disinkronkan adalah perubahan substansi dari rancangan RKPD selama proses musrenbang RKPD dilakukan, meliputi: penyepakatan program dan kegiatan, rumusan sasaran, rumusan indikator kinerja, pagu indikatif, dan lokasi kegiatan. Secara prinsip, kesepakatan akhir musrenbang bersifat mengikat dan harus diadopsi dalam rancangan akhir RKPD kecuali dinyatakan lain dalam berita acara musrenbang RKPD. Suatu pernyataan lain dimaksud antara lain jika disebutkan bahwa suatu kesepakatan musrenbang disebutkan akan dibicarakan atau diusulkan dalam tahap penyusunan rancangan akhir RKPD atau akan diusulkan pada forum musrenbang yang lebih tinggi (musrenbang nasional) karena alasan batas kewenangan atau alasan lain yang disepakati dalam musrenbang.

F.1.1.3. Penyelarasan materi penyajian
Tahap ini merupakan sinkronisasi terhadap penyajian rancangan awal RKPD di keseluruhan bab sehubungan dengan adanya perubahan dibab-bab tertentu oleh proses yang spesifik pada tahap perumusan Rancangan akhir RKPD. 
Untuk evaluasi musrenbangnas RKP akan memengaruhi materi penyajianpada rancangan RKPD khususnya dalam Bab Telaahan kebijakan nasional. Hasil dari evaluasi tersebut (jika ada perubahan prioritas dan sasaran pembangunan dan program serta kegiatan prioritas) akan merubah/menambah materi terkait pada bab telaahan kebijakan nasional dan provinsi dan bab prioritas dan sasaran pembangunan serta bab program dan kegiatan prioritas dan pagu indikatif. Jika dirasa perlu, untuk memenuhi aspek kecukupan informasi, hal-hal terkait dengan perubahan tersebut, ditambahkan informasi yang relevan pada bab analisis dan evaluasi di sub-bab terkait.

F.1.2. Perumusan Rancangan Akhir RKPD kabupaten/kota
Dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:
1. Evaluasi Musrenbangnas RKP dan Musrenbang RKPD Provinsi
2. Sinkronisasi hasil Musrenbang RKPD Kabupaten/kota
3. Penyelarasan Penyajian

F.1.2.1. Evaluasi Musrenbangnas RKP dan Musrenbang RKPD Provinsi
Evaluasi ini merupakan bagian dari proses identifikasi kebijakan nasional dimana pemerintah kabupaten/kota mengevaluasi,baik terhadap hasil musrenbangnas RKP maupun musrenbang RKPD provinsi. Evaluasi ini dimaksudkan untuk melengkapi analisis dan evaluasi yang telah dilakukan pada tahap penyusunan rancangan RKPD, khususnya identifikasi kebijakan nasional untuk tahun rencana. Output final dari tahap ini adalah berupa muncultidaknya suatu program dan/atau kegiatan prioritas baru untuk merespon hasil musrenbang RKP dan RPKD provinsi, termasuk didalamnya adalah pagu indikatif program/kegiatan. Dengan demikian, diharapkan apa yang telah dirumuskan dalam rancangan akhir RKPD kabupaten/kota memenuhi tujuan sinergitas, harmonisasi, dan sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.
F.1.2.2. Sinkronisasi Terhadap Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten/kota
Tahap ini bertujuan untuk menyelaraskan dan mengintegrasikan kesepakatan musrenbang RKPD kabupaten kedalam rancangan akhir RKPD kabupaten/kota. Integrasi dilakukan dengan mengevaluasi berita acara pelaksanaan musrenbang beserta lampiran pendukung yang otentik. Materi yang disinkronkan adalah perubahan substansi dari rancangan RKPD selama proses musrenbang RKPD dilakukan, meliputi: penyepakatan program dan kegiatan, rumusan sasaran, rumusan indikator kinerja, pagu indikatif, dan lokasi kegiatan. Secara prinsip, kesepakatan akhir musrenbang bersifat mengikat dan harus diadopsi dalam rancangan akhir RKPD kecuali dinyatakan lain dalam berita acara musrenbang RKPD. Suatu pernyataan lain dimaksud antara lain jika disebutkan bahwa suatu kesepakatan musrenbang disebutkan akan dibicarakan atau diusulkan dalam tahap penyusunan rancangan akhir RKPD atau akan diusulkan pada forum musrenbang yang lebih tinggi (musrenbang provinsi atau musrenbang nasional) karena alasan batas kewenangan atau alasan lain yang disepakati dalam musrenbang.

F.1.2.3. Penyelarasan Materi Penyajian
Tahap ini merupakan sinkronisasi terhadap penyajian rancangan awal RKPD di keseluruhan bab sehubungan dengan adanya perubahan dibab-bab tertentu oleh proses yang spesifik pada tahap perumusan Rancangan akhir RKPD. 
Untuk evaluasi musrenbangnas RKP dan Musrenbang RKPD Provinsi akan mempengaruhi materi penyajian di Rancangan RKPD Bab Telaahan kebijakan nasional dan provinsi. Hasil dari evaluasi tersebut (jika ada perubahan prioritas dan sasaran pembangunan dan program serta kegiatan prioritas) akan merubah/menambah materi terkait pada bab telaahan kebijakan nasional dan provinsi dan bab prioritas dan sasaran pembangunan serta bab program dan kegiatan prioritas dan pagu indikatif. Jika dirasa perlu, untuk memenuhi aspek kecukupan informasi, hal-hal terkait dengan perubahan tersebut, ditambahkan informasi yang relevan pada bab analisis dan evaluasi pada sub-bab terkait.
F.2. Tahap Penyajian Rancangan akhir RKPD
Penyajian rancangan akhir RKPD disusun menurut sistematika yang telah disusun sebagaimana disajikan pada rancangan RKPD. Kertas kerja yang muncul pada tahap penyusunan rancangan awal dan rancangan RKPD sebagaimana dijelaskan pada sub-bab diatas menjadi dasar perubahan materi terkait dari isi rancangan akhir RKPD. 
Dengan demikian, sistematik penyajian Rancangan akhir RKPD (adalah sama dengan rancangan RKPD), sebagai berikut:
BAB I 	PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Sama dengan isi rancangan RKPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Sama dengan isi rancangan RKPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.
1.3. Hubungan Antar Dokumen
Sama dengan isi rancangan RKPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.
1.4. Sistematika Dokumen RKPD
Sama dengan isi rancangan rancangan RKPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.
1.5. Maksud dan Tujuan
Sama dengan isi rancangan rancangan RKPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.
BAB II 	EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
Sama dengan isi rancangan rancangan RKPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
Sama dengan isi rancangan RKPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.
2.3. Permasalahan Pembangunan
Sama dengan isi rancangan RKPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.
BAB III	RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Sama dengan isi rancangan rancangan RKPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Sama dengan isi rancangan rancangan RKPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.
BAB IV	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Sama dengan isi rancangan rancangan RKPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.
4.2 Prioritas Pembangunan 
Sama dengan isi rancangan rancangan RKPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Sama dengan isi rancangan rancangan RKPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.
BAB VI	PENUTUP
Sama dengan isi rancangan rancangan RKPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

H. [bookmark: _Ref263842160][bookmark: _Ref263265908]PENETAPAN RKPD
1. RKPD provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah RKP ditetapkan dengan peraturan presiden.
2. RKPD kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota setelah RKPD provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
3. RKPD provinsi yang telah ditetapkan dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD provinsi dan rancangan akhir RKPD kabupaten/kota.
4. RKPD kabupaten/kota yang telah ditetapkan dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD kabupaten/kota.
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